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SALINAN] 

PERATURAN GUBERNUR RIAU 
NOMOR TAHUN 2024 

TENTANG 
O L A  TATA ELOLA, RENCANA STRATEGIS DAN STANDAR PELAYANAN 

MINIMAL UNIT PELAK'SANA TEKNIS DENGELOLAAN AIR MINUM 
DMNAS PEER.JAAN UJMUM, PENATAAN RUANG, PERU MAHAN, 

AWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN 

DENGAN RAMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

GUBERNUR RIAU, 

l e m b a n g .  bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 338 ayat [2), 
Pasal 41 avat (2), Pasal 43 avat (2) Peraturan Menteri Dalam 
Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum 

Daerah, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pola 
Tata Kelola, Rencana Strategis dan Standar Pelayanan 
Minimal Unit Pclaksana Tcknis Pengclolaan Air Minum Dinas 
Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan, Kawasan 

Permukmman dan Pertanahan. 

• Pasal 18 ayat [6) Undang-Undang Dasar Negara Republik 
Indonesia Tahun 1945; 

2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4355] sebagaimana 
tclah diubah dcngan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 
2020 tentang Penetapan Peraturan Pemcrintah Pengganti 
Undang-Undang Nomor I Tahun 2020 tentang ebijakan 

Kcuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk 
Pedanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 [Covitd 
19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang 

Membahavakan Perekonomian Nasional dan/atau 
Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang 
[Lcmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 22020 

Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6516], 

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 
Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011  
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5234) sebagaimana tclah diubah 
bebcrapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 
tahun 2022 tentang Perubahan Kcdua Atas Undang­ 
Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan 
Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia NOmor 6801), 
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4. Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran 
Negara Republik IndonesiaNomor 5587, sebagaimana 
tclah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang­ 
Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentaig Penctapan 
Pe'aturan Pererintah Pengganti Undang Undang Nomor 
2 Tahu 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang­ 
Undang [Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2023 Nomor +1, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 6856], 

5. Undang Undang Nomor 19 Tahun 2022 tentang Provinsi 
Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 

Nomor 162, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesian Nomor 6808], 

6. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang 
Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum [(Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2005; NOmor 48, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4502 scbagaimana telah diubah dengan Peraturan 
Pemerintah Republik Indonesia Nomor 74 tahun 2012 
tentang Perubahan Atas Peraturan emerintah Nomor 23 

Tahun 2005 tentang Pengelolaan euangan Badan 
Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5340], 

7 Peraturan emerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang 
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322; 

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 
tentang Pembentukan roduk Hukum Daerah [Derita 
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 NomOr 2036l 
scbagaimana tclah diubah dengan eraturan Menteri 

Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tcntang 
Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 
80 Tahun 2015 tentang Perbentukan Produk Hukum 
Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 
Nomor 157); 

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 
tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara 
Republik Indonesia Tahun 2018 Norr 1213 

Io. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 
tentang Pedoman Teknis engelolaan Keuangan Daerah 
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomo 
1781; 

I. Peraturan Dacrah Provinsi Riau Nomor 4 Tahun 2016 
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah 
Provinsi Rian (Lembaran Dacrah Provinsi Riau Tahun 
2016 Nomor +) scbagaimana telah diubah bcbcrapa kali, 
terakhir dengan Peraturan Daerah Provinsi Rian Nomo 

5 Tahun 2024 tcntang Perubahan Ketiga Atas Peraturan 
Dacrah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan 

Susunan Perangkat Daerah Provinsi Riau [Lembaran 
Daerah Provinsi Riau Tahun 2024 Nomor 5), 



MEMUTUSKAN 

PERATURAN GUBERNUR TENTANG POLA TATA KELOLA. 
RENCANA STRATEGIS DAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL 
UNIT PELASANA TEKNIS PENGELOLAAN AIR MINUM DINAS 

PFKERJAAN UMUM. PENATAAN RUANG. PERUMAHAN, 
AWASAN ERMUKIMAN DAN PERTANAHAN 

BAB I 

KETENTUAN UMUM 

Bagian Kesatu 

Pengertian 

Pasal l 

Dalam Peraturan Gubenur ini yang dimaksud dengan 

I Daerah adalah Provinsi Riau 

' 2 pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Riu 

3 Gubernur adalah Gubernur Riau. 

4 Dinas adalah Dinas Pekerjaan Umum, 
Perumahan, Kawasan Permukiman 
Provinsi Riau 

Penataan Ruang, 
dan Pertanahan 

5. cpala Dinas adalah Kepala Dinas Pekerjaan Umum. 
Penataan Ruang, Perumahan, Kawasan Permukiman dan 
Pertanahan Provinsi Riau. 

6. Perangkat Daerah adalah Perangkat Dacrah di 
Lingkungan Pemerintah Provinsi Riau 

7 Unit Pelaksana Teknis Pengelolaan Air Minum Dimas 
Pekcrjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan, 
hawasan Permukiman dan Pertanahan Provinsi Riau 
vang selanjutnya disingkat UpT pAM adalah Unit 

Pelaksana Teknis pada Dinas Pekerjaan Umum 
Penataan Ruang, Perumahan, Kawasan Permukiman dan 
Pertanahan Provinsi Riau. 

8. epala UPT Pengelolaan Air Minum disingkat epala UT 
adalah Kepala UPT Pengelolaan Air Minum Dinas 
Pekerjaan Umum, Penataan Ruang. Perumahan, 
Kawasan Permukiman dan Pertanahan Provinsi Riau 

9. Badan Layanan Umum Dacrah yang selanjutnya 
disingkat BLUD adalah sistem yang ditcrapkan oleh unit 
pclaksana teknis dinas dalam memberikan pelayanan 
kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam 
pola pengelolaan kcuangan sebagai pengccualian dari 
ketentuan pengclolaan daerah pada umumnya 

Io. Pemimpin BLUD UPT PAM yang selanjutnya disebut 
Pemimpin adalah Pejabat Pengelola yang bertugas 

memimpin BL,UD 

I. Fleksibilitas adalah keleluasaan dalam pengelolaan 
euangan dengan mencrapkan praktek bisnis yang sehat 
untuk meningkatkan layanan kcpada masyarakat tanpa 



mencari keuntungan 
' kesejahteraan umun 

bangsa. 

dalam rangka 
dan mcncerdaskan 

memajukan 
kehidupan 

12. Praktek Bisnis Yang Sehat adalah penyclcnggaraan 
fungsi organisasi berdasarkan kaidah-kaidah manajemen 
vang baik dlaam rangka pemberian layanan yang 
bermutu, berkesinambungan dan berdaya suing 

33 Rencana Bisnis Anggaran yang selanjutnya disingkat 
RB3A adalah dokumen perencanaan bisnis dan anggaran 
tahunan yang berisi program, kegiatan, target kinerja 
dan anggaran BLUD 

14 ejabat Pengelola Keuangan Dacrah yang selanjutnya 
disingkat PPKD adalah Kepala SKRKD yang mempunyai 
tugas melaksanakan pengelolaan APD dan bertindak 
sebagai bendahara umum daerah. 

4 

15. Standar Pelayanan Minimal yang sclanjutnya disingkat 
PM adalah ketentuan mengenai jenis dan mutu 

pelayanan dasar yang merupakan urusan pemerintahn 
yang berhak diperoleh sectiap pclanggan secara minimal. 

16. Pelayanan Dasar adalah pelayanan publik untuk 
memenuhi kebutuhan dasar Pelanggan. 

7. Jetis Pelavanan Dasar adalah jenis pelayanan dalam 
rangka penyediaan barang dan/atau jasa kebutuhan 
dasar yang berhak diperolch oleh pelanggan secara 
minimal 

18. Mutu Pelayanan Dasar adalah ukuran kuantitas dan 
kualitas barang dan/atau jasa kebutuhan dasar serta 
pemenuhan sccara minimal dalam Pel~yanan Dasar 
sestuai dengan standar tcknis agar hidup secara layak 

19, Pola Tata Kelola adalah uraian tentang tata kelola tpT 

PAM yang mcncrapkan BLUD. 

20. Rencana Strategis yang selanjutnya disebut Renstra 
adalah dokumen perencanaan BLUD untuk periode 
lima) tahunan sebagai dasar penyusunan Rencana 
Bisnis dan Anggaran BLUD 

21. Satuan Kerja Perangkat Dacrah yang selanjutnva 
disingkat SPD adalah unsur perangkat daerah pada 
pemerintah selaku pengguna anggaran/pengguno 
barang 

22. Anggaran Pendapatan dan Belanja Dacrah selanjutnya 
disingkat APD adalah rencana kcuangan tahunan 
pemerintah daerah yang dibahas dan disetujui bersama 
oleh kcpala daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan 
peraturan daerah 

.3., Rencana Kerja dan Anggaran SKPD yang sclanjutnya 
disingkat RKA SKPD adalah dokumen perencanaan dan 
enganggaran yang berisi rencana pendapatan, rencana 
belanja program dan kcgiatan SPD serta rencan 
pembiayaan sebagai dasar penyusunan APD 



.5. 

24. Dokumen Pelaksanaan Anggaran selanjutnya disingkat 
DPA adalah dokumen yang memuat pendapatan, belanja 
dan pembiayaan yang digunakan sebagai dasar 
peaksanaan anggaran. 

25. Rekening Kas BLUD adalah tempat penyimpanan uang 
LUD pada bank yang itunjuk olch Kcpala Daerah 

26. Dewan Pengawas BLUD yang selanjutnya discbut Dewan 
Pengawas adalah organ yang bertugas melakukan 
pengawasan terhadap pengelolaan BLUD 

27. Tarif Lavanan adalah imbalan atas barang dan/atau jasa 

yang diberikan oleh BLUD termasuk imbal hasil yang 

wajar dari investasi dana, apat bertujuan untuk 
menutup seluruh atau sebagian dari biaya per unit 
layanan. 

28. Unit Pelaksana Teknis yang sclanjutnya disingkat UT 
adala.h unit pelaksana Teknis yang mclaksanakan 
kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis 
penunjang tertentu selaku kuasa pengguna 
anggaran /kuasa pengguna barang 

Dagian Kedua 
Maksud dan Tujuan 

Pasal 2 

Peraturan Gubernur ini dimaksudkan sebagad pedoman 
dalam pengelolaan dan ponyusunan kebijakan pada 
BLUD UPT PAM. 

Peraturan Gubernur ini bertujuan untuk menciptakan 
peningkatan pelayanan dan [lcksibilitas pengeolaan 
kcuangan yang dilakukan oleh BLUD UT PAM. 

Bagian Ketiga 
Ruang Lingkup 

Pasal 3 

Ruang Lingkup Peraturan Gubernur ini mcliput 

a Pola Tata kelola, 
b Renstra. dan 

c. SFM. 

BA II 

POLA TATA KELOLA 

Bagian Kcsatu 
Umum 

Psal 4 

(I) Tata Kelola dalam pengelolaan BLUD UPT PAM 
berdasarkan prins1p: 

a. transparans1, 



b. akuntabilitas. 

c responsibilitas; 

d. independen, dan 

e. kewajaran. 

(2) Transparansi sebagaimana dimaksud pada ayat (I) huruf 
a merupakan asas keterbukaan yang didasarkan pad 
kebebasan nenaglirnya informasi sehingga pihak yang 
membutuhkan informasi dapat langsung menerimanya. 

(3) Akntabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat ( I )  huruf 
b adalah kejelasan fungsi, struktur, sistem yang 
dipercayakan pada BLUD UPT PAM agar pengelolaannya 
dapat dipcrtanggung jawabkan 

( 1 )  Responsibilitas scbagaimana dimaksud pada ayat [l J  
hurul c merupakan kesesuaian atau kepatuhan didalam 
pengelolaan organisasi terhadap prinsip bisnis yang 
sehat scrta pcraturan perundang undangan 

[5) Independen scbagaimana dimaksud pada ayat (1) hurul 
d merupakan kemandirian pengelolaan organisasi secara 
professional tanpa benturan kepentingan dan pengaruh 
tau tekanan dari pihak mana pun yang tidak sesuai 

dcngan peraturan perundang-undangan dan prinsip 
bisnis yang sehat. 

[6) ewajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (l) hurut c 
merupakan keadilan dan kesetaraan di dalam memenuhi 
hak-hak dan kewajiban stakeholders yang timbul 
bcrdasarkan perjanjian dan peraturan perundang­ 
undangan. 

Pasal 5 

Ruang lingkup Pola Tata Kelola BLUD UPT PAM memuat 

a. kelembagaan, 

b. prosedur kerja, 

c. pengelompokan fungsi pelayanan, 

d. pengelolaan sumber daya manus1a, 

e. pcaglolaan keuangan BLUD; dan 

f. pengeiolaan limbah. 

Bagian Kedua 
Kelembagaan 

Paragraf l 
Pcjabat Pengelola dan Pegawai 

Pasal 6 

(I  Sumber Daya Manusia BLUD UT PAM terdiri atas: 

a. Pejabat Pengelola;dan 

b. Pegawai. 
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) Pejabat Pengelola sebagaimana yang dimaksud pada ayat 

(I) huruf a bertanggungiawab terhadap kinerja u u n  
operasional, pclaksanaan kebijakan Fleksibilitas dan 
keuangan LUD dalam pcmbcrian layanan 

(3] Pegawai scbagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b 
menyelenggarakan kegiatan untuk mendukung kinerja 
BLUD 

( 1 )  Pejabat Pengclola dan Pegawai berasal dari. 

a. pegawai negeri sipil; dan/atau 

b. pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja, sesuai 
dengan ketcntuan peraturan perundang-undangan 

[5) BIUD UPT PAM dapat mengangkat Pejabat Pengelola dan 
egawai selain sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dari 
profesional lainnya. 

(6] Pengangkatan sebagaimana dimaksud pada ayat [5) 
sesuai dengan kebutuhan, profesionalitas, kemampuan 
kcuangan dan berdasarkan prinsip efisiensi, ekonomis 
dan produktif dalam meningkatkan pelayanan 

(7 Pejabat Pengelola dan pegawai yang berasal dari tenago 
prolesional lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (5] 
apat dipekerjakan secara kontrak atau tetap 

(8) Pejabat Pengelola yang berasal dari tenaga profesional 
lainnya sebagaimana dimaksud ayat 5l diangkat ntuk 
masa jabatan paling lama 5 [lima) tahun, dan dapat 
diangkat kembali untuk l [satu) kali periode masa 
jabatan berikutnya. 

(9) Pengangkatan kembali untuk masa jabatan berikutnya 
paling tinggi berusia 60 (enam puluhj tahun 

10) Pcngadaan Pejabat Pengelola dan pegawai yang berasal 
dari profesional lainnya sebagaimana dimasksud pada 
ayat (5 dilaksanakan sesuai dengan jumah dan 
komposisi yang telah disctujui PPKD 

( 1 1 )  Pejabat pengclola BLUD UPT PAM trdiri dari 

a. Pemimpin B L U D  UPT PAM, 

b. Pejabat Keuangan, dan 

c. Pejabat Teknis 

(121 Pemimpin BLUD UPT PAMsebagaimana dimaksud pad 
ayat [( 1 H J  hurufa, adalah Kepala UPT PAM 

( 1 3  Pcjabat keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat ( l l )  
hurufb, adalah Kepala Tata Usaha 

(14] Pcjabat teknis sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 1 J  
huruf c, terdiri dari Kcpala Seksi Penyedian dan 
Pemeliaraan Air ersih dan Kepala Seksi Monitoring 
da Evaluasi 

asal 7 

(1 Pejabat pengelola scbagaimana dimaksud dalam Pasal 6 
ayat ( 1 1 )  diangkat dan diberhentikan oleh Gubernur 
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[2) Pemimpin BLUD UT PAM sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 6 ayat (12) bertanggung jawab kepada Gubernur. 

(3) Pejabat Keuangan dan Pejabat Teknis scbagaimana 
dimaksud asal 6 ayat (13) dan ayat 1 l) 
bertanggungiawab pada Pemimpin BLUD UPT PAM 

(I) Pemimpin BLUD UPT PAM sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 6 ayat (12),  mempunyai tugas 

a. memimpin, mcngarahkan, membina, mengawasi, 
engendalikan dan mengevaluasi penyclenggaraan 

kcgiatan BLUD UPT PAM agar lobih cfisien dan 
produktif; 

b. merumuskan penetapan kebijakan tcknis BLUD UPT 
PAM serta kewajiban lainnya sesuai dcngan kebijakan 
yang tclah ditetapkan oleh Gubernur; 

c. menvusun Renstra; 

d. qenyiapkan RBA; 

e. mengusulkan calon Pejabat Keuangan dan Pejabat 
Teknis kepada Gubernur scsuai dengan ketentuan 
peraturan perundang-unangan, 

monetapkan pejabat lainnya scsuai dengan kebutuhan 
BLUDy UPT PAM sclain pejabat yang telah ditetapkan 
dcngan ketentuan peraturan perundang undangan, 

g. mengoordinasikan pclaksanaan kebijakan BLUD UT 
PAM yang dilakukan oleh pejabat keuangan dan 
pejabat tcknis, mengendalikan tugas pengwasan 
internal, serta menyampaikan dan 
mempertanggungiawabkan kinerja operasional serta 
keuangan BLUD UPT PAM kepada Gubernur; 

h. tugas lainnya yang ditetapkan oleh Guibernur sesual 
dengan kewenangannya 

(21 Pemimpin BLUD UPT DAM dalam melaksanakan tugas 
dan kewajiban sebagairana dimaksud pada ayat ( l ] ,  
mempunyai fungsi sebagai penanggung jawab umum 
operasional dan keuangan; 

(3 Pemimpin BLUD UPT PAM bertindak selaku kuasa 
pengguna anggaran/kuasa pengguna barang 

Pasal 9 

(1 Pejabat Keuangan sebagaimana dimaksud dalam asal 6 
ayat (13), mempunya tugas: 
a, merumuskan kebijakan terkait pengelolaan keuangan, 

b. mcngkoordinasikan penyusunan R3A; 

c. menyiapkan DPA.LUD; 
d. mclakukan pengelolaan pendapatan dan belanya, 

c. menyelenggarakan pengelolaan kas; 
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f. melakukan pengclolaan utang, piutang dan invest1asi, 

g. menyusun kebijakan pengelolaan barang milik daerah 
yang berada di bawah penguasaannya 

manaemen informasi s1stem h menyclenggarakan 
keuangan 

i. menyelenggarakan akuntasi dan penyusunan laporan 
keuangan, an 

tugas 

fungsi 

dengan 
ditetapkan oleh lainnya yang 

UT PAM 
melaksanakan tugs 

Pemimpin BLUD 
kewenangannya 

Pejabat Keuangan dalam melaksanakan 
sebagaimana dimaksud pada ayat [(I), mempunya 
sebagai penanggung jawab keuangan. 

J 

(2) 

(3] Pejabat Keuangan dalam melaksanakan tugas 
scbagaimana dimaksud pada ayat (I )  dibantu oleh 
bendahara penerimaan dan bendahara pengeluaran, 

(4) Pejabat Keuangan, Bendahara Penerimaan dam 
Benda hara Pengeluaran harus dijabat oleh Pegawai 
Negeri Sipil 

Pasal 10 

( 1 )  ejabat Teknis scbagaimana dimaksud Pasal 6 ayat (1+l 
mempunya tugas 

a. menyusun pcrcncanaan kegiatan teknis operasional 
dan pelayanan di BLUD UPT PAM; 

b. melaksanakan kegiatan teknis operasional dan 
pelayanan sesuai dcngan RBA; 

c. qemimpin dan mengendalikan kegiatan teknis 
operasional dan pclayanan BLUD UPT PAM; dan 

ditetapkan oleh 
sesuai dengan 

d melaksanakan tugas lainnya yang 
Gubernur dan/atau pem1mp 
kewenangannya. 

(2) Pejabat Teknis dalam mclaksanakan tugas sebagaimana 
dimaksud pada ayat [l), mempunyai fungsi sebagal 
penaggungiawab teknis di bidang masing-masing. 

[3] elaksanaan tugas Pejabat teknis scbagammana 
dimaksud pada ayat (l), berkaitan dcngan pelayanan 
BLUD UPT PAM serta manajemen pengendalian mutu 
standarisasi pclayanan, standarisasi operasional 
prosedur, administrasi pengujian, peningkatan kualitas 
dan kompetensi sumber daya manusia dan peningkatan 
sumber daya lainnya 

Paragraf 2 

Pembina da Pengawas BLUD UPT PAM 

Pasal 11  

Pembina dan pengawas BLUD UPT PAM terdiri a1as : 
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a. Pehlina tcknis dan pembina keuangant 

b. Satuan pengawas internal, dan 

c. Dewan Pengawas 

Pasal 12 

( I )  Pembina tcknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal I 
hurufa yaitu epala Dinas. 

[2) Pembina keuangan scbagaimana dimaksud dalam asal 
I hurufa vaitu p p  

1  

12) 

Pasal 13 

Satuan Pengawas Internal sebagaimana dimaksud dalam 
l Pasal 1 1  huruf b dapat dibentuk olch Pemimpin BLUD 

UJPT PAM untuk pengawasan dan pengendalian internal 
terhadap kinerja pelayanan, keuangan dan pengaruh 
lingkungan sosial dalam menyelenggarakan praktek 
bisnis yang schat 
Satuan Pengawas Internal sebagaimana dimaksud pata 
avat [ l ) ,  yaitu pengawas internal yang berkedudukan 
langsung di bawah emimpin BLUD UPT PAM. 

(3) Pembcntukan Satuan Pengawas Internal dapat 

mempcrtimbangkan: 

a. keseimbangan antara manfaat dan beban, 

b. kopleksitas manajemen, dan 

c. volume dan/atau jangkauan pelayanan 
' 

Pasal 14 

(1 )  Tugas Satuan Pengawas Internal sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 13, membantu manajemen untuk: 

a. pcngamanan harta kekayaan, 

b. penciptaan akurasi sistem informasi keuangan, 

c .  penciptaan efisiensi dan produktivitas; dan 

d. pendorong dipatuhinya kebijakan manajemen dala 
pencrapan praktek bisnis yang sehat 

[2) Untuk dapat diangkat sebagai Satuan Pengawas Internal 
harus memenuhi svarat 

a. sehat jasrani dan rohani, 

b. memiliki keahlian, integritas, pengalaman, jujur, 
perilaku yang baik, dan dedikasi yang tinggi untuk 
memajukan dan mengembangkan BLUD UPT PAM; 

c. memahami penyclenggaraan pemerintahan daerah, 

d. memahami tugas dan fungsi BLUD UPT PAM; 

c. memiliki pengalaman teknis pada BLUD UPT PAM, 

f. berijazah paling rendah D-3 [Diploma -3); 
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g Dengalaman kerja paling sedikit 3 (tiga) tahun; 

h. berusia paling rendah 30 /tiga puluhj tahun dan paling 
tinggi 55 [lima puluh Lima) tahun pada saat mendafta 
pertama kali; 

tidak pernah dihukum karena melakukan tindak 
pidona yang mergikan negara atau keuangan dacrah, 

tidak sedang menjalani sanksi pidana; dan 

k. mempunyai sikap independen dan obyektif 

Pasal 15 

( 1 )  Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal I l  
huruf c dapat dibentuk olch Gubernur 

2) Jumlah anggota Dewan Pengawas paling banyak 3 (tigal 
orang atau 5 (lima) orang. 

[] Jumlah anggota Dewan Pengawas paling banyak 3 (tigal 
orang sebagaimana diraksud pada ayat [2) untuk BLUD 
yang merilikt: 

a. Realisasi pendapatan menurut laporan realisasi 
anggaran 2 (dua) tahun terakhir sebesar 
Rp.30.000.000.000,- {tiga puluh milyar rupiah) sampa 
dcngan Rp. 100.000.000.000,- [scratus milyar rupiah}; 
atau 

b. Nilai asset menurut neraca 2 (dua) tahun terakhir 
. - sebesar Rp. 150.000.000.000,- (scratus lima puluh 
milyar rupiah] sampai dengnn Rp. 500,000.000.000,­ 
lira ratus milyar rupiah). 

(4) Jumlah anggota Dewan Pengawas paling banyak 5 (lima) 
orang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) untuk 3LUD 
yang memiliki 

a. Realisasi pendapatan menurut laporan realisasi 
naran 2 (dua) tahun terakhir lebih besar dari 
RD. 100.000.000.000, [seratus milyar rupiah), atau 

b. Nilai asset menurut neraca 2 
sebesar RD.500,000.000.000, 
rupiah). 

Pasal 16 

(dua) tahun terakhi 
[lima ratus milyar 

( l )  Anggota Dewan engawas sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 15 ayat (3) terdiri atas unsur 

a. 1I (satu) orang pejabat Perangkat Daerah yang 
membidangi kegiatan BLUD UT PAM, 

b. I  [satu) orang pcjabat Perangkat Daerah yang 
mnembidangi pengelolaan keuangan daerah; dan 

c. I(satu) orang tenaga ahli yang sesuai dengan kegiatan 
BLUD UPT PAM 

2) Anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud dalam 
asad I4 ayat (4) terdiri atas unsut 
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a. 2  (dua) orang pcjabat Perangkat Dacrah yang 
membidangi kegiatan BLUD UPT PAM; 

b. 2  (dua) orang pejabat Perangkat Daerah yang 
membidangi pengelolaan keuangan daerah, 

c. I [satu) orang tcnaga ahli yang sesuai dengan kegiatan 
LUD UPT PAM 

(3] Tenaga Ahli sebagairana dimaksud pada aya (1 huruf 
c dan ayat [2) huruf c dapat bcrasal dari tenaga 
prdfessional, atau perguruan tinggi yang memahami 
ugas dan fungsi, kegiatan dan layanan BLUD UPT AM 

) Anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pauda 
ayat (1) dan ayat [2) dapat diangkat menjadi anggota 
Dewan Pengawas pada 3 (tiga) BLUD UT PAM. 

(5) Pengangkatan anggota Dewan Pengawas dilakukan 
setelah Pcjabat Pengelola diangkat 

(6] Untuk dapat diangkat menjadi Dewan Pengawas harus 
memenuh i persyaratan, meliputi; 

a. sehat jasmani dan rohani; 

b. memiliki keahlian, integritas, kcpemimpinan, 
pengalaman, jujur, perilaku yang baik, dan dedikasi 
Yang tinggi untuk memajukan dan m~ngembangkan 
LUD UT PAM; 

c memahami penyelenggaraan pcmerintahan daerah, 

d. memiliki pengetahuan yang memadai tugas dan fungsi 
BLUD UPT PAM, 

e. menvcdiakan waktu yang cukup untuk melaksanakan 
tu@asnya; 

f. berijazah paling rendah S-I (strata satu), 

g. berusia paling tinggi 60 (enam puluh) tahun terhadap 
unsur scbagaimana dimaksud dalam Pasal 1 1  ayat [, 

h. tidak pernah menjadi anggota direksi, dewan 
pengawas, atau komisaris yang dinyatakan borsalah 
menycbabkan badan usaha yang· dipimpinnya 
dinyatakan pailit; 

tidak sedang menjalani sanksi pidana; dan 
j. tidak sedang menjadi pengurus partai politik, calon 

cpala daerah atau calon wakil kepala daerah, 
dan/atau calon anggota legislatif. 

Pasal 17 

(l) Dewan Pengawas memiliki tugas 

a. memantau perkembangan kegiatan BLUD UPT PAM 
b. enilai kinerja keuangan maupun kinerja non 

keunngan BLUD UPT PAM dan memberikan 
rckomendasi atas hasil penilaian untuk ditindaklanjuti 
oleh Pejabat engelola ELUD UT PAM; . 

c. memonitor tindak lanjut hasil evaluasi dan penilaian 
kinerja dari hasil laporan audit pemeriksa eksternal 
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pemerintah, 

d. memberikan nasehat 
UPT PAM dalam 

kepada Pejabat Pengelola 
mclaksanakan tugas 

BLUD 
dan 

kewajibannya; dan 

e memberikan pendapat dan saran kepada Gubernu 
mengenat 
! RA yang iusulkan Pejabat Pengclola, 
• Permasalahan yang menjadi kendala dalam 

pengclolaan BLUD UPT PAM; dan 
3. kinerja BLUD UT PAM 

(2) Penilaian kinerja keuangan sebagaimana dimaksud p a  
ayat (l) hurufb, diukur paling sedikit meliput: 

a. memperoleh hasil usaha atau hasil kerja dari layanan 
yang diberikan (rentabilitasj; 

b. memahami kewajiban jangka pendeknya (likuiditas, 

c. memenuhi seluruh kcwajibannya (solvabiitas; dan 

d. kemampuan pencrimaan dari jasa layanan untuk 
raembiavai pengelaran. 

(3] Peilaian kinerja non keuangan sebagaimana dimaksud 
pada ayat (l) huruf b, diukur paling sedikit berdasarkan 
perspektif pelanggan, proses internal pclayanan, 
erbclajaran dan pertumbuhan. 

+] Dewan Pengawas melaporan pclaksanaan tugnsnya 
scbagaimana dimaksud pada ayat (l] kepada Gubernur 
secara berkala paling scdikit l [satu] kali dalam satu 
tahun atau sewaktu-waktu jika dipcrlukan 

Pasal 18 

( I )  Masa jabatan anggota Dewan Pengawas ditetapkan 5 
(lima] tahun, dan dapat diangkat kembali untuk I (satu) 
kali masa jabatan berikutnya apabila bclum berusia 
paling tinggi 60 (cnam puluh) tahun 

(2] Dalam hal batas usia anggota Dewan Pengawas sudah 
berusia paling tinggi 60 (cnam puluh) tahun, Dewan 
Pengawas dari unsur tenaga ahli dapat diangkat kembali 
untuk I (satu) kali mas jabatan berikutnya 

(33) Anggota Dewan pengawas diberhentikan oleh Gubernur 
karena 

a. meninggal dunia, 

b. masa jabatan bcrakhir; atau 

c. diberhentikan sewaktu-waktu 

(4) Anggota Dewan Pengawas diberhentikan sebagaimana 
dimaksud pada avat (2) hurufc, karena 

a. dak dapat melaksanakan tugasnya dengan baik; 

b. tidak mnelaksanakan ketentuan peraturan perundang­ 
undangan, 
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c terhbat dalam tindakan yang mcrugikan BLUD UPT 
PAM: 

d. dinyatakan bersalah dalam putusan pengadilan yang 
tclah mempunyai hukum tetap; 

c mengundurkan diri; dan 

f terlibat dalam undakan kecurangan 
BLUD UT 

yang 
PAM. engakibatkan kerugian pada 

negara, dan/atau daerah. 

Pasal 19 

(1) Gubernur dapat mengangkat sckrtaris Dewan Pengawas 
untuk mendukung kalancaran tugas Dewan Pengawas. 

(2) Sckretaris Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud 
pada ayat (I) bukan merupakan anggota Dewan 
engawas 

Pasal 20 

Segala biaya yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas 
Dewan Pengawas dan Sekretaris Dewan Pengpwas 
dibebankan pada Anggaran BLUD UPT PAM 

Bagian Ketiga 
Prosedur Kcrja 

Paragraf l 
Sistem Pengendalian Internal 

Pasal 21 

( I )  Pemimpin BLUD UPT pAM merencanakan, membangun, 
menyelenggarakan dan mereview sistem pengendalian 
internal BLUD) UPT pAM sesuai dengan peraturan 
perundang-undangan 

(?) Sistem pengendalian internal 
scbagairnana diraksud pada ayat 
pelaksanaan prosedur kerja 

Pasal 22 

BLUD UPT PAM 

(I) tercermin dalam 

( I )  Pengendalian Internal BLUD UPT PAM sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 2I ayat (I) bertujuan untuk 
memberikan keyakinan yang memadai bagi tercapainy 
efektivitas dan efisiensi pencapaian tujuan 

penyelenggaraan pemerintahan negara, keandalan 

pelaporan keuangan, pengaranan aset negara, dan 
ketetapan terhadap peraturan perundang-undangan 

(2) Untuk mencapai tujuan sebagaimana dimaksud pada 
ayat ( l )  pemimpin BLUD UPT PAM membangun struktur 
sistem pengendalian internal yang terdiri atas unsur 

a. lingkungan pengendalian, 

b. penilaian resiko, 



(3) 

(4 

-15. 

c. kegiatan pengcndalian; 

d. informasi dan komunikasi, dan 

e. pemantauan pengendalian intern 

Penerapan unsur sistem pengendalian internal 
scbagaimana dimaksud pada ayat [2), dilaksanakan 
menyatu dan menjadi bagian integral dari kegiatan 
BLUD UPT PAM. 

Pemimpin BLUD UPT PAM mengefektifkan sistem 
pengendalian internal scbagaimana dimaksud pada ayat 
2) dengan Sistem Pengendalian Intern Pererintahan 
(PI, 

Paragraf 2 
Tata Hubungan Kerja 

Pasal 23 

( 1 )  Pemimpin BLUD UT PAM adalah atasan langsung dari 
epala Tata Usaha, Kepala Seksi Penyedian dan 
Pemeliharaan Air Bersih dan Kepala Seksi Monitoring 
dan Evaluasi. 

[2) Segala tindakan yang berkaitan dengan komunikasi 
eksternal merupakan kewenangan Perimpin BLUD UPT 
PAM 

) Kewenangan scbagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat 
didelegasikan kepada Kcpala Tata Usaha, Kepala Scksi 
Penvcdian dan Pemeliharaan Air Bersih dan Kepala Seksi 
Monitoring dan Evaluasi sesuai dcngan tugas pokok 
secara teknis masing masing dcngan tanggung jawah 
tetqp berada pada Pemimpin BLUD UT PAM. 

(4) Kebijakan yang ditctapkan oleh emimpin BLUD UPT 
AM, terlebih dahulu dimusyawarahkan dcngan Kepala 
Tata Usaha, Kepala Seksi Penyedian dan Pemeliharaan 
Air Bersih dan Kepala Seksi Monitoring dan Evaluasi. 

Pasal 24 

(I)  Pejabat keuangan, dan pejabat tcknis bersincrgi dalam 
pencapaian tujuan BLUD UPT PAM. 

(2) Setiap kegiatan yang akan dan telah direalisasikan 
mcrupakan hasil kerja sama antar fungi pelayanan, 
penunjang dan administrasi BLUD UPT PAM. 

(3) Dalam hal terjadi hambatan pelaksanaan kegiatan, 
Pejubat keuangan, pejabat teknis dan kelompol jabatan 
ungsional mengarbil kebijakan Slratcgis untuk 
menvclamatkan nama baik BLUD UPT PAM 

(4] Kebijakan strategis sebagatmana dimaksud pada ayat (3) 
yang berkaitan dengan pihak eksternal, terlebih dahulu 
dimusyawarahkan dengan Pemimpin BLUD UPT PAM. 
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Pasa 25 

emimpin BLUD UT PAM meminta pendapat dari pcjabat 
cuangan, ejabat Teknis dan Satuan Pengawas Internal 

agian eempat 

Pengeiompokan Fungsi Pelayanan 

Pasal 26 

(I) Jenis pelayanan di BLUD UPT PAM terdiri atas 

a. Pelavanan Teknis, 

b. Pelayanan gangguan/pengaduan; dan 

c. Pelavanan administrasi & keuangan 

[2 Pelavanan Teknis scbagaimana dimaksud pada ayat (I )  
huruf a meliputi. 
a. Kualitas air yang didistribusikan sampai titik offrake 

pada tinp tiap wilayah; 

h. Kuantitas yang didistribusikan; 

c Kontinuitas pengaliran air; dan 

atau pengambilan pipa dalam d Tekanan air 
penyadapan. 

[3) Pelayanan gangguan/ pengaduan scbagaimana dimaksud 
pada ayat (1) huruf b meliputi 

a. Waktua penerimaan pengaduan; dan 
' b. Penanganan terhadap pengaduan 

(4 Pelavanan administrasi & keuangan sebagaimana 
dimaksud pada ayat(1] huruf c meliputi 

a. Penghitungan/ pembacaan pemakaian air pada meter 
r; 

b. Penarikan tagian air curah, dan 

Palaporan dan pembukuan. 

(5) Pelayanan sbagairnana dimaksud pada ayat (J 

merupakan jenis pelayanan yang dapat dilakukan oleh 
BLUD UTT DAM scbagai pcdoman penyelenggaran 
pelayanan yang berkualitas, cepat, mudah, terjangkau 
dan terukur 

(6] Peluyanan sebagaimana dimaksud 
digunakan sebagai pedoman dalam 
kualitas dan kinerja bagi BLUD UI 
dan aparat pengawasan dalam 
pelayanan publik 

Pasal 27 

pada ayat (5l 
pcnilaian ukuran 
PAM, masyarakat 

penyelenggaran 

(I) Fungsi pclayanan dilaksanakan olch BLUD UPT PAM 

berdasarkan petunjuk teknis, prosedur kerja, dan 
standar operasional prosedur yang ditetapkan olh 

Pemimpin 
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Fungsi pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (l) 
merupakan satu kesatuan gugusan tugas dengan fungsi 
pendukung yang berada di lapangan dengan fungsi 
pelavanan yang berada di pusat organtsast 

Lagian Kelima 

Pengelolaan Sumber Daya Manusia 

Paragraf l 
Hak dan Kewajiban Pegawat 

BLUD UPT PAM 

Pasal 28 

(1] Semua Pejabat Pengelola dan Pegawai pada BLUD UPT 
PAM yang bcrasal dari ASN mempunyai kewajiban dan 
memperoleh hak sebagaimana diatur dalam ketcntuan 
peraturan pecrundang-undangan 

() Semua Pejabat Pengelola dan Pegawai pada BLUD UPT 
PAM yang berasal dari Tenaga Profesional Lainnya 
mempunyai kewajiban sesuai kontrak perjanjian kerja 
vang telah disepakati dan mendapatkan hak berupa 
Remunerast 

Paragraf 2 
Kebutuhan Pegawai 

Pasal 29 

(1 Kebutuhan pegwai BLUD UPT PAM diajukan dengan 
emperhatikan sifat pelayanan yang bersangkutan, 

pendapatan operasional, dan elisicnsi scrta cfektifitas 
kerja 

[2) Formasi kcpegawaian pada masing-masing umil 
dituangkan dalam Analisa Jabatan Beban Kerja 
berdasarkan peta kebutuhan pegawai diusulkan mclaii 

Dinas 

(3] Pengangkatan dan penempatan pegawai berdasarkan 
kopetensi dan kebutuhan praktck bisnis yang schat 

(4) KopetenSi Sebagaimana dimaksud pada ayat (3] berupa 
pegetahuan, keahlian, keterampilan, integritas, 
kepemimpinan, pengalaman, dedikasi, dan sikap 
perilaku yang dipcrlukan dalam pclaksanaan tugas 
jabatan. 

Paragraf 3 
Pencrimaan Pegawai 

Pasal 30 

(I) Penerimaan pegawai negeri sipil diselenggarakan oleh 
emerintah Provinsi sesuai ketentuan peraturan 
per undang-undangan. 



[) Penerimaan calon pegawai pemerintah dcngan prjanjian 
kerja diselenggarakan oleh Pemerintah Provins sesuan 
dengan formasi dan dengan kualifikasi tertentu sesuai 
ketentuan peraturan pcrundang-undangan 

(3) Penerimaan Tenaga Profesional lainnya diselenggarakan 
oleh BLUD UpT PAM disesuaikan dengan keburuhan 
profesionalitas, kemamnpuan keuangan, serta 
bcrdasarkan prinsip cfisiensi, ekonomis dan produktif 
dalam meningkatkan pelayanan 

Pasal 3l 

(I)  Unruk penerimaan Tenaga Profesional lainnya pacda 
BLUD UPT PAM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 

ayat (3), dibentuk Tim 

[) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (l) ditetapkan 
dengan Keputusan Pemimpin BLUD UPT PAM. 

(3) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (l) bertugas 
melakukan penyaringan/seleksi penerimaan calon 
pegawa 

(4) Tahapan penerimaan Tenaga Profesional pada BLUD UPT 

PAM mcliputi 

a. Pengumurnan, 

b. Pendaftaran; 

c Seleksi administrasi; 

d. Evaluasi hasil seleksi, dan 

e. Pengumuman hasil seleksi. 

(5) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (4) 
huruf a memuat persyaratan pendaftaran, meliputi 

a Persvararan Umum yaitu 

1 .  Warga Negara Republik Indonesia; 

2.Usia paling rendah 18 (delapan belas) tahun dan 

paling tinggi 35 (tiga puhuh lima) tahun, 

3. Berbadan schat dan bcbas narkoba (dibuktikan 
dengan mclampirkan Surat Keterangan Sehat dan 
Surat Keterangan Bebas Narkoba); 

4. Berkelakuan baik dan tidak pernah dihukum 
penara atau kurungan berdasarkan kepurusan 
pen.gadilan, 

5. Untuk ijazah jabatan tenaga profesional lainnya dari 
SLTA sedcrajat, 

6. Untuk ijazah jabatan tenaga profesional lainnya dari 
D3 dan Strata I adalah Kimia/Teknik Kimia/Teknik 
Lingkungan dan Teknik Sipil, Akutansi, Teknik 
Informatika, Hukum dan Manajamen 

7. Persyaratan Nilai untuk jenjang Diploma 3 dan 
Strata 1: 

a) Bagi pclamar dari Perguruan Tinggi Negeri Indecks 
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Prestasi Kumulatif (IP] minimal 2,75 {dua koma 
tujuh lima) dengan skala 4,00 (empat koma nol. 

b) Bagi pelamar dari Perguruan Tinggi Swasta 
Indeks Prestasi Kumulatif (IPK] minimal 2.75 (dua 
koma tujuh lima] skala 4,00 (empat koma nol). 

8. Bagi sopir ijazah minimal SLTA atau sederajat; 

9, Setiap pelamar wajib memiliki [satu) alamat e-mail 
yang masih aktif; dan 

10. Bersedin mematuhi peraturan Selcksi Tenaga 
Profesioal BLUD UPT PAM. 

b. Persyaratan Khusus, ya1tu' 

1. Bagi sopir wajib mempunyai SIM Umum yang 

masih berlaku 

2 Bagi satpam wajib mempunyai sertifikat pelatihan 
atpam 

(6 Ketentuan mengenai tahapan penerimaan Tenaga 
Profesional lainnya yang dimaksud pada ayat [4] diatur 
cbih lanjut dalam petunjuk teknis yang ditctapkan oleh 
Petimpin BLUD UPT PAM sesuai dengan ketcntuan 
peraturan perundang-undangan 

Pasa1 32 

(I) Hubungan kerja antara BLUD UPT PAM dengan Tenaga 
Profesional lainnya dapat dilaksanakan dalam bentuk 
perjanjian kerja sesuai dengan ketentuan peraturan 
perundang-undangan 

(2) Jangka waktu hubungan kerja untuk Tenaga Profesional 
lainnva ditetapkan maksimal I (satu] tahun dan dapat 
dilakukan perpanjangan/pembaruan sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundang-undangan. 

[3) Jangka waktu hubungan kerja untuk Tenaga Profcsional 
lainya ditetapkan maksimal berdasarkan batas usia 
yaitu 58 [Lima puluh dclapan) tahun sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundang undangan 

Paragraf 4 
Hak dan Kewajiban 

Pas1 33 

I I I Semua pegawai negeri sipil dan 
dengan perjanjian kerja pada 
mempunyai kewajiban dan 
sebagaimana diatur dalam 
perunang-undangan. 

pegawai pemerintah 
BLUD UPT PAM 

memperoleh hak 
ketentuan peraturan 

Hak pegawai negeri sipil dan pegawai pem~rintah dengan 
pejanjian kerja scbagaimana dimaksud pada avat ( 1  

dianggarkan pada APBD melalui Dokumen Pelaksanaan 
Anggaran Dinas. 
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semua Tenaga Profesional mempunyai kewajiban sesuai 
dengan perjanjian kerja yang telah disepakati dan 
mnendapatkan h a k .  

a. £aji, 

b. Cuti; 

c. jaminan sosial; 
d. tambahan penghasilan lainnya 
Tenaga profesional lainnya diberikan gaji sebagaimana 
dimaksud padn ayat (3) huruf a berdasarkan standar 
upah minimum dan/atau standar lainnya sesuai dengan 
ketentuan perundangan-undangan. 

Tenaga profesional lainnya diberikan cuti dan jaminan 
sosial sebagaimana dimaksud pada ayat [3) huruf b dan 
c sesuai dengan ketertuan perundangan-undangan 

Tenaga profesional lainnya dapat diberikan tambahan 
penghasilan lainnya/remuncrasi sebagaimana dimaksud 
pada ayat [3) huruf d sesuai dengan ketentuan 
per'undangan-undangan. 

Pemberian gji dan atau tambahan penghasilan 
/remunerasi untuk Tenaga profesional lainnya 
sebagaimana dimaksud pada ayat (4] dan ayat [6], 

dilaksanakan dcngan memperhatikan kemampuan BLUD 
UpT PAM serta tidak boleh bertentangan dengan dengan 
ketentuan perundangan -undangan. 

Paragraf 5 
Penempatan 

Pasal 34 

(I) Penempatan pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah 
de2gan perjanjian kerja pada LUD UT PAM 
scbagaitana diatur dalam ketcntuan peraturan 
perundang-undangan 

2) Penempatan tenaga profesional lainnya sesuai perjanjian 
kerja dengan Pemimpin BLUD UT AM. 

Paragraf 6 
Pendidikan Dan Pelatihan Pegawai 

Pasal 35 

(l) rogram pendidikan dan pelatihan pegawai dapat 
diselenggarakan untuk meningkatkan pengetahuan, 
keterampilan serta sikap pcgawai dalam menghadapi 
serta menangani masalah-masalah pekerjann 

[2) Peryelenggaraan pendidikan dan pclatihan scbagaimana 
dimaksud pada avat (l], berupa 

a. latihan dan pendidikan yang diberikan pihak LUD 
UPT PAM, dan 

b. latihan dan pendidikan yang diberikan lembaga di 

la BIUD UPT PAM 
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(3] Pegawai yang ditugaskan untuk mengikuti pendidikan 
pelntihan informal dalam bentuk kursus singkat, 
seminar, konferensi ataupun lokakarya diwajibkan 
membuat laporan hasil pelaksanaan kegiatan serta 
mempresentasikan hasil pengetahuan/ketcrampilan 
yang dipcrolch pada bagian terkait dcngan bidang ilmu 
yang bersangkutan. 

Paragraf 7 
Tata Tertib Dan Disiplin 

Pasal 36 

(1) Penegakan tata tertib dan disiplin pada BLUID UPT PAM 
dilakukan untuk terciptanya suasana kerja yang aran, 
tertib dan teratur. 

(2) Se'lap pcgawai pada BLUD UPT PAM mentaati peraturan 
dan menghindari hal-hal yang bertentangan dengan 
peraturan untuk mcmpertahankan suasana kerja yang 
bailk 

Paragraf 8 

Penghargaan dan Sanksi 

Pasal 37 

(I) Pegawai BLUD UPT PAM dapat memperoieh 
penghargaan bcrupa iagam penghargaan. 

[2) Pembcrian pcnghargaan sebagaimana dimaksud pada 
ayat (l] ditctapkan oleh Pemimpin BLUD APT PAM 

(3 Pejabat Pengelola dan Pegawai BLUD UPT PAM 
melanggar tata tertib dan disiplin dikenakan sanksi 
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang­ 
undangan 

Paragraf 9 
Pemberhentian 

asal 38 

(1) Semua pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah 
dengan perianjian kerja pada BLUD UPT PAM berakhir 
hubungan kerja sebagaimana diatur dalam ketentuan 
peraturan perundang-undangan. 

[2) Tenaga Profesional lainnya dapat mengakhiri hubungan 
ke'ja secara bersama-sama maupun sepihak 

3) Pemutusan hubungan kerja sebagaimana dimaksutd 
Dada ayat [2) dapat dilakukan dengan cara 

a. emberhentian dengan hormat alas permintaan 
sendiri; atau 

b. Pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan 
sendiri, 
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(4) Pemberhcntian dengan hormat atas permintaan sendiri 
sebagaimana dimaksud pada ayat [3] huruf a dapat 
diberikan, apabila 

a. Masa berlaku penjanjian 
profesional lainnya telah 
melakukan perpanjangan; 

b. Mengajukan permohonan pengunduran diri; 

tenago 
tidak 

kerja sebaga 
berakhir dan 

c. Meninggal dunia; dan 

d. Tidak sehat jasmani atau rohani, sehingga tidak dapat 
melaksanakan tugas. 

(5) Pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan 
sendiri, scbagaimana dimaksud pada ayat [3) huruf b 
dapat diberikan, apabila: 

a. Mendapat 3 (tiga) kali teguran tcrtulis; 

b. Tidak masuk kerja lebih dari 5 (lima] hari kerja tanpa 
keterangan secara akumulasi selama l (satu) Dulan; 

c. Terlambat masuk kerja, pulang cepat dan/atau 
meninggalkan tugas/kantor pada jam kerja tanpa izin 
yang jumlahnya stclah dikonversi berjumlah 37, 
Jam, 

d. Hasil evaluasi kinerja triwulan bernilai URUK; 

e Menunjukkan 
yang dapat 
dan/atau 

sikap dan budi pekerti yang tidak baik 
menganggu lingkungan pekerjaan, 

' f Melakukan perbuatan yang mclawan hukum 

(6] Dalam hal dilakukan pemutusan hubungan kerja 
sebagaimana dimaksud pada ayat [2) tenaga profesional 
lainnya tidak dapat menuntut pemberian kompensasi 
dalam bentuk apapun 

Bagian Keenam 
Pengelolaan Keuangan BLUD 

Paragraf I 
Pendapatan 

Paseal 39 

Pendaptan BLUD dapat bersumber dari. 

a. jasa layanan, 

b. hibah, 

c hasil kerjasama dengan pihak lain, 

d 4PD, dan 

e. Lain lain pendapatan BLUD yang sah. 
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Pasal 40 

( 1 ]  Pendapatan BLUD yang bersumber dari jasa layanan 
scbagaimana dimaksud dalam asal 39 huruf a, berupa 
imbalan yang diperoleh dari jasa layanan yang diberikan 
kcpada masyarakat. 

[2 Pendapatan BLUD yang bersumber dari hibah 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 huruf b dapal 
berupa hibah terikat dan hibah tidak terikat yang 
diperoleh dari masyarakat atau badan lain, 

(3) Pedapatan BLUD yang bersumbcr dari hibah 
sebagaimana dimaksud pada ayat [2), digunakan sesuat 
dengan tujuan pemberian hibah, sesuai dengan 
peruntukan yang sclaras dengan tujuan BLUD 
scbagaimana tercantum dalam naskah perjanjian hibah. 

(4] Hasil kerja sama dengan pihak sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 39 huruf c dapat berupa hasil vang 
diperoleh dari kerja sama 3LUD. 

(5) Pendapatan BLUD yang bersumber dari APED 
scbagaimana dimaksud dalam Pasal 39 huruf d berupa 
pendapatan yang berasal dari DPA APBD 

(6) Lain-lain pendapatan BLUD yang sah sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 39 huruf e, mcliputi 

a. Jasa giro; 

b. pendapatan bunga, 

e keuntungan selisih nilai tukar rupiah terhadap mata 
uang asg, 

d komisi potongan ataupun bcntuk lain sebagai akibat 
dari penjualan dan/atau pengadaan barang dan/ atau 
iasa BLUD; 

f. pengembangan usaha 

Pasal 41 

(1) Seluruh pendapatan BLUD sebagaimana diraksud 
dalam Pasal 39 kecuali yang berasal dari hibah terikat, 
dapat dikelola langsung untuk membiayai pengeluaran 
BLUD sesuai RA 

() Seluruh pendapatan BLUD scbagaimana dimaksud 
dalam Pasal 39 huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf c, 
dilaksanakan melalui rekening kas BLUD dan dicatat 
dalam kode rekening kelompok pendapatan asli daerah 
pada jenis lain-lain pendapatan asli daerah yang sah 

dengan obyek pendapatan BUD, Kecuali yang termasuk 
kategori retribusi Daerah dicatatkan pada kelompok 
Retribusi Dacrah dicatatkan pada kclompok Retribusi 
Daerah sesuai dengan denis dan Objeknya 

[3) Scluruh pendapatan sebagaimana dimaksud patda ayat 

(2 dilaporkan kepada PPKD setiap triwnlan 
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Paragraf 2 
Belanja 

Pasal +2 

I] Belanja BLUD terdiri atas . 

a. belanja operasi; dan 

b. \elanja modal 

(2) Dclanja operasi sebagaimana dimaksud pada ayat (l) 
huruf a mencakup seluruh belanja BIUD untuk 
menjalankan tugas dan fungsi 

(3) Belanja operasi scbagaimana dimaksud pada ayat [) 
meliputi belanja pegawai, belanja barang dan jasa, 
belanja bunga dan belanja lain 

[(4) Belanja modal scbagaimana dimaksud pada ayat ( l J  
huruf b mencakup seluruh belanja BLUD ntuk 
perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi 
manfaat Icbih dari 12 (dua belas] Dulan untuk digunakan 
dalam kegiatan BLUD. 

(5] Belanja modal sebagaimana dimaksud pada ayat (4] 
meliputi belanja tanah, bclanja peralatan dan mesin, 
belhnja gedung dan bangunan, belanja jalan, irigasi dan 
jaringan, dan bclanja aset lainnya 

Paragraf 3 
em.biayaan 

Pasal 43 

(1)  Pembiayaan BIUD terdiri atas 

a peneriraan perbiayaan, dan 

b. pengeluaran pembiayaan 

[2) Pembiayaan sebagaimana dimaksud padn ayat [ l J  
merupakan semua penerimaan yang perlu dibayat 
kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima 
kehbali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan 
maupun pada tahun anggaran berikutnya 

(3) Penerimaan pembiayaan sehagaimana dimaksud dalam 
avat (l) huruf a mcliputi 

sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran 
sebelumnya, 

b divestasi; dan 

c. penerimaan utang/pinjaman 

4) Pengeluaran pembiayaan sebagaimana dimaksud pada 
ayat (I) hurufb mcliputi: 

a. investsi; dan 

b. pcmbayaran pokok utang/pinjaman 
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Pasad 44 

( 1 )  Belanja BLUD diberikan fleksibilitas dengan 
mnempertimbangkan volume kegiatan pclayanan 

[2) Fleksibilitas Belanja BLUD sebagaimana dimaksud pada 
ayat (l), merupakan pengeluaran biaya yang disesuaikan 
dan signifikan dengan perubahan pendaptan dalam 
ambang batas RBA yang telah ditctapan secara definitif. 

sebagaimana 
untuk baya 
selain dari 

(3) Fleksibilitas pengeluaran biaya BLUD 
dimaksud pada ayat (1),  hanya berlaku 
BIUD yang berasal dari pendapatan 
AFBN/APBD dan hibah terikat. 

(4) Fleksibiltas pengeluaran biaya BLUD scbagaimana 
dimaksud pada ayat (1), tidak berlaku untuk BLUD 
bertahap 

(5) Dalam hal terjadi kckurangan anggaran BLUD 
mengajukan usulan tembahan anggaran dari APED 
kepada Gubernur melalui Kepala Dinas 

Pase! 45 

(I) Ambang batas RBA scbagaimana dimaksud dalam Pasal 
44ayat [), ditctapkan dengan besaran persentase 

(2) Besaran persentase sebagaimana dimaksud pada ayat 
(l), ditenuukan dengan rnernper\imbangkan Aluktuas 
kegiatan operasinal BLUD 

(3) Besaran persentase scbagaiman dimaksud pada ayat (2), 

ditetapkan dalam RBA dan DPA BLUD oleh PPKD. 

(4) ersentase ambang batas tertentu sebagaimana 
dimaksud pada ayat (l), merupakan kebutuhan yang 
dapat diprediksi, dapat dicapai, tcrukur, rasional dan 
dapat dipertanggungjawabkan. 

Pasal 46 

Tata kclola keuangan BLUD UPT PAM lebih lanjut diatu 
dalam Dolumen Pola Tata Kelola 

Bagian Ketujuh 
Pengelolaan Lim bah 

Pasal 47 

( I )  Kegiatan pelayanan pada UPT PAM menghasilkan limbah 
yang termasuk ke dalam kriteria hmbah bahan 
berbahaya dan beracun. 

(2) Lirnbah kegiatan pelayanan dikelola secara mandiri oleh 
UPT PAM sesuai dengan peraturan peruandang-undangan 
agar tidak mencemarkan dan/atau mnerusak lingkungan 
hidup, dan/atau membahayakan lingkungan hidup, 
kcschatan serta kelangsungan hidup manusia dan 
makhluk hidup lain 
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(3) Pengclolaan limbah pada UPT PAM mclalur proses 
pemilahan dan pewadahan, pencatatan, penymmpanan 
sementara pengangkutan dan pemusnaham limbah pada 
UPT PAM 

agian Kedelapan 
Sistcmatika Pola Tata Kelola 

Pasal 48 

Pola Tata Kclola scbagaimana dimaksud dalam Pasal 
disusun dengan sistematika sebagai berikut 

a BAB] ·Pendahuluan 

Latar Belakang; 

2 Pengertian Pola Tata Kelola, 

3. Prinsip-Prinsip Dasar tata Kelola; 

1. Tujuan Penerapan Pola Tata Kelola, 

5. Ruang Lingkup Tata Kelola, 

6 Dasar Hukum. dan 

7 Perubahan Tata Kelola. 

b. BAB II . Kelembagaan 

1 Tugas Pokok dan Fungsi; 

2 Suruktar Organisasi Sebelum BLUD; 

3. Uralan Tugas Organisasi Sebelum BLUD; 

4 Struktur Organisasi BLUD; 

5. Uraian Tugas Fungsi dan Tanggung Jawab Pengelola 
BLUD, dan 

6. Hubungan Kerja dan Kewenangan 

c. BAB II Posedur Kerja 

I. Pelayanan Seksi Penyedian dan Pereliharaan Air Bersih, 
dan 

2. Pelayanan Seksi Monitoring dan Evaluasi. 

d. BAB IV Pengelompokan Fungsi yang Logis 

e BAB V : Pengelolaan Surber Daya Manusia 

1. Kebijakan Umum; dan 

2. Pengelolaan SDM 

f. BAB VI Pola Tata Kelola Keuangan 

Pasal 49 

Pola Tata Kelola sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 

tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak 
terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini. 
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BAB II 

RENCANA STRATEGIS 

Pasal 50 

(1] Renstra BLUD U'PT PAM merupakan penjabaran dari 
Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran di Lingkungan UPT PAM. 

[2) Renstra sebagaimana dimaksud pada ayat ( I )  disusun 
berpedoman kepada Rencana Pembangunan Jangka 
Menengah Dacrah dan Rencana Strategis Dmnas 

3) BLUD UPT PAM menyusun RBA berpcdoman pada 
Renstra 

(4) RBA pada ayat (3) disusun bcrdasarkan 

a. anggaran berbasis kinerja; 

b. standar satuan harga; dan 

c. kebutuhan bclanja dan kemampuan pendapatan yang 
diperkirakan akan diperoleh dari layanan yang 
diberikan kepada masyarakat, hibah, hasil kerja sama 

dengan pihak lain dan/atau hasil usaha lainnya, 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan 
sumber pendapatan BLUD luinnya. 

Pasal 5l 

( 1 )  Renstra sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 avat ( l J  
disusun dengn sistematika sebagai berikut 

a. BAI pendahuluan 

]. Latar Belakang 
2. Unit Pelayanan dan Wilayah Pelayanan 

3. Maksud dan Tujuan 
+. Metodologi Penyusunan Renstra 

• BAB I I ·  Gambaran Umum Unit Pelayanan Teknis 
(UPT Pengelolaan Air Minum 
• Latar Belakang; 

2. Kelembagaan, 

3. Organisasi dan Tupoksinya, 
4. Keuangan dan Laporan Realisasi Anggran, 

5. Tujuan, 
' 6. Tugas Pokok dan Fungsi; 
7 Unit Produksi; 
8. Tarif Jasa Pclayanan, 
9, Pendapatan, 

10. Biava OPerasional; 
I I .  Aset dan Modal 

c BAB I L :  Visi, Misi, dan Sasaran 

I. Visi dan Misi, 



2. asaran 

d BAB IV 
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Analisa SWOT Strengths, Weaknesses, 
Opportunities, dan Threats 

I Analisa Faktor Internal 

2 Analisa Faktor Eksternal 

3. Matrix Strategi Dan Program Bidang 

e. BAB V Program Pengembangan 

L. Strategi Pengembangan 

2 umber Pembiayaan Investasi 

f. BAB VI Proyeksi Laporan Keuangan 

g. Metode Penyusunan 

h. Asumsi-Asumsi yang digunakan 

Proyeksi Laporan Keuangan 

Spam Regional Pekan-Kampar 

2 Spam Reginal Durolis 

3. Kompilasi Proycksi Laporan Keuangan 

4. Analisa atas royeksi Keuangan 

j Catatan Tambahan Atas Proyeksi Keuangan 

() Renstra sebagaimana dimaksud pada ayat (l) tercantum 
dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak 

erpisahkan dari Peraturan Gubernur ini 

BAB IV 

SPM 

Pasad 52 

(1) BLUD UPT PAM melaksanakan penyelenggaraan 
pelayanan dasar berdasarkan SM 

(2) Pelayanan dasar pada SPM sebagaimana dimaksud pada 
ayat (I) terdiriatas 

a. Pelayanan Teknis; 

b. Pelayanan gangguan/ pengaduan; 

c. Pelayanan administrasi & keuangan 

(3) Pemimpin BLUD UPT PAM bertanggungjawab dalam 
ponyelenggaraan pelayanan sesuai SPM gebagaimana 
dimaksud ayat () 

(I 

02) 

erim pi 
te rhadap 

Evaluasi pcncapaian SPM scbagaimana 
ayat (l) disampaikan oleh Kepala 
Gubernur melalui Sekretans Daerah 

dimaksud pada 
Dinas kepada 

BLUD UPT PAM melaksanakan evaluasi 
pencapaian SPM secara berkelanjutan 
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Pasal 54 

( I )  Pemimpin BLUD UPT PAM menyusun Laporan 
Penerapan dan Pencapaian SPM setip tahun 

(2) Laporan Pencrapan dan Pencapaian BLUD UPT PAM 
sebagaimana dimaksud pada ayat (l )  disampaikan 
kepada Gubernur paling lambat 3 (tiga) bulan setelah 
berakhirnya tahun berkenaan/berjalan 

Pase 55 

$PM scbagaimana dimaksud dalam asal 52 ayat (I)  disusun 
dengan sistematika sebagai berikut; 

a. Dasar Hukum, 

b. Persyaratan, 

c. Sistem, Mckanisme, dan Prosedur; 

d Waktu Penyelesaian, 

e. Biaya/Tarif; 

f Produk Layanan; 

g. Sarana dan Prasarana dan atau Fasilitas lainnya, 

h Kompetensi Pelaksana, 

i. pengawas Internal, 

j Penanganan Pcngaduan, saran dan masukan, 

ke, Jumlah Pelaksana, 

Jaminan Pelayanan, 

m Jaminan Kcsclamatan dan Kcamanan Pelavanan; dan 

n Evaluasi Kinerja Pelaksana 

Pasal 56 

sPM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 teranturn 

dalam Lampiran IHI yang merupakan bagian tidak terpisahkan 
dari Peraturan Gubernur ini 

BAB V 

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN 

Pasal 57 

( I )  Gubernur melakukan pembinaan dan pengawasan 
terhadap BLUD di dacrah provinsi 

[.2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (l) terdiri 
atas sosiahisass, supervisi, bimbingan teknis dan 
a8stensi 

(3) Dalam rangka pembinaan untuk menjaga 
kesinambungan implementasi kebijakan BLUD di 
daerah, pemerintah daerah wajib mclaporkan kinerja 
keuangan dan non keuangan kepada Menteri Dalam 
Negeri melalui Direktur Jendcral Bina Keuanan Daerah 
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BAB VI 

KETENTUAN PENUTUP 

Pasal 58 

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal 

diundangkan. 
•  Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan 

pengundangan Peraturan Gubernur ini  dengan 
pencmpatannya dalam Berita Daerah Provinsi Riau. 

Ditctapkan 9/ekanbaru 
pada tanggal 

Pi. GU#PRNUR RIAU; 

s{\ARIYANTO 

esuai Dengan Aslinya 

A BIRO HUKUM, 

HARMADI, SH. H. 

Pembina (IV/ a) 

= DNF. 19840326 200903 1 003 

' · a n g k a n  di Pckanbaru 
«a  t a g @ a i  

EEIA D E R A H  PROVINSI RIAU TA[UN 2024 NOMOR: 
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MM/IAN I ER ATUAN GUBERNUR RAU 

NOMOR TAHUN 2024 

TENTANG 
POLA TATA KELOLA RENCANA 

AN 9ANDA 

PELAYANAN MINIMAL UNIT 

PELAKSANA 

PENGELOLAAN AIR MINUM 

POLA TATA KELOLA 

BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Pembertan fleksibilitas k en a n g a n  pata BL dituangkar ialam JU 

vomor 

Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara dan dijabarkan lebih 

lanju dalam Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2018 entang Pol 

Pengelolaan Keuangan Badan ayanan Umum. Saat mm penikira 

tentang tata kelola Ladan Layanan mum relah rumbuh dan 

diimplementasikan secara masif pada instansi penyedin layanan 

Pemertah. Sebagai turunan dari peraturan Badan Layanan Umum. 

didaerahpun terjadi pertumbuhan pada instansi penyedie layanan 

pada Pomerinrah D a r a  

Berdasarkan Peraturan Pemerinah no 58 tahun 2005 Tenino 

Pengelolaan Keuangan Daerah, Badan ayanan mum Daerah adalad 

Satuan herja Perangkat Daerah atau Unit Kerja pada Satuan erja 

Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah yang dibentuk 

untuk memberikan plavanan kepada masvarakat berupa penvet@an 

barang dan/atau jasa ang dijual 1anpa mengutamaka 

keuntungan dan dalam mclakukan kegiatannva didasarkan pada 

prinsip cttisicnsi dan produktifitas 

ruk dapat ditetapkan sebagai institusi yang rnerberikan 

pelayanan kepada masyarakat dan menerapkan Pola Pengeiolaan 

Keuangan Liatan Layanan t mum D a cr a h  PPK IUD] p e r a t u r a n  yang 

melandasinya adalah erarurun Meuteri Dalam Negen No. 79 Tahun 

2018 tentang Badan Layanan mum aerah. 

Mengarur bahwa Pencrapar K-L pala SiKiD atau Umt lerje, 
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LAMPIRAN I PERATURAN GUBERNUR RIAU 

VOMOR TAHUN 2024 
TENTANG 
POLA TATA KELOLA. RENCAN 

STRATEGIS DAN STANDAR 

PENGELOLAAN AIR MINUM 

POLA TATA Kr O L A  

BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Pemberian fleksibilitas keuangan pada BLU dituangkan daam UU 
Nomnor l 

Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara dan dijabarkan lebih 

lanjut dalam Peraturan Pemeritah Nomor 79 Tahun 2 0 1 8  entang Pola 

Penelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Saat ini pemikiran 

tentang tata kelola Baden Layanan Umum telah tumbuh dan 

diimplementasikan secara masif pata instans pemycdia lavanan 

Pemerintah Sebagai turunan dari peraturar Badan Layaan mum, 

didaerahpun terjadi pertumbuhan pada mnsransi penyedia layanan 

pada Pemerintah Daera 

Berdasarkan Peraturan Pemerintah no b8 tahun 2005 Tentang 

Pengelolaan Keuangan Daerah, Badan uayanan U m u m  Daerah adaah 

atuan herja Perangkat Dacrah atau Unit Kerja pada Satuan Kerja 

erangkat Daerah di ingkungan Pemerintah Daerah yang dibentuk 

uruk memberikan peiayanan kepada masyarakat berupa penyediaan 

barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari 

prinsipeffisiensi dan produktifias. 

Untuk dapat ditetapkar sehagai nstitusi yang memberikan 

pelavanan kepada maswarake dat nenerapkan Pola Pengel la.an 

euangan adan Lavanan Umum acrah(p BLUi peraturan vang 

mcladasinya adalah Perataran Meteni alam Negeri No, 79 Tahun 

2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah 

Mengatu bahwa Penerapan pp BL.D pala SPD atau Unit erj 
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harus memenuhi persyaratan substantif, teknis, dan administratif 

dapat dijelaskan sebagai berikut 

. Persyaratan substantif terpenu ii apabila tugas dan fungsi SKPD 

atau Unit Kerja bersilat operasonal dalam menyelenggarakan 

pelyaan umum yang menghasilkan semi barang/jasa publik 

(qaipublic good), pelayanan umum yang dirnaksud adalah 

a. penvediaan barang danauau jasa layanan umum uni 

meningkatkan kualitas dan Kuantitas pelayanan masyarakat; 

wilayah/kawasan tertentu umntuk uJuan 

meningkatkan perekonomtan masvarakat atau layanan umum 

dan /atau 

c. pengelolaan dana khusus datam rangka 

ekonomi dan/ata pelayanan kepada mnasyarakat 

meingat/an 

2. Persyaratan teknis: 

a. inerja pelayanan di bidang +augas pokok dan fungsi nya layak 

dikelola dan ditingkatkan pencapaiannya melalui LUD 

sebagamana direkomendasikan lch menteri /pimpinan lernbaga 

epada SPD sesuai dengan kewenangannya dan 

b. linerja keuangan satuan kerja instansi yang bersangkutan 

adalah schat scbagaimana ditunjukkan dalam dokumen usulan 

penetapan BLUD 

3 Persyaratan administratif yang harus dipenuhi, terdiri dari 

e. Persyataan esanggupan mntuk meningkathan kinerja 

b. Pola tata kelola 

c. Reneana strategs 

d. Laporan keuangan pokok, 

e. Standar Pel@ana Minimal [SPM] dam 

Laporan audit terakhir atau pernyataan bersedia untuk diau<it 

secara independen 

1.2 Pengertian Pola Tata Kelola 

stilah Tata helola atau Tata Pemenintahan Perusahaan di 

Indonesia merupakan terjemahan dari Corporate Governance" Secara 

timologis kata "Governance" berasal dari bahasa Perancis kuno 

Governance"yang berarti pengendalian {[control atau regulated dan 

dapat dikatakan merupakan suatu keadaan yang berada dalam kondisi 



terkendali (the state of being governed Secara harfiah Governance 

ditanah air kerap diterjemahkan sebagai "pengaturan akan teiapi 

sebenarnya masih diperiukan kajian untuk mencari istilah yang tepat 

dalam bahasa Indonesia yang Denar Dalam konteks Tata Kelola yang 

baik [Good Corporate Governance) sering Juga diseb. TaaPamong 

Kata terakhr tadi ditelinga terasa terdengar janggal, rnakium sti±ah 

terscbut berasel tdar kata Melavu Sodangkan unruk istilah Corporate 

jikalau dilihat dari segi etimologis merupakan turunan dari bahasa 

latin Corpus yang berarti sekumpulan peraturan tdan undang-undang 

Erate yang berarti sesuatu vang dihargai atau dipatuhi. 

Disimpulkan bahwa Tata clola yang baik merupakan 

1) Suatu struktur yang mengatur pola hubungan yang harmonis tentang 

perar Dewan Pengawas, Direksi, Perilik dan para stakeholder 

lainnve 

2 Suatu sistem Check and balance mencakup perimbangan kewenangan 

atas pengendalian perusahaan organisasi yang dapat membatasi 

munculya pengelolaan yang salah dan penyalahgunaan aset 

organ1sas; 

3) Suatu proses yang transpaan atas penentuan 1uuan organ1sa51, 

pencapaian dan pengukuran k i t  aya 

1.3 Prinsip - Prinsip Dasar Pola Tata Kelola 

Dalam sebuah Badan Lavanan Umum Daerah pengelolaan 

organisasi berbasis kinerja hanya dapat dilakukan bila organisas 

dilaksanakan atas dasar prinsip - prinsip Tata Kelola yang menjamin 

terselenggaranya praktek praktek baik (good practices) ) sebagai 

bo u t  

a.  Transparansi (transparencj, vat keterbukaan lain 

elk.seek.an proses penugambilan keputusan dan dalam 

mengungkapkan informasi material dan 

b. relevan rnengenai UPT PAM Dias PUPRPKpp peevinei Rieu secara 

langsung dapat diterima bagi pihak-pihak yang membutuhkan 

c. Auntabilitas /accountability), itu keielasan fungsi, pelaksanaan 

dan portanggngawaban pongelolaan sumber daya sehinggi 

pengelolaan L T PAM inas U P R P RK P P  Provinsi dapat terlaksana 

d. Pertanggungjawaban (responsibility), yaitu kesesuaian di dalar 

pengelolaan UPT PAM Dinas PURKP Provinsi Riau terhadap 

peraturan perundang-undangar dan Praktik Bisnis yang Schat; 



Kemandirian (independency] tu Up pAM Din.as PUP9KP 

Provinsi Riau dikelola secara profesional tanpa benturan kcpentingan 

da pengaruh/tekanan dari pihak n a a p u n  yang tide' sesuai dengan 

peraturan perundangundangar dan Praktik Bisnis y a n g  Sehat. dat 

e. Kewayaran fainessj, yait k e. d i. a n  dan kesctaran dalam 

memenuhi hak hak perangkt pentingan (stakeholders ang 

timbul berdasarkan peryanjian dan peraturan perundangunudangan 

Penerapan prinsip-prinsip 'ata Kelola yang Baik ) pada UPT PAM inas 

PUPRPPP provinSi Rau bertu'uan untuk 

a. egoptimalkan nila UT PAM inas "PPKPP roms Na agar 

dapa meningkarkan yanan ks pada masvarakat meal of~take 

b. mendorong aga. Pengella U T  PA Dinas PUPRPKPP Povinsi Riau 

serta jajaran di bawahnya alaum membuat keputusen dan 

menjalankan tindakan dilandasi nilai moral yang inggi dan 

kepatuhan erhadap p e  aturan Derundang-undangan, 

c. mendorong pengelolaan pp pAM Dinae PUPRPKPP P r os in g i  Riau 

secara pr fesional, efisien. dan efek if, serta memberdayakan fungs 

dan men at e n Pe as 

Penuelola BLU. 

d. meningkatkan legitimasi UPT PAM Dinas PUPRPKPP Provinsi Riau 

dikelola secara terbuka, dan dapat 

dipertanggungiawabkan atas mandat yang diberikan Pemerintah, 

e. mewujudkan UT AM Dinas PUPRPKPP Provinsi Riau yang lebih 

schat, dapat diandalkan, amanah, dan kompetitif; dan 

meningkatkan kontribusi UPT PAM Dinas PUPRPKPP Provinsi RRiau 

dalam kesinambungan fiskal dan perekonomian nasional 

1.4 Maksud dan Tujuan Pencrapan Tata Kelola 
Dalam hal implementasi sister ta Kelola se dad. m 

mudah didorong a ar memilki laran alas adanya 

tangegung jawab sos1al te: hada masvarakat Dalam struktur 

engelolean T AM t n a s  I  RPkpp provinsi Riau, terdapat 

bebera pa pore9si yang memungkinkan te jathinya ieh 8 

pengelolaan sumbe daya. Perbaikan pcrlu dilakukan terutam 

menyangkut keielasan prosedur dan kewenangan administrasi 

dengan posisi pengelolaan kegiatan dan pelayanan. Dalam hal 

pengelolaan rus info at pengendalian kegiaran maupun 

naus' 



terdapat sejumlah titik pokok yang temerlukan perbaikan mendesak 

Maksud dan rujuan penerapan tata kelola mclalui Pola 

Pengeiolaan Keuangan 3adan ayanan Umum Daerah (PK BLUDJ 

pad UT PAM Dinas PUPRPKPP Provinsi Riau adalah 

l. Menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan U m u m  

adala.h untuk mendapatkan fleksibilitas dalam penghimpunan dan 

pemanfaatan dana yang bersumber an berbaga prhak 

2 Agar dapat memenuhi kebutuhan air curah ofltake dari sisi 

kuantitas maupun kualites 

1.5 Tata Kelola UPT PAM Dinae PUPRPKPP Provins! Riau 

Tata Keloa UPT PA, Dimas PUPRPPP Provins Ria» yang 

mencrapkan 1 BI D d isusun  sesua, dengan lsatah PK BL, D 

yang tertang pada pasal 39 dan I0, Peraturan Menteri Dalam Negeri 

nornor 79 tahun 2018. merupakan tata kelola UT PAM Dinas 

PUPRpp poinsi Riau yang akan menerapkan IUD, antara lain 

mernuat 

a. Ke} mbagaan, aemuat posisi abatan, pe m o a g ca n  tugas. tungs 

anggung jawab, hubunga k pa lan wewenang 

etat e n t  an mengenai hubungan da 

aceruismc kerja antarposis jabatan dan fungsi. 

pengelompokan fungsi memuat pembagian fungsi pelayanan dan 

fungsi pendukung sesuai dengan prinsip pengendalian internal 

untuk efektilitas pencapaian 

d. pengelolaan sumber daya manusia, IeInat k eb i i a k a n  mengena 

pengelolaan sumber daya manusia yang berorientasi pada 

perningkatan pelavanan kepada masvarakat 

Dokumen Tata Klola nir Pelaksana Teknis Pengelolaan Air 

Minum Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan, 

Kawasan Permukiman dan Pertanahan Provinsi Riau yang akan 

mencrapkan P K - L U D  sangat penting perananny 

nerupakar pedoman da n  tempa rujukan dalam pengelolaan SAM 

Vang mcaksanakan K LL Disamping uruan juga mneupakan 

tolok ukur kebenaran dalam p g iolaan SPAM yang melasanakar 

PPK LUD. Persyaratan dasar membuat dokumen pola tata kelola 

melaksanakan PPK B3LLD. antara lain 

1. Memahami sungguh-sungguh mengenai luas serta batas ruang 



lingkup yang hendak diatur, 

2. isa menangkapaspek-aspek pentng yang 

perlu pengaiuran serta mengidentifikasi dan menyaring esensinya 

untuk kemudian dirumuskan secara sistematik dalam benruk 

pasal pasal agar supaya peraturan tersebut rampu 

mengantispasi perubaha-perubahan di masa mendatang 

Dokumen Tata elola LPT PAM Dinas PUPRPpp "rovis Rau 

yang terlalu detail pasti akan rentan terhadap per u b a h a n  tak 

primsipie} sehingga tidak akan ampu bertaha lama, 

3. Mampu merumuskan Dokumen ata Kelola UT PA 

PUP'RPkpP Provinsi RRiau van skron berbaga macam peraturan 

perundang-undangan yang berlaku 

4. Mampu mencermati ecendcrungan internasional dalam era 

globalisasr dan pelaksanaan program jaminan mutu terkait 

pelawanan air minum banya terjadi perubahan paradigms ang 

menyangkut upaya pelayanan air minum, 

g Perancang jug harus mamp menuangkan kedalam bahasa yang 

scdcrhana tetapi jelas, tegas dan Iugas agar tercipta kepasnan 

hukum karena pada hakekatnya Dokumen Tata Kelola 'PT PAM 

Dinas PHURPKPP Provinsi Riau merupakan produk hukum yang 

berlaku internal dan mengikat semua pihak yang secara sa d a r  

menialin hubunga hukum den gn penyelenggar air m i n  eh 

k a r en a  itu rumusannya pun harus sedemikian rupa agar supaya 

tidak menimbulkan penafsiran ga l a  

UpT PAM Das U R  Provins Riau merupakan suatu amt 

kerja yang memberikan pelayanan kepada offtake di bidang Sistem 

Penyediaan Air Minum (SPAM} an akan mengatur Tata Kelola rentang 

engelompokan fungsi ang logis. 

pengelolaan sumber daya tnanu8ia 

b) eyabat pengelola sesuai denge struktur organisas; r pAM Dnas 

PUPRPK Provinsi Riau terdiri an Kepala, Kasubag Tata Usaha, 

Kasi Penvediaan dan Pemchiharaan Air Bersih dan Kast Moritot ng 

dan Evaluasi yang memuat aturan tentang kompetensi dart 

n 

tug kewaiiban pengangkatan dan 

pemberhentan para pimpinan/peja bat 

Dalarm 

akuntabhtas 

Deiaksan@aanm 

yang di 

tata kelola mengutamakan asas 

dalamnva mencakup kebijakan 



mekanisme/prosedur, media pertanggungiawaban. dan periodisasi 

pertanggungiawaban program, kegiatan, dan keuangan dalam rangka 

mencapai rujuan sebagai berikur 

a) Menyiapkan kemandirian UPT PAM Dinas PUpRPKpP Provins iau 

kinerja epawai yang mampu menjadi pelayan masyarakat dalam 

pengelolaan air minum 

b) Mengembangkan sistem penyediaan air minum secara regional yang 

dapat meningkatkan kuahitas keseahteraan ma8yaraat d 

Kabupaten dan Iota di Provinsi Ri 

d Mengebangken Jiwa causahaan bagi egawai 

Penelenggaraan kegiatan tersebut meniadi sebuah renoana 

progran yang iselaraska dengan kcbjakan emerintah dan 

Pemerintah Provinsi Riau dengan memperhatikan Rencana Strategi 

Bienis dan pengukuran capaian kinerja 

Berdasarkan Peraturan Menteri Kea~ngan pola tata kelola meliputi p 

1. Organisasi dan Tata Laksaa, menea#up srruktur organisasi, 

proscdur kerja. pengclompokan ungsi yang logis, ketorscdiaan dan 

pengembangan sumber daya mnanus.a. serta elisionsi biaya 

kuntabilitas. mencaktp kebijakan, mekamsme_ p ro se r .  media 

pertanggung tawnban, dan periode pertanggungiawaban program, 

kegiatan, dan keuangan dalam rangka mencapai tujuan yang telab 

ditetapkn 

3. Transparansi, dengan menerapkan asas keterbukaan yang 

Aibangun atas dasar kemud han memperolch informasi yang 

dibutuhkan 

1.6 Dasar Hukum 

Salah satu syarat penting am k menerap#an sistem pengeiolaan 

keuangan UPT secara Badan Layanan Umum Daerah {BLDJ 

sebagaimana diatur dalam Perme iaagri nomor r9 Tahun 2018, aalah 

tersedianya Pola Tata Kelola,adapun dasar hukum yang melandas 

Penvusanan Pola Tata hclla Up PAM Dias PUPRPKPP ProNini Riau. 

ndalah 

a. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2003 tentang cuangan Negara 

b. Undang Undang Nomor 23 'ahun 201 tentang Pemerinrah Daerah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, 

Tamhahan Lembaran Negara Republik I n d o n e si a  Nomor 558 

c Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan 



Keuangan Daerah [Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 104, 

Tambahan Lembaran Negara onor 378) 

d. Peraturan Pemerintah nomor 74 Tahun 22012 tentang Perubahan Atas 

Peraturan Pemerintah Norr 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan 

euangan Badan Layaan Umum (Lembaran Negara Republik RI 

Tahun 2005 Nomor 48, ambahan Lembaran Negara RI Noor 4502l 

e. Peraturan Menteri Dalam Negeri nomo 13 tahun 006 tetang 

pengelolaan keuangan daerah, 

f Peraturan Menteri Dalam Neperi nomor 79 ahun 2018, Tentang 

Badan Lavanan Umum Darrah 

g. Peraturan Cuberur iau Nomor 46 Tahun 2020, tentang 

Pembentukan Unit Pelaksana Tekis pada pada Dinas Pekerjaan 

/ m u m.  Penataan Ruang, Perumahan Kawasan Permukiman da 

pertnahan Provinsi Riau 

1.7 Perubahan Tata Kelola 

Perubahan Tata lelola UPT PAM Dina PUPRPKPP Provinsi Rau 

unruk memperbatki mckanisme kerja khususnya terkait dengan isu­ 

isu krusial terscbut di atas, memerlukan landasan hukum unruk 

mclakukan transformasi kcorgaisasian. Status scbagai Unit kerj 

yang menerapkan Pola engelolaan Keuangan adan ayanan Umurn 

Daerah (PK BL )) diharapkan dapat memberian pchutang lebih bail 

bagi UT pAM Dinas PUPRPkKPP Provinsi Riau untuk melakukan 

ata Kelola yang mendorong peningkatan kualitas 

lavanan dengan menumbuhkembangkan eisiensi, 

transparansi, dan akuntabilitas 



BAB II 

KELEMBAGA.AN 

2.1. Tugas Pokok dan Fungsi 

PT PAM Dinas puPRPkpp Provins Riau bertugas 

melaksanakan kebijakan penyeienggaraan pelayanan urum d a ta m  
laah ibukota rovi si Riau dan khususnya 

wilavah penyangga dan habupaten ota yang melalu sstem 

per pipaan dengan menganut pola pengelolaan keuangan BLUD dan 

meneraplan organisasi tate ±aksa a, tata kerja dan akuntabilitas 

dengan prinsip efis da, efektif. 

Adapun tugas-tugas yang dilakukan olel 
Riau antara lam 

pr pAM Dias PUPRPy,pp pons1 

a. Penelenggaraan perencanaan dan pelaksanaan tugas pada 

Subbagian Tata Usaha, Seksi Penyediaan dan Pemeliharaan Ai 

luasi 

koornas. dan flt.as dalam rangka 

penyelengggaraan tugas dan ungs pada Subbagian Tata Usaha, Sek 

enyediaan dan Pemeliharaan Ai curah dan Seksi M nitoring dar 

a l a s  

c.  Penyvelenggaraan pengelolaan dan pemeliharaan jaringan pipe 

transmsi dan distribusi utama 

Penyelenggaraan operasional produksi pengelolaan Air Cur h 

e. Penyelenggaraan distribusi hasil produksi Pengeiolaan Air Curah 

f. Penyelenggaraan pemantauan, ev al u a s i  dan pelaporan dalam rangka 

penyelenggaraan tugas pada Subbagian Tata Usaha, Penyediaan da 

Pemeliharea lir eurah Monitoring dan 

danPelaksanaan fungsi an yang diberikan Kepala Dinas terkait tuges 

dan fungsinya 

2.2. Struktur Organisasi 

UT PAM Dinas UPRPKPT 

rada di ingkungan D i %  el  erjaan Umum, Penataan Ruang, 

Perumahan, awa8an Per mukimar dan erLanahan Provins ma yang 



dibentu untuk memberikan pelavanan di bidang penyediaan an m um 

kepada masvarakat di Kabupaten dar Kota di Provinsi Riau secara 

i p i m pi n  oleh Kepala 

Unit yang berada di bawah koordinasr Jinas Pekerjaan Umum, Penataan 

ar Perta ahan rovinsi u. seta tgka 

Pepediaan dan Pemeliha tan Air Bers;h dan Kasi Monitorimg d en  

lua bertanggungiawat kepada cpada u a 8  PU R P  

Provinsi Riau Adapun Stuktur Orgarisasi JPT PAM Dinas PL RPP 

Pre insi Riau berdasarkan Peraturan Gubernur R i eu  N. 46 Tahu 2020 

tentag Pembentuan Unit Pela'se Tekns pada Dinas Pekerjaat 

U r um  Penataan Ruang, Perumahan, Kawasan Permukiman dan 

Per caahan Provinsi Riau, dapa dihihat pad bagan dibawah in 

BAGAN 
ORGANISASI UPT 

PAM 
DINA.S PERKERJAAN UNUM PENATAAN RUANG, PERU'MAHAN, KAWASAN 

PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN 

PROVINSI RIAU 

I epala uFT PAM] 

I 
' 

Kasubag Tata I 
aeneed.de 

I 
Ki Monitoring 

eenelira.arr4gee./ dan 
Us.aha 

• Evaluai 

' 
Pe4val.i Porn d 7 

' Pergelola Program 
' 

inerj 
' 

engervaluai 

.t.. 
r Pogranm 

erg0whoo 
dan Kine • 

' ' 
tit ' ' 

engadministrai ' 
Pegelola 

Urun I eli era.ltd 
Monitoring 

in 
dan Saluai 

' ' enyusu eneauto ]Pengelola Teknologi dan 
eiatan an 

aura ntornasl 

I """"'"lol3 T�lr.noloirl d•n 
formal 



Ketentua mengenai pengadaan, peravaratan,pengangkatan 

penempata, batas usia, masa kerja, hak, kewaiiban dan 

emberhentan F e j a b a t  Pengelola yang berasal dari tenaga 

esuai dengan Permendag 
terdiri dari 

Pegawai Negeri Sipil PNSI 

egawai Negeri Sipr 

PUPRPPP Provins au berdasarkan Surat Keputusan 

Gubernu Riau rnaupun Surat epurusan Kepvla  Dinas 

Pekerjaan mum Penataan Ruang, Perumahan, Kawasan 

Permukmman dar Pertanahan rovsi Rat 

ti Pegawa emerintah 

Pegawai pererintah merupakar pegawa dengan por pa nj i a n  

kerja, sea dengan ketentuan peraruran perundang 

(i) Pepawai Profesiona 

Ketentuan mengenai pengadaan persyaratan pengangkatan 

penepatan, Datas usia masa kera, hak. kewajiban den 

pemberhentian pegawa v a n g  berasad dari tenaga profesional 

linnya diatur dengan eraturan Kepala Daerah 

Pegawai Profesional teriai alas Pegawai Tetap dan Pegawai 
ontrak 

2. Persyaratan Umum Pegawai: 

() Pegawai Negeri Sipi1 (PNS; 
Lntuk Pegawai Negeri Sipil mengikuti perundang - undangan yang 
herlRk 

(i) Pegawai Pemerintah 

Pegawe pen rintah den.gan perjanjian. kerja mengiku 

perundang undangan Vang oerlaku 

(iii) Pegawai Profesional 

Pegawai Profesional terdiiri dari pegawaitetap dan pegawa iontrak 

a. berusia antara I8 8 ahun, 

b. berbadan dan berjiw sehat; 

¢. berkelakuan 'ak 

d. ilak terlibat kegiatan yang dilarang oleh Pererintah Repubhk 
ndonesia. 



23, Uraian Tugas dan Fungsi 

UPT PAM Dias "UPRPPP Provinsi Riau mempunyai tugas 

mclaksanakan pengeiolaan Sistem Penyediaan Air Minum Regional 

(SPAM Regional) yang berada diwilaah Proinsi Riau ya1tu SPAM 

Pekan - Kampar dan SPAM Durolis $PAM Pelan Karper 

untuk melavani ota Pekanbaru dan Kabupaten Kampar, 3PAM 

Durolis mclayani abupaten Rokan LHilir, ota Dumei dan Kabupaten 

Bengkalis 

gas dan fungsi masing-masir g abatan sesuai dengan Paga] 3 

Peraturan Gubern 

Perumahan, awasan Permukiman dan Pertanahan Provinsi Riau dengan 

rincian tugas scbaga berikur 

Kepal UPT PAM Dias PUPRPP Provinsi int nempunyai tugas 

Melakukan koordinasi. lasilitasi an evaiuasi pada Subbagian Tate 

Lsaha Seksi penyciaan dan Pemeliha aan Air Bersih dan Seksi 

Monitoring dan Evaluasi 

Untuk melaksanakan tugas epala UPT PAM Di as P IPR P D  

a  penyusunan program kerja dan rencana operasional pada Up pAM 

Dinas PUPRP,pp Provinsi Ria 

b penvelenggaraan 

dan 

peaksanaan oordinasi, 

hasill pclaksanaan 

AM mas PU RPDP Provins Riau, 

pemanta an dan pelaporan 

sosuai Aug@s dan fungsinya 

Kepala Sub Bagian Tata Usaha mempunya tugas 

a merencanakan program/kegiatan lan penganggaran pada Sub 

bagian Tata Usaha, 

membagi tuga memberi 

c melaksanakan 
roscur 

koordinasi penusunan Standar Operasional 



d mengagendakan dan mendistribusikan surat menyurat 

e melaksanan laslitast aunisasI epegawala, aministrasi 

keuangan. penatausahaan dan pelayanan masyarakat 

elaksanakan koordinasr pe vsuna Analisa abatan Analisa 

Beban Kerja, peta jabatan, proyeksi kebutuhan pegawai, standa 

ompetensi, dan evaluas1jab8an 

g melaksanakan pengelolaan kearsipan dan okumentasi 

n melaksanakan penyusunan kebutuhan pemeliharaan sarana dan 

prasarana kantor, kebersihan, keindahan. earanan tat 

ketertiban kantor; 

ewaas dan membual 

pelaksanaan urges dan kegiatan pada Subbapian Tata Usaha dan 

j melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan sesuat 

rugas dan fungsinya. 

3. Kepala Seksi Penyediaan dan Pemeliharaan Air Bersih mempunya tugas 

a merencanakan program kegiatan dan penganggaran pada Seksi 

Penvediaan dan Pere iheraan Air Minum 

h membag tugas, rnernbe petunjuk dan memeriksa hasil 

pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Seksi Penyediaan dan 

Pereliharaan Air Minar 

menyusun petunjul teknts standar pelayanan pengunaan p»pa 

transmisi dan distrbus utama 

d melakukan operasronal dan pemehiharaan air minum sesta 

dengan prosedur dan ketencan yang berlaku a n t  k mendukang 

elancaran pelaksani&an ties 

e melakukan pendistribusan air minum sesuai dengan prosodur dan 

etentue sang mendukung 

pelaksanaan tugas; 

f melakukan pengembangan sistem pengolahan air minum sesuai 

dengan prosedur dan per turan berlaku ant.uk 

g melakuken pemantatan, membust eporen 

Pemeliharaan Air Minam: dan 

h melaksanaan ugas keinasan laun yang diberian atasan sesual 

tugas dan fungsinya 



4, Kepaia Seksi Monitoring dan Eva uasi mempunyai t0gas 

a merencanakan program/kegiatan dan penganggaran pada Seksi 

Monitoring dan Evaluas 

b membag 1ugas, embers petunjuk dan memeriksa hasil 

pelaksanaan tugas bawahan di hingkungan Seksi Monitoring dan 

c menyusun petunjuk teknis standar pelayanan penggunaan pipa 

transmigi den eetribuss u ama 

d melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelayanan air rinum, 

e memndaklamutr dan meiaporkan hasil penanganan keluhan 
pelanggan, 

f nencatat pemakaian air minurn pelanggan, 

pelaksanaa 

Evaluasr dan 

pemanceua evaluasi dan merbuat laporan 

ing da 

h melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan arasan sesuai 

2.4. Struktur Organisasi BLUD 

31 D 

mum P enataan Ruang, + amahan, awasan ormukiman dar 

Pe+anahan Provinsi Riau terdiri atas 

a. pujabat pengelola, dan 

b. pegawa 

Pea bat Pengelola bertanggung jJawab terhadap kine.ya umum 

operasional pelaksanaa kebijakan Fleksibilitas dan kcangan 

B I U D  t pT  PAM Dinas 

erumahan Kawasan Pemukiman da n  Per.anahan re nsi au 

dalam pemberian layanan 

Pegawai menvelenggarakan kegiatan untuk mendukung kinerja 

BLUD UT PAM ekerjaan Umum, Penataan Ruang 

Perumahan, awasar parmukiman. dan Pertanaha Provins au. 

ejabat Pengclola dan pegawan IL 

mum, Penataan Ruang, Perumahan, Kawasar Permukiman, dan 

ertanahar Provingi Ria be asal darn 

a. pegawai negeri sipil, dan, atau 

b pgawai pemerintah dengan perjanjian keria, sesuai dengan 

ketentuan peraturan perundang-undamngan. 

Pejabat Pengelola 3UD PT PAM Dinas Pekerjaan Urun 



Penataan Ruang. eruraha, aw8an errukman dan 

Pertanahan Povrs Rau terdu 

a. Pemimpin 

Kcpala Scksi Penyediaan dan emeliharaan Air [ersih dan Kepaa 

Seksi Monitoring dan E as seiaku ejabat T r i s  

Ada pun struktur organisasi BLUD UT PAM apat dilihat pada bagan dibawah 

• 

STRUKTUR 

ORGANISASI BLUD 

UPT PAN 
DINAS PEKERJAAN UNUM PENATAAN RUANG, PERUMALAN, KAWASAN 

PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN 

PROVINSI RIAU 

Kepala PT PAM 

' fee0. Kasi Monitoring 
Kawa bug Tata 

Perelih.. Ar#er.i. dan 
Usha (Pe5a bat (ejb.et Tekell Evaluacsi 
Keucngoon) (Pia beat Telrise) 

' ' 
Pete.lei Po.gr 

' Pengelola Prognn era engealua 

daon 

' .zE. Keia tan 
' 

Peng4wt Ai.4 

Lili. 

Pengadministrai ' 
Pegelola 

Urn I 
eoii 8er.atad Monitoring 

es dan Evaluasi 

' ' Penguu Reneana Pengelola Teknologi da 
Kegiatan dan nfornasf 

A a 

' egell eke.log da 
tarmasl 

2.5. Hubungan erja dan Kewenangan 

Pengadaan Pegawai: 

Pein bat en pel0la BL.UD bertan@gung ' 10wo atas 

pelaksanaan pemberian lavanan umum terutama pada aspek 

manfaat yang dihasilkan ) 

Pe abat pengeiola dapat berasal dari pegawai negeri sipil dan 

pegawai pemerintah dar profesional lainnya yang diangkat 

sosuai dengan kebutuhan dan dapat ipekerjakan secar 

lorrak tau tetap 



e. luhus seleksi yang diselenggarakan oleh UP pAM Dinas 

PUPRPPP Provinsi Riau 

f, bersedia menandatangans surat pcrjanjian kerja yang 

dikeluarkan oleh Upp pA Mas PUPRPKpp prainsi Riau: 

g. bersedia mentaati peraturan-peraturn/tata tertib vang 

berlaku dalam UPT pAM "imas PUPRPPP provinsi Riau 

3. Penempatan dan Pemindahan Pegawai 

a penempatan Pegawe aas dasar kebutuhan pekerjaan dan 

prsvarata aoatan 

b. Kepala UP pAM Dinas PUPRPKPP Provinsi iau berswenang 

maupun dari suatu tempat ketempat lain 

Peraturan Kerja dan Disiplin Pegawai 

a waktu dan ehadiran 

Ketentuan jam kerja cdiattr dengan memperhatka 

peratruran dan perundangan yang berlaku, yaitu minimal 40 

[empat puluh) jam semnggu ), dan bagi Pegawa pada bagan­ 

bagian tertentu iika dipelkan harts bersedia kerja secara 

herganrian mengingat pe l o  nan air minum tidak boleh terhenti, 

jam per hari 

Setiap Pegawai wajib hadir pada waktu kerja yang 

ditetapkan kecaahi pad nai Libur atau pada wakta egawa 

menjalauni hak cutinya 

Ketidak hadiran Pegawai dentgan suatu alasan ha as diperkuat 

oleh bukti bukti yang sah dan harus diketahui oleh atasat 

masmng masmng 

Pegawai yang tidak hadir 5 (lima) hari kerja secar 

berturut-turut tanpa suatu alasan yang sah dan telah dipanggil 

2 kali, dapat diproses pemutusan hubungan kerjanya sesuar 

dengan ketentuan dan perundangan yang berlaku. 

Keterlambatan ma p u n  meninggplkan tempat kerja 

sebelun jam kerja berakl' tanpa ijin atasan kerja rnerupakar 

suaru perbuatan pelanggarar 

b Hak dan Kewajiban 

) Pegawaiberha 

Setinp Pegwai berhak mendapatkan gaii setiap bulannya 



dan upah lembur scsuai kemampuan keuangan UP PAM 

Dinas PUPRPKPP Provinsi Riau apabila Pegawa 

melakuan kerja diiuar jam kerja yang berlaku, 

Setiap Pegawa. berhak mendapatkan cuti yang meliputi 

cuti tahunan cu t i  melah rkan c tsaki e ti diluar 

t a gg n g a n , p p 4 M  inasPUPRPKpp provimsi Riau, 

dan iin tidak masuk kantor dengat persetujuan atasan 

masmng masmg, 

tap Pegawa berha mendapatkan fasilitas kerja 

seperti pelatihan dar pendidikan Pegawa 

Setiap Pegawai berhak memutuskan hubungan kerj 

persvarzt mengajukan 

pengunduran diri dan mendapat persetujuan epala UP 

PAM D a s  PUpRKDP Provinsi Riau; 

H a l- h a  yang belum diatar  dalam tata kelola tentang ha 

Pegawai selanjutnya akan diatur dalam petunjuk teknis 

yang diterbtkan 

Ria 

UPT PA\M Das PUPRPKPP PRoni 

2) ewaban Pegawa 

Setiap Pegawai berkewajiban melaksanakan peraturan 

yang berlaku di lingkungan UP PAM Dins PUPRPKPP 

Provinsi Ria. 

Setiap Pegawai berkewajiban menyimpan semua 

keterangan yang dianggap sebagai rahasia UPT PAM 

Dins PUPRPK provSi Riau. Vang didapat oleh 

karena jabatannya maupun didalam pergaulannya cd 

ingkungan 1PT PAM Dinas PUPRPKPP Prins1 Ria 

Setiap Pegawai wajib loyal menjaga serta membela nama 

baik dan kepentingan UT AM Dinas UPRPPP Provinsi 

Rieu, 

Setiap egawe wanib mcnjaga dan memelihara barang 

barang milik UP" AM Dias PUPRPK Provinsi Riau 

ang diporgunakan d a ta m  

bekerja 

Hal yang Dilarang 

Meminjamkan, mengkaryakan atau mengambil barang­ 

barang milk UPT PAM Dinas PUPRPKPP Provinsi Riau yang 

dipercayakan, tanpa ij te Tulis dari pimpinan UP" PAM 



Dias PUpRPDP pr s Riau: 

melakukan pekerjaan untuk pihak ketiga tanpa ijin tertulis dari 
pmmpnan, 

meminta atau menerima uang atau barang dari pihak keuiga 

yang arena jabatannya sehinga dapat mempengaruhi 

tindakan atau hubungan dengan pihak tersebut yang 

rerugikan kepentingan UpT pAM Dinas PUPRPkpp povinst 

Riau 

d Pelanggaran dan T ndakar siplin, 
1) Sctap Pegawa yang neiakukan pclanggaran terhaday 

kewajibannya (tata tertib kerja), pelanggaran hukm atau 

tindakan yang merngan UT PAM Dinas PUPRPPP 

Provinsi Riau dapat dikenakan tindakan disiplin berupa 

perirgatan lisan, 

peringatan tertulis pert@ta 

peringatan tertuhs edua 

peringatan tertulis i iga, terakhir, 

penundaan dan atau penurunan tunjangan yang berkaitan 

dengan jabatan, 

pernberhentan kcra 

tuntutan gant gt 

2) Tindakan disiplin dapat dilakukan tanpa mengikuti urutan 

peringatan gehelumnya, tergantung dari berat a.au r.ngannya 

kcsalahan/ pelanggar an yang dilakukan 

3) UIT PAM Dimas PUPRPK Provinsi Riau dapat mengejukan 

tuntutan ganti rug kepada egawai yang terbukti melakukan 

pelanggaran -peianggaran sebagai berikut 

sengaa a8u 

mengaData KeruSakan pada peralatan atau Darang 

milik UPT PAM Dinas PUPRPPP Provins1 PRau 

karena kecerobohannya mengakbatkan hilangnya uang 

peralatan maupun barang barang milik 'PT pAM Dinas 

PUPRPk;pp P+ins, Riau; 

meminta ataut mnen@rime ang, barang dari pihal 

manapun yang karena jnbatannya, sehingg dapat 

mempengaruhi tindakar atau hubungar dengan piha 

tersebut yang merugikan kepentingan PT P A M i n a s  



PUPRPPP Provins R 

e Pemberhentian Pegawai 

1} Pemberhentian Pegawai NS UP" [AM Dimas PURPP 

Provinsi Riau sesuai dengan peraturan perundang undangan 

dibidang kepegawaian 

2) emhehentian egawai on - NS UPT PAM Dias p1ppK 

Provinsi Riau dapat disebabkan oleh hal-hal sebagai berikut 

Pegawai meninggal dunia 

Pegawaitidak mencapai standar prestasi kerja; 

ketidakmnampuan bekera  .arena alasan kesehatan, 

pelanggaran atau melalaikan kewajiban, 

pe nberhentian kera socara sepihak oleh Up 5AM [ynas 

PUPRPPP Provinsi Riau 

3] Akibat pemberhentian kerja pegawai, semua hutang piutang 

Pegawai pada UT PAM inas PUPRPKPP Provinsi Riau h a r a s  

i  nas1 sekaligus. 

f operasi Pegawai 

Unt k meningkatkan esejahteraan perlu dibentuk operas 
Pegawai 

UPT PAM Dinas PRPKPP Provins] Riau akan turut 

mendorong dan membantu berkembangnya koperas Pegawai 

sesuai dengan kemampuan yang ada 

2. 6.  Tgas ,Fungsi, dan Tanggiung Jawab Pengelola BLUD UPT PAM 

Program Kera UPT PAM inas inas PUPRPPP Provinsi Ria 

neap 

251 Bidang Organisasi Teknis 

a. Menjalin kerjasama dengan berbagai pihak untuk 

peningkatan pelayanan air minum : 

Untuk 

aian 100 it 100 prose a nimum pada 

n g  program pemerintah dalam 

abun 2019 nemenuhi kebutthan dan meningkatat 

pelayanan air minum oagi masyarakat d Provins iau Up 

PAM Dias PUPRPKPP Provinsi iau dapa rnenjalin 



kemitraan penyediaan air minum engan pihak erkai 

utamanva dengan Perusahaan Daerah Air Minur (PDAM; 

dan UTD PAM di rovinsi Riau Dalam hal peningkatan 

PUPRpp powins Riau melakukan kerjasama jual beli air 

crah dongan P e r u m d a  "DAM dan U PT D  PAM tugaS DAM 

dan UPTD Kabupaten ota menyaluran air minum kepada 

nasyarakat d i  wilaya m a  Kepuasan konsumen terhadap 

penyediaan Jasa +ayanan penyeiaan ar nnum oleh UP'T 

pAM Dinas R P p  p  ins Rau melali Perumda 

DAM dan UPTD PAM iharapkan berdampak positif bag 

masyarakat diukur dari segi uahitas. kuantitas dan 

ontinuitas (K3J unruk menu.nag produktifitas 

masyarakat/ pelangga 

b. Koordinasi Dan Pelaporan 

1 Koordinasi: 

Unruk pemantaua yang berstat rutmn dan berkala 

apabila terdapat kesulitan datam pengambilan contoh 

baku dapat dilakukan koordinasi denga 

Dinas Instanst Badan bertanggung awab 

terhadap pembinaan kegiatan tersebut. 

alam ha pe m a n t a  an engen  

dilaksanakan untuk keperl.an speksi mendadak 

penyelidikan dan ponyiikan per! dilakukar 

koordinasi dengan pihak pihak terkair seperti aparat 

penegak hukum, D as/instans Badan 

bertangguang awab terhadap sumber-sumber air 

masyarakar dan Perguruan Tingg 

ko o r c  mas &dlaksanakan sesua dengan mekanisme van 

beriaku dalam w a d a h  koordinasi y a n g  sesuai dengan 

aturan belaktu 

2) Pelaporan : 

Masing - masing koordinator SPAM membuat dar 

menyampakan laporan pada masmg - masing kcpala 

seksi, yang kemudian dari Kcpala Seksi Teknis 

L a s  

PUPRPkKPP Provinsi au Hasil laporan dipertang,guns 



awabkan kepada Kepala Dinas PUPR P ro in s i  Riau 

sebegau pembina 

• Petunjuk Teknis Pengoperasian Dan Pemeliharan SPAM 

etunjuk tekni pe asional dan pemeliharaeu SAM 

dimaksudkan untuk memberikan penijelasan r in g k e s  sec»ra 

t e pe  inc engenai pengoperasian dan peneiharaan 

sstem penediaan air mulai dari unit air baku, uni 

prouksi, unit distribusi sarpai unit pelayanan. 

d. Standar Operasional Prosedure (SOF) 

Untuk kelancaran pelaksanaan tugas operasione 

PAM Dinas PI R P P P  Pr o v in s ;  Riau sebagai pengelo an 

SPAM yang profesionl, UPT Pp. .M  Dinas PU 'RPPP Pro ins 

Riau diwajibkan menyusun Standar Operasional Prosedt  

(SOP] disemua kegiatan 

Sandar Operasiona] Posedur /SOP erupakan 

dokumen yang benisr scangkaian instrukst /ang dibakukan 

pongoperasran dan pemet haraan SAM mula dar u r t  an 

a.k samp ni t  p el a y a no n  de  n  non teknis yaitu 

administrasi dan keuangan Organisasi [(UP" PAM] 

SOP berisi cara melakukan pekcrjaan (langkah demi 

langkah) untuk masing-masing egratan dilengapr dengan 

U1isl waKtu pelaisanaan, tempat 

penyclenggar an dan siapa yang melakukan 'penanggung 

awab Sebagai aruran regulasi, SOP sangat tepa diterapkan 

Dada manajemen IP PAM )inas PU P R P P P  Provinsi Ria 

utn, ter program guna 

pelayanan prima pada pelanpgan 

Dengar. penerapan Sop secara konsisten maka 

kegiatan baik tchrs dan non tckris. maka UPT AM Dins 

PUPRPKpp p o v i n s i  Riat akan memiliki pedoman yang 

lcngkap dalam pengelolaan SPAM Re nal Provinsi Riau 

dapat m gkatkan pelayanan dan kinerja 

pegawai sesnai dergan rugas dan target kinerja tang 

ditentulan. SOP i n i  nantnya akar menyadi umpan behi 

guna penyesuaian antara kondisi yang dipersyaratkan 



dalam SOP dengan kondis rii! yang da unruk mencapai 

kineria Orgarsasi yang optimal. Scianjutnya terkait dengan 

pclaksanaan administras. dawn teknis yang diberiakukn di 

UPT PAM, SOP remailki karakter yang dapat menduhung 

peningkatan kiner JpT pAM Dinas PUPRPPP Provins 

Niau yang antara lair 

I SOP sebagai petunjuk orgamsasi yang menetapan 

tingkah ku ega a my melakukn :egiatan terkait 

dengan tenis dan non teknis, memiliki langkah 

langkah {Instruksi Kerja) hang sama du ugan demikiat 

setiap tahapan yang dilakukan PAM Dinas 

PUPRPKPP Provinsi Riau akan dapat menghasilkan our 

put sesuai dengan standar ang sudah d i to n  ukan 

SOP bemisi petunjuk yang diperl an oleh Pegawai dalam 

melaksanakan eke aan sehingga Pegawai dapat 

mcmbaca scbuant petunuk vang berisi tahapan 

pelaksanaan kerjaj 

memberikan Kontrol terhadap prose dan basil 

3 SOP secara menyeluruh akan dapart menggambarkan 

secara detail ara rnasing -masing Koordinator epala 

Seksi sampai cpale PT AM Dinas PUPRPK Provins 

Ri a  meakukan tahapan pe e r j a n ,  

sehingga akan d a p t  digambarkan mekanisme kerja 

yang ada di Organises UIT 1AM Dinas UPRPP 

Provinsi Kiau 

5 SO monggama tan pe aturan organisas untuk 

melakukan peker aan secara terstruktur, idak hanya 

berupa perinta tuk melakukan pekerjaan tapi ju 

sebagai pelindung ba gi  Fegawai dari tuntuan h r k u n  

npabila terjadi suatu perasalahan terhadap proses 

maupun hasil pekeriaan, asal Pepawai mengikuti 

prosedur yang ada dalam SO 

Bidang Keuangan 

ola pengelolaan keuar g n  Baa oavanan Umum Daerah 

yang akan dierap 

Riau pada dasarnya diper Kan unluk peringkatan kualitas dan 



kuantitas pelayvanan air  minum kepada para pelanggannye 

dalam hal ini Pererintah Kabupaten dan ota (PDAM dan UPTD 

yang telah mengikat perjanjian keria sama dengan UpT PAM 

Das PUPRPP P r o s  Rau. 

Penera pan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan 

Umum Daerah (PK - BLU ) pad UPT PAM inas PUPRPK 

Provinsi Rian, sangat tepar mengmngar PP BL D mer ilk 

leksibilitas yang sangat diperlukan dalam pelayanan air min um ,  

alapun leksiihitas pengclolaan kcuangan meiiputi 

a.an ang diperoleh dari hasil pelayanan 

kepada pclan.gan dapat igunakan secara langsung oleh 

DLUD untuk me utu bcban ope asional 

b. Seluruh rereana pendapatan de baya operasional BLU 

tercant m dalam APED 0 karena iru setiap tahun piha 

PT PAM Dias PupRppp provinsi Riau waiib membuat 

rencana anggaran biaya dan pendapatar BLUD dalam bentu 

Rencana Bisnis Anggaran [RBA] untuk dibahas da 

chicnnrumkan dalar APD 

Walaupun tereantum la.am APED, nam realsasi 

anggaran BL dapat me l e b i h i  anggaran tersedia di AFB3D, 

arena keuangar LDiuga nenerapkan adany ambang batas 

yait suatu prosentase kelebihan penggunaan anggaran leh 

83iUD yang melebihi anggaran tersedia dalam APD dan 

ditetapkan oleh Kepala D a er a h  untuk B3IUD 

Fleksibilitas pengelolaan keuangan BLUD m a  +g  sa  1gar 

dibutuhkan antuk pe m in g k a t a n  

kontinvuitas, namun m ikan masih diperlukan beberape 

ta.hapan untuk meningkatk:.n pendapatan U 

UPRPpp Prov nsi Ria 

operasional, meliputi 

t. Usulan penyesnaian tarif layanan 

AN inas 

dalam rangka menekan kerugian 

Penilaian kelayakan keuangan awal UT PAM inns 

PUPRPPP Prov nsi H a  saat pernberlakua 

penesueuan arif jasa layanan yang iberiakukan sesua 

dengan kemarpuan pelanggan dalam hal 

Pemerintah Kabupaten/Iota [PDAM /PTD 

i adalah 

ang sudah 

menerapkan arif layanar kepada pelanggannya masing­ 

mnasing. Schingga dar rarger yang sudah direncanakan L P]  



PAM Dinas PUpRppp poinsi Riau akan dapat 

melaksanakan hal - hal sebagai berikut 

• Melaksanakan ke trol biava yang lebin efektif; 

Merperbaiki hambatan - hambatan sistem pelayanan 
yang ada 

• Mengadaka kepada Pemerintah 

Kabupaten dan Kota yang masuk dalam SPAM 

Regional Provinsi Riau yang sudah dibangun dam 

segera dope asikan 

• Meninju kembali perhitungan tarif jasa layanan air 

minut yang telah tercart.um dalam Perjarjian 

Merumuskan perencanaan untuk menggunakan 

agaran yang lebih efisten 

2. Sosialisasi penerapan tarif 

Rencana pemberlakuan tari jasa lava.nan air min 

(curah) pcrlu aa osradisasi yang jelas dan pasti, pelanggan 

perlu tahu mengenai pemelasan Dsaran penyesuatan ta 

jasa layanan air minum {curah), dengan harapan jangan ada 

salah tafsir mengenai diberlakukannya penyesuaian tarif jasa 

layanan pengolahan air mimum 

3. Optimalisasi pendapatan jasa layanan pelanggan 

UPT PAM DIAS PUPRPPP Prov.nst 

bergerak untuk merancang strategi meningkatkan 

pendapatan, mecliputi 

Mengedepankan pelayanan secara prima, untuk 

memngkatkan loyalitas pclanggan 

Menekan seminima mungkin tingkat kehilangan air 

dalam proses distribus; 

Meningkatkan protesionalisme para manajer dan 
0perter 



Bdang Sumber Daya Manusia 

1. Penyediaan spM gang mcmadai 

Samber Dava Manusa tSDM] adalah faktor sentral 

dalam suatu organisas Apapun bentuk dan tujuannya, 

organ8a8i rouat berdasaran berbaga visi untuk 

kepentingan mamusin dan dalam pelaksanaan misinya 

dikelola oleh manusia Selanjutnya Manajemnen Sumber D a a  

Manusia (MSDM} UPT PAM Dinas PUPRPPP Provinsi Riau 

yang berarti mengarur mengurus SDM berdasaran vrst 

organisasi agar tdapat meneapar target sccara opt m 

Karena itu MSDM Ra mcnjadi acuan pada fungst 

manaemen UT PAM inas UPRPKPP Provinsi Riau dalam 

pclaksanea proses perecanaan pengorganisasan stating, 

memimpin dan mengendalikar Sesuai dengan fungsi MS D)M 

sec.ara hal ikhwal staling an personalia dalam organisasi 

Up pAM Dias PUpp{pp provinsi Rau akan mencakup 

analisis beban kerja, tagas, jabatan rekruitmen dan seleksi 

calon tenaga kerja orientasi, pelatihan, pember an 

Hak, kewajiban, penilaian dan pengembangan. Karena aspek 

manajemen serta SDM derikian strategis dan luas, sehngga 

PAM Dinas 

PUPRPpp Provinsi Riau perlu menata strategi untuk 

meningkatkan kine ja, mengembangan budaya korporasi 

yang mendukung penera.par inovasir dan fleksibilitas 

endeda kendala vang dihadapi oleh L T  PAM Dinas 

UPRK Provins Riau berkairan dengan kualitas produks 

dan peiayanan Salah sa penyebabnya adalahr masih belun 

mnemaainya orpetensi Sumber Daya Mamusia lembaga 

tersebut dalam bidang pengelolaan air minun L r  tuk 

meningkatan korpetensi SDM-nya, maka 1pr pM ins 

pUpRppp Provins, Rau menvusun rencana strategy 

pengembangan SLM, mengact pada potensi SDM yang ada. 

cua yang cdigunakan tentunya disesuaikan dengan a8pek 

keuangan, teknologi, sosial, dan manajemen organisasi 

Strategipengembangan S M  UT PAM Dinas p RPP 

Provinsi RRiau verdiri dar 



• Mengembangkan sistem pendidikan dan pelatihan sesuai 

iengan koretensine 

• Mengembangkan 

kewajiban 

penilaan 

istem pemboran hak dan 

Perencanaan 

didikan 

untud 

dan peiatiar 

• 

8DM 

Membrina hubungan dar 

Dar perumusan strategi pengembangan DM ersebut 

naka dapat drsusun Program Pengembanga spy untuk 

jangka pendeck dan Jang#a panjang diserrai saran dan tindak 

lanjut Parameter yang dapa dihasilkan dari strategi 

pengembangan DM int dalah 

A UPT pAM Dinas PUpRpp Provinsi Riau akan men iki 

si s t e m  pengelolaan SD)MM gang menca p perencanan, 

rekruiner 0rentas 

pegawai, pengembangan karir, penghargaan dan sanksi 

remunerasi, transpn ans  ang berbasis pada keadilan dan 

kesejahteraan 

b hecukupan kualifikas dan jabatan pada 
bagian 

c Pemenuhan prasyara kompentensi pada Pega ai (Tenaga 

tekr s. Pagan teiay@ Administrasi dan Keuangant 

Ur\MDias PppRpk Provinsi Rian mempu nyai rasio 

kecukupan Pegawa 

2. Pelatihan kewirausahaan 

Upr DAM 

memjalankan usaha 

profesional 

iau 

sa pCayanan aT I un 

aka 

van 

Meningkatkan t a n  menanamkan iiwa wirausaha pr 

Pegawai merupakan hal penting sebagai upava antisipas 

membaca peluang usaha u n t a k  meningkatkan produktiv as 

serta dapat m e n a n a mk a n  jiwa kemandirian Pegawai UT 

AM Deas PUPRPKpp p s iau elutihan ini ditujuker 



untuk membangun motivasi egawai akan 

mendapatkan peluang yang cukup penuh un k dapat 

mengekpiorasi segenap potensidi antara lain 

a. Kemampuan kepemimpman 

b. Kemampuan membaca peitang usha 

emampuan manaom n me a euntu an 

Manfaat kon! rit yang dapat diperoleh dengan diadaan 

pelatihan wirausaha 

a. Menaarkan dan rnemaaga motwas smrnanpai erwirausaha 

b. Dapat mengakses informasi strategis dalam 

me uingkatka produktrvitas saha, 

c. Meningkarkan re dan 

orang lembaga yang e oau i hi  visi mis yang sauma dalaun 

h I berwrausaha, 

d. Menjaikan Pegawai yang siap dalam 
wwrush 

254 Bidang Operasi & Usaha 

Meliputi 

Peraullen bur bakuag ciolah mcnjadi ear um untu 

operluan masyarakart melahi ottraker 

2 Pengembanga. usaha p e l ayanan air minun ssuai dengan 

kebijakan pemerintah provisi. 

3 Pelaanan jasa ana.isa laboratorium untuk pemeriksaan ai r  

Penyediaan sarana du n  prasarana laboratoriurt 

5 dan hardware 

Penerapan kesesuaian s pes  fikasi teknis peralatan lapangan 

Program pengurangan ti gka, kebocoran air {NRWJ 

g Evaluasiterhadap peratatan clcktrikal mekanikal dan kabei 

kabel yang «digunakan untuk mendukung proses pengoiahan 

di SPAM dengan sistem scada. 

Penviapan Desain a t a u  perencanaan dan pengembangan 

jaringen distribusi 1ta a PU) 

0 Pengadaan dan pemasagan peralatan dan material 

11. Program penurunan ge gguan antuk soluruh system 

12 Rekondisi Instalasi Pengolahan Air Mimam dan svstem 

perpipaan apabila diperlukan 



BAB III 

AKUN TABILITAS 

3.1. Implementasi 

aclan kewajioan un menyampaikt 

pertanggungawabar atau untu me jawab aan mene angken kierpa 

dan tindakan dar suatu badan atau organisasi kepada pihak yang 

neIpunyi hak atau kewenangan untuk meminta keterangan atau 

pertanggungjawaban UP AM D i ma s  I R K  Provis ka 

menetapkan serta melaksanakan berbagai ketentuan terkait dengan 

pertanggungiawaban atas pelaksanaan tugas pokok dan fungsi dalam 

Tang al untailitads Iner]a InstAn1SI Sebagitana Ainasud dalam 

Preside Republih Indonesia noror 29 ahun 201 tentang 

Sistem kuntabilitas Kinerja nstansi Peme intah. 

Akuntabilitas tJPT PAM Dinas PUPRPPP Provins; Ria sesuai 

dengan perencaaan strategis :0' 9  2024 imaksudkan sebagai 

pcrtanggungiawaban lembaga daam mengarahkan organisasi m e n , j u  

peneapaian Visi dan pelaksanaan Misi Up" pAM Din~s PUPRPKPP 

posinsi Ria kuntabilitas disini pada dasarnya mnerpakan 

ertanggugjawaban pengeiolaan sumberdaya serta pelaksar n 

ebijakan yang dipercasakan epada Up" PAM Dias PUPRPPF 

Provinsi Riau dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. 

kunrabilitas yang dimaksud mehipul akuntabihtas program 

aluntabilitas hegiatan dan akuntabilitas uangan 

leuabilitas UPT PAM lebih me auk pada kewajiban untul 

men launkan tugas ng telah d i b e ik a n  dan diterima dalam kerangk 

kerie otonitas dan sumber day y mng rersedia. Dalarm ha de m ikr a  

kuntabilitas ang dimaksud adalah yang berkaitan dengan pelayana 

pubhik pengelolaan SPAM Regional Provinsi iau dikhususkan kepada 

epala UPT PAM Dinas PUPRPKPP Provinsr au, Kcpala Sub. Bagian 

Tata Usaha dan kepala Seksi serta Staf Karena dalam orior 

demikian para pejabat/Pegawa UT PAM Dinas PUPRPK Provinsi 

Ra hphih dan ditunjuk art asa san kompetensi manajrial, re is 

dean euangan Kepada merekalah dipercaynkan s e u nu t ah  sumber 

daya yang diharapkan dapat digunakan untuk menghasilkan barang 



merupakan uraian kegiatan UpT PAM Dias PUPRPK' Provinsi 

Riau sebagai wujud pengimplementasian dan program yang tela 

ditetapkan 

3.3.3. Akuntabilitas Keuangan 

kunabilitas keuangan PP BLUD lebih terjamin karena 

adanya kewajiban untuk m sun lapora euang 

Dulan triwulan. semester dar ta.hanan 

Laporan keuangan tahunan w. j i b  di audit oleh auditor 

independen, laporan keuangan tahunan PK BLUD, terdiri dari 

• Laporan Realisasi Anggaran (LA 

Neraca [balance sheet) 

• Laporan Arus kKas [Statemen of ash lows] 

Caratan [penielasari tas uaporan Keuanga 

• aporan Aktivita 

Disamping laporan di atas, terdapat pule poran 

keuangan lain yang berrnanfaat bagi kepentingar manaemen 

UT PAM Dinas PUPRPKPP Prov nsi Riau, misa laporan tap tap 

Unit. Laporan ini dapat memberikan gambaran tenrang kcadaan 

keuangan dari asng-masins Unit  yang terdapat di lingkungan 

UP PAM Dinas UPRPKPF Proving Riv sehingga d a pa t  

nemberikan gambaran kinerja mi/segmen orgams@st tertent 

3.3.4. Akuntabilitas pencapaian kinerja 

Berangkat dari Rencana strateg Bi8ns dan 

diimplementasikan pada Visi dan Misi U T  PAM Dinas 

PUPRPPP Provinsi Riau. 

Visl UPT PAM Dinas PUPRPPP Provinsi Riau ; 

Terwujudnva Pelayanan Air Minum yang Berkualits Melalui 

Pelaksanaan yang Profesiont 

Mile± UPT PAM Dina "UPRPK Provinsi Riau : 

1. Menvediakan dan mer gka kan pelayanan air curah di 

Provinsi Riau secara oerkesinambungan melalui pelayanan 

+ma, 

2. Memproduksidan vendistr busikan a i r  curah sesuai dengan 

stanlar yang berlaku 
r curah dengan 

menerapkan teknologi yang Lepat, 
4. Memberikan pelavanan air curah dengan tarif yang terjangkau. 



5. Meningkatkan kualitas SDM agr mamnpu De krcast dan 

.1novas1 scart professional 

6. Menjalankan aktivita saha dengan sclalu menjaga 

eseimbangan iingtugan dan elestaian air baku 

Menialankan akriv a 

keseimbangan lingkungan dan kelestariun r bakuTujtan dari 

pembentukan UPT PAM Jina« Ppppp provinsi Riau dengan 

pola pengelolnan keuangan BLUD adalah untuk peningkatan 

pelayanan air urah kepada offtake dengan harga terjangkau 

idak engutamakan euntumgan, namun tetap dikelola de,gan 

prinsip efisiensi dan efektif mengurangi beban APBD dalam 

pembiayaan pelayanan an minum 

Cara encapaian Tujuan (boa) Tahun Ke Dopan (202 s, d 

2028 disesuaikan dengan Visi dan Misi 

No 
Tujuan Dan 

Sasaran 
Cara Mencapai Tujuan dan Sasaran 

Misi Kebijak 
an 

Progra 

m 

PAM 

Neg g 

mendukung 
pening,ka an pelayanan 

r mnume  nga 

elava0a p i n to  

kepada otlake 
c r u d ,  p»yAM an 

tpT AM Pr o  1s 

ul 

at di provis ti 

dengan me leka k e n  

a v a n t  epa(da 

ksesibilitas a ni, u 

ah kerasama 
a v a n  ngan 

pe r  riut h oupate 

d e n  Boa, 

«etat 

be kesnam b g a n  

melalu pelavanan 

l Mene an n Men At 

ne ingkctkan kse D 

pee ,,, 

" 
l urah 

" ' ' , langgan ir 

Mengoperasikan (an 
me Aihara Un 

Daku dar um p r o s  

sea 

dengan Sul 
Mengr lisa kalitas 

air bak. d. ai 

int set ft T 

dan berkala ba 

l tern labor~Out 

a u p e x t e r n  
4a bo tori , a 

i 1t 

Mengolah air Daku 
menjadi ir m i n t  

sos@i ersuran 
Menteri esehatan iRl nu bau me jadi ai 

st$l J 

peratura. a 

Meniaga/coperta hank 
mutt as1l ha 

• Meakukon 
ergawasad 

genaha ka lit 
a k d  n  kt litas a 

1 9 u h  

pertak 

a, Me iir atkar 

l k , ,,,,. !!do' • it air kt mends1ribs 
da unit prousi sesta 

curah sesuai den tggidah tcknis 

slanda a1 



d. Mendst.ibusikan % 

rah kepada ofttaker 
Melakukan kerjasama 
dengan para 
pelanggan/ ofltaken 
Perumda DAM don 

(PT PAM «hi Provins 

Rau 

3 Menvelenggaraknn 
pengelolaan air 

mnnun enga 
r mnu 

ne nl 

0 40D1gun 

ata teknolo 

lslitas tekn0og 

utuk m e d a h k a n  

menialankan sis 

dan mengontrol 

seturuh sistem arl 

sat ruang kontrol agar 

c b i h  efise (dar 

rat 

menerapkan yang Ip 
teknologi yang tepat 



No 
Tujuan Dan Cara Mencapai Tujuan dan Sasaran 

Sasaran 
Misi Kebia Progra 

kn m 

4 Memberik Menesuatka ' € eroe « d 
" pelavanan ai c u r a h  

'  
saran tarif iasat m, lli-,l-t11i. t,1'11 1,,. , I 

dengan tarif sang I anan ang mendekati 
teragkau HEP 113D 

la v a a  sesuai dergan 
ar susiti 

l">l lk,:-i I 
" 

ki.  rn-run 
4p den e 

•  asth ad subsididata [pnvesnainn aril ng; 
•  

A P1J.  In 'ld• lt ''1• 

'  l '  agar tanif terjang 
4 b D v e s tu a i a  t  mt Meta kukan proses 

inun yang teial peigusulk.a 

hiberlakknn an penvesuaian tarif 

ditetapkan dengan am pai diterbitkan 
eraturan ht pal S Kepada Daerah p e r  Guberni tentang a 

' 
[a5 

laaan ait tint • 

Meningkatkan 
" 

h gemoangan 
' 

gembarga I 
kualits s M  a  l  surb • 

, •. fl 8ia 
"' 'e ' 

' 
M n  s1 

mampu be rkregs vang, oanp 

dan berinova men@uung seara professional peningkatan kinerja 
personil 

Jo elo an harus eningk .a u 
nte pe .ih l 1/ .... p la a n tu 

keaat Sf ran, peningkatan I 
TM IO l at kompetensi dan 

[Menjatankan 
aktivitas sa h  [dengan se l l  
menage 
ke s e  nbans 

U 
,g\..ung,1,, 1n 

kelestria al bu 

3.3. Kebijakan 

k 7a10 

ifikas. DM 
engelola SAM 

Memstikan selruh 

aktivitas pe Ageloh n 
9p44 +id0k m ,·,:,:.n,i:.c, � 
li g k n gi n  a n  air 

bx ku 

-� 

Menge mbangkar bisns 

l d e n a n  memperhatian 
esem bx pg 

lingkoo an don 

3.3.1. Integrasi Program 

Kebijakan strategis UPT PAM Dinas PUPRPPP Provins 

Riau mempunvai tujuan mngk panjang, n a m u n  d e m i k in n  datam 

pelaksanaannya at rentang aktu peiaksanaan vang 

unakan adaah mngka pendel an 



ccara bcrimbang (balance) 

berdasarkan kinerja dengan 

sa da 

b. Prinsip Efisiensi artinya kegatan- kegiatan yang dibiayai 

hanya dihatasi panda egiatan v ang berhubungan langsung 

dengan pencapaian sasaran dan menghindani pemDorosan. 

Ptinsip Transparansi, artina perencanaan dan penggunaan 

dana dapat diketaht, o ie h  crbagei pihak ang teris.it, serta 

IC A g a a . g  rt Reier oukaa datam prosedur r o a n  

pembiayaan dar kegatan yang d biaya 

d. Pinsip Skala Prioritas: Kete atasnn dana pasti ada, nakt 

da.lam penggunaan da m ·ngutamakan mendahulukan 

dan mementingkan kegiatan-kegiatan yang lebih pen ng, 

ebih strategis tdan rempunyai mantaat yang iebih besar bagi 

perkembangan dan kernauan UPT PAM Dna RPp 

Provins! {iau 

Pola pcrtang±ungavaban keuangan dilakukan Seara 

te pt at ole enaga Ahli aku tans yang tersedia di JT PAM 

inas PUPRPKPP Provinsi R i v  ng mempunyai tanggungjawat 

penvusunan laporan keuangan secara period! Laporan 

keungan disusun tiap bula dan pada akhr periode akuntans 

tanggal 31 Desember Seluruh sub bagian/sesi dimnta 

melaporkar penerimaan a 

nggaran set ap bulan p ang 

eluaran serta laporan realisasi 

Bentuk laporan keuangan poko UT PAM Las 

PUPRPKPP Provinsi Riau mengacu kepada Pernyataan Standar 

Akuntansi emerintahan Berbasis Akrual No 13 Tentang 

Penyajian Laporan Keuangan Badan Layanan Umum. Laporan 

keuangan pokok terscbut mencakup. 

1) Laporan Realisasi Anggaran 

2) Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih 

3) Laporan Neraca 

4) Laporan Operasional 

5) Laporan Arus Kas 

6) Laporan Perubahan Ekuitas 

7) Catatan atas laporan keuangan 

Kebijakan peningkatan kualitas pengelolaan keuangan 



jangka menengah yang mendukung pencapaian gambara 

jangka panjang tersebut. Semua kegiatan tersebut akan 

dirangkum dalam sebuah ±angkah strategis dan transparanst 

demi untuk meningkatkan pelayanan air minus, Strateg tu 

meneaup 

a. Mendorong upt 

masyarakal aga bersedia menjadi pelanggan /offtaker air 

minum dan mampu memavar jasa pelaanan air minumn 

schingga dapat monycrap sejumlah air yang telah diproduksi 

oleh UT PAM Dina,S L Rppr poinsi Rau 

b. Menyiapkan tudi kclayakan 

besaran tanit jasa pelavanan air curah ditetapkan berdasarkar 

Surat Kepurusan Gubernu Rian, 

e Mendorong emerintah Kabupaten/Kota untuk menvesuaia 

tarif jasa pelayanan air curah yang akan diberlakukan oleh 

Pemerintah Provinsi berdasa an Kesepakatan Bersama 

untuk 

Kampanye sambungan peianggan /offr:k&er baru 

3.3.2. Isu Strategis 

Pembangunan SPAM Regional di Provinsi iau yang 

melayani air mium dengan memanlatkan satu surnber eit 

bakt untuk melavani beberapa Kabupaten hota dalam sebuah 

ona tertentu, diidentifikasi iemungkinan adanya hambatan 

ketersediaan lahan antuh pembangunan unit air baku unit 

roduks dan unit distribusi, Shingga perlu dipersiapkan sejail 

dari perencanaan, agar tidak menghambat proses pembangunan 

3.3.3. Peningkatan Kualitas Pengelolaan Keuangan 

Arah pengembangan PT PAM Dimas PUPRRPPP Prov9I 

Riau adalah menuju organisasi yang sehat dimana dapat 

ditunjukkan dengan adanva sister7 akuntans 

mncmungkinkan memberika formasi ahuntans yang valid, 

cepat dan akurat. Pola pengelolaan Keuangan Badan Layana 

U/mum 



Daerah yang selanjutnya dis&but [PPK-BLUD) memberikan 

fleksibilitas pengelolaan keuangan yaitu dapat langsung 

anpa harus menyetor terlebih dahulu ke Kas Dnerah 

rysibilitas pengeloaan keuangan BLUD berdasarkan prinsip 

eke om produktivitas dan enerapan praktek bisnis ang sen 

Konsep yang diterapkan oleh Up" pAM Dias ppRP;pp ping 

Riau dalam konsep PPK-BLUD adalah peningkatan 

prolesionahisme, mendorong transparanst dan jwa wirausaha 

dan akuntabiliras dalam pelayanan publik tr AM Dinas 

ptpRppp poinsi Rian merupakan salah saru organisasi milik 

yang menerapkan stancda d k ntansr yang beriaku umum 

dalam hal ini sesuai dengan standard ak mans dar lkatan  

Akantansi Indonesia. Meskipun demikian, sebagai salah sat 

Unit Krja di bawah Dinas Pekerjaan Urum enataan Kuang 

Perumahan. Kawasan Permuiman dan Pertanahan Provis 

Ria. U T  PAM Dinas PUPRPKPP roIs tau tctaD 

mengkonsolidasikan laporan operasionalnya dengan laporan 

keuangan inas Pekeryaan Umum Penataan Ruang. 'erumahat 

sebagia lana operasionalny dan investasi berasai dari APED 

Provins iat 

Sebagai pertanggungjawaban Anggaran dan belanja dari 

Pemerintah Provins iau. penilaian kinerja keuangan 

dilakukan dengan meak a  analisis laporan keuangan dan 

perhitungan rasio, Penilaia kineri keuangan UT PAM Dinas 

UPRPpp rovins Riau. ha «ilihat ras -rasio ang 

berkaitan dengan tingkat efisiensi manajemen dalam mengelola 

&ktiva unruk meninggalka operasional yaitu kaahitas lan 

kuantitas pelayanan. Sedangkan Substansr pada kinerja 

euanga akan mengarah pada k e b i k a n  peningkatan kualitas 

engelolan keuangan y a u '  

a.  Prinsip Anggaran Berimbang. artinya bahwa anggaran a u  

diterima U T  PAM D i a s  I  PPP P r o 8 I  Riau di k e  »la  



berkaitan dengan kewajiban pr pM Dias PUPRPK Povnsi 

Ria untuk menyusu Laporan heuangan secara periodik 

8Dage Dagan darn Akuntabhrtas Pubhik sebuah lembaga 

Dlam era h eberhas ar ! p pAM rias pJpRppp 

atau jalan yang akan ditempuh. Oleh arena itu UpT pAM Dinas 

PUPRKP Provinsi Riau harus mengetahui terlebih dahulu 

secara mendalam renrang Tujuan Organisasi /baik dalam 

konteks individu internal mnapun Eksternal Organisasi) dan ape 

fungsi dan tugas dari lembaga Upp AM Dias PU RPK 

rovinsi Riau y a n g  akan dry alankan. 

Disamping itu t en t u  ada jug svarat yang harus d i p enuh 

ntuk membangun kualitas dan Tata Kelola Up" pAM Dinas 

PUPRPpp Provinsi Riau yakmi dengan Kompetensi inti yaitu 

sesuatu yang UT AM Dias pupRPp povins Riau dapat 

lakukan dengan beik dan memenuhi tiga kondisi yang 

menjamin manfaat bagi 

pelanggar/offtaker aganan Air Curah Kompetens nti dapat 

mengambil beberapa bentu# 

1) Pengetahuan teknis bag Pegawal 

2) Proses lavanan vang handal 

3) Hbungan vang harmonis dengan Pelanggan/offtaken 

4) Transformational leadership untuk memberan inspirasl 

pada Pegawai Jika suaru ompetensi inti me ghasnlkan 

keuntungan jangks panjang 

agi lernbaga U P T  PAM int PUPRPPP Provinsi i a u  maka ini 

disebut keberhasilan Jp pAM Dias PUPRPPP Provinsi Riau 

dalam pengeiolaan orgarsas secara akuntabihitas. Untuk 

mendapatkan Nilai Ukur dari target keberhasilan da.am 

pengelolaan Organisas; UPI PAM Dinas PURPKPP Provinsi Riau 

mclalui scbuah orientast i s  ang h e n d a k  dicapai, naka perlu 

kelembagaan U pT  PAM Dias PUPRPPP Provins Riau 

b. Mensa landasan untuk memotivasi pernanfaatan sumber 

da Up pAM Dias Pt PRP\pp poinsi iau 



Menge mbangkan landasan a1au sandar untuk 

pengaloiasian surberdava Up PAM Dinas Pi PRPPP 

d. Memudahkan pcnerjcahen sasaran dan rujuan organisasi 

ke dalam struktur kerja yang meneakup penetapan tugas 

kepada elemen-clemen bertanggung jawab 

• 

Juan umum menjadi tu an yang lebih spesifik sedemikian 

ditetapkan dan dikendalikan 

Penyusunan strategi perlu menekankan pada isu-isu 

manajerial tentang oagemana mencapa basil-hasnl yang telad 

itarpetkan denpan memperharitan prospek tan sitnasi 

target-target vang telah itenukan sedangkan strategi adalah 

allahralat entereren untuh pencapeian target strategus. Tugas 

ntuk embentuk strategi dimulaj dengan analisis yang 

rendalamn mengenai situasr internal ataupun eksternal Up 

PAM Dinas PUPRPKPP Prov asi Riau Dongan mengandalkan 

Pimpinan 

target target mencape untu 

peraaan 

memformulasikan 

strategis dan tasil hasit maksimal 

Perlunya suatu s ur a t gi  UT PAM Dimas PUPRPKPP 

Provinsi Ria vang baru menandai adanya pengambila 

keputusan yang sangat menentuan dan pemilihar strateg V a 8  

tepat untuk pimpinan. Per bahan-perubahan dalam strategi 

apat diharapkan terjad secara berkala, khususnya dala 

situasi- situasi krisis, (etapI Surategi-strategi itu sendiri ida 

dapat dirubah te alu sering karena akan menimbulkan 

ketidakjelasan organisasi dan gangguan kinerja yang tidal 

Tetapi bagaimanapu entuk surateg yang digunaka 

akan berevolusi secara erus-menerus, terutama ci dalam 

mengantisipas 



perubaha ngkungan eksternal, atau adanya usaha-usaha 

pimpinan untuk menciptakan pehang-peluang usaha baru, atau 

munculnya gagasan baru unruk mengefekrifkan strategi agar 

dapat berjalan lebih baik. Pada dasarnya, perubahan perubahan 

dalam strategi muncul pada saat suatu kogiatan strategis ditest 

pada kondis yang s o ben o n y a  dan Pimpinan UP" [AM Dinas 

melihat bahwa strategy organisasi 

memerikan reorientasi yang cepat Perbaikan perbaikan dan 

tamahan-tambahan yang<iaukan secara periodik mer pa#Kan 

bagian dari pengembangan strategi 

3.3.4. Kebijakan ketersediaan sumber air baku. 

Kebijakan Pemenmntah Provins Riau tentang sumber air 

au tertuang pada Peraruran Daerah Prinsi Ri 

ahun 2019 tentang Renc@na Pembangtu an dangka Menergah 

Daerah (RPJMDJ Provinsi Riau cahun 2019 - 2024 Saah satu 

sasarannWa adalah Frogran penyelenggaraan a minum dan 

peningkatan lingkungel scdangkan salah atu aran 

ebiahannva adalah meningkatkan ketersediaan air baku dan 

sanitasi yang b o t s, t a s  

Masala h air baku ang erkualitas idak terlepas terhadap 

pencemaran dan pent.unan apasitas/debit air Daku kare ta 

rusaknva lingkungan, akan ner gadi isu penting dalam setiap 

pembangunan SPAM. Pembangunan haruslah menliki onsep 

mnengeiola sumber dava alam seara bijaksana agar menopang 

proses pIDaguna Vang berkelanjutar 

mengharuskan pelaksanaa 

Prinsip tersebut 

dengan pengembangan lingkungan hidup (eco-development 

hondisi lingkungan di Pre ins iau menunjukkar tanda­ 

aAda peningkatan pencemaran dan perusakan lingkungan 

seperti kualitas beberapa sungai di Provinsi iau yang 

Alhawatirkan akan tercemar akibat adanya penambangan liar 

menunjukkan kandungan logam nilai, BOD (Biological Oxygen 

Demand dan COD [Chemical Oxygen Demand berada di atas 

am bang batas baku mut vang ditetapkan 

Pencemaran lingku ngan up 

meningkatnya volume pembangunan jurnlah penduduk, dan 

pola hidup mnasvarakal yang memerlukan sumber daya semakin 

meninglat di atas keterbatasan sumber day yang ada. clan 



perkebangan IPTEK ang semakin majt mendorong 

pemanfaatau sumber daya semakin meningkat dengan produk 

sampingan herupa limbah yang semakin meningkat pula. 

Faktor manus Ierupakar penvebab pencemaran dan 

pe usakan lingkungan 

sangat diperiukan im ber a rt  b a h w a  dalart ckspioitas st  mbe 

d a a  alam yang langka atau eksploras yang membahavakan 

masyarakat, semakm memerlukan pengendahian pemerintah 

Namun demikian, barus drsader bahwa penguaran kewenangan 

pengendalian enyalahgunaan 

wewenang oleh pemerinta Perlu partisipasi dan pengawas 

dari masyarahat mulai dari porumusan, pelaksanaar dar 

sumberdaya alam dan pengetolae cvaluasi kebijakit 

ingkungar hidup. 

Kebijakan pemerita, Provinsi Riau dalam penyediaan air 

minum telah tertuang diam Peraturan Daerah Provinsi Riau 

Nomor 3 tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan dangka 

Menengah Dacrah RPJMD] Provinsi Riau tahun 2019 - 2024 

Salah satu sasarannya adalah Program penvelenggaraan air 

n i r u m  dan peningkatan ingkungan 

UPT Pengelolaan Air Minum ang memliki tugas dan fungs 

mengelola SPAM Regional d re insi Riau air Daku yang diambi 

harus mnemenuhi standar Dau mutu kualiras air baku yang 

akan dipergunakan sebagai sumbe air yang akan diolah dan 

disistntbusikan kopada masarakat melalu; ppAM dan/atat 

TT 



BAB IV 

PENGELOMPOKAN 

FUNGSI 



4) penentuan hubungan yang dapar membedakan antara atasan dan 
staff, serta 

5) pendeskripsian berbagai kegiatan yang dianggap akan lebih efektif 

dan efisien sehubungan dengan pengoptimalan sumber daya yang 

ada untuk mencapai kesejahteraan masyarakat 



BABV 

PENGELOLAAN SUMBER DAYA 

MANUSIA 

Pengadaan Pegawait 

a Pejabat Pengeloia 

ejabat Pengelola bertanggug jawab a.ras 

nanfaat yang dihas1tan 

Peyabat pengelola dapat berasal dart pegawai negeri sipi} den 
pegawai pemerintah dan profesional lainnya rang diangkat 

tan dapat dipekerjaknan secara 

konrrak ate tetap 
perayaratan,pengangkatan, penempatan baras uusta. masa kerja. 

hak. kewaiban dan permber mntinn +ejaoat engelola v 

berasal dari tenaga profesional lainya diatu dengan Peraturan 

epala Dacrah ) 
h Pegawai UP" PAM Dinas PupRppP Provinsi Riau terdiri dari: 

Sesuai denpan Permendagri No. 79 tahun 2018 pasad 3, pegawar 
terd r da 
$) Pegwai Neger S i, »  (NS 

P e g a w a i  Negeri Sipil yang ditempatkan pada UP" PAM Dins 

PUPRPKPP Proinsi Riau berdasarkan Surat Keputusan 

Gubermur Riau maupun Surat Kepurusan Kepala Dinas 

Pekeriaan Umum Penataan Ruang, Permahan. Kawasan 

Permuliman dan Pertananan Provinsi ±au 

() egawad Pemerintah 

Pegawait pemerintah me upakan pegawai dengan perjar pian 
keria, sesua dengan ketentuan peraturan pcrundang­ 

undangan ) 

i) Pegawai Profesonal 

Ketentuan mengenai pengadaan, persyaratan, pengangkatan, 

penempatan, batas usia mas hera,  hak, kowaiban tan 

pemberhentian pegawa yang berasal dari tenaga profesional 



2 Persyaratan Umum Pegawal: 

) Pegawai Negeri Sipi} (PNS] 
Untuk egawai Neger Sip m en g i n t i  perundang undangan yang 
berla 

Pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja mengikuti 

perundang undangan tang be. l e t  

[VJ 

Pegawairofesioal terdiir. dar pegawaitetapdan pegawaiKotral 

a. berusia antara 1 8 - 5 8  huh.  

b. eroaan dan ber wa sehat 

c. berkelakuan baik, 

d. tidak terhibat kegiatan yang dnlarang oleh emcrmtah Republik 
nonesra 

PU pnppp prows Ria; 

f menanaatang n surat perjanjar 

g. bersedia mentaati peraturan-peraturan/lata tertib yang 

berlaku dalam U PT  PAM ias PJPRPKPP Pro nsi Riau 

Penempatan dan Pemindahan Pegawai 

a penempatan Pegawai atas dasar kebutuhan pekerjaan dan 

persvarata pabaran 

b Kepala U p  pAM Dinas ppRPpp Provis; Riau berwenang 

aru jabatan ke abatan le 

maupun dari suatu tempat ketempat lain 

pcraturan dan perundagan tang berlaku yaitu minimal +0 

tempat puluh) an semmggu da 

bagian tertentu ika diperlukan harus bersedia era secare 
bergantian mengingat pelavanan ar minum tidak boleh terhent1, 

2 j a m  per an 
Setiap Pegawai wait hadir pada wnktu era ang 

ditetapkan, kecuadi nada 

menjalani hak curinya 
Kctidak hadiran gawai dengan suatu alasan harus dperk tat 



oleh bukti- bukti yang sah dan harus diketahui oleh atasnan 

masing - masing. 

Pegawai yang tidak hadir 5 [lima) hari kerja secara 
berurut-turut tanpa suatu lasan v a n g  sah dan telah dipangs 
2 kali. apat diproses pemutusan hubunpan kerjanya seua 

dengan ketentuan dan perundangan yang berlaku 
Keterlambatan maupun meninggalkan tempat ker]a 

sebelt jam kerja berakhir, tanpa ijin atasan kerja merupaka 

suatu perbuatan pelanggaran 
d. lak dan Kewajiban 

Setiap Pegawai berhak mendapatkan gaji setiap bulannya 
laon upah lerbur sesuai kerampuan keuangan pr pAM 
Dinas PUPRPDP Provins Ria apabila Pegawal 
melakukan kerja diluar y am kerja yang berlaku; 
Setiap Pegawai berhak mendaparkan cuti yang meliput 
cuti tahunan. cuti melahirkan, cuti sakit, cuti diluar 

tanggungan PT PAM as PUPRPPP Provimsi Riau, 

dan zin tidak masuk kantor dengan persetuyuan atasan 

massing-masing 
Setiap Pegawai berhal m en d a p a t k an  fasilitas kerja 

seperti pelatihan dan pendidikan epawan, 

Setiap Pegaai berhak memutuskan hubungan kerja 

dengan persyarate mengaju at permohonan 

pengunduran diri dan mendapat persetujuan Kepala FT 

PAM Dinas PUPRPKPP Provinsi Riau 

Hal-hal yang belum d i a t u r  ala tata kelola tentang hal 

Pegawa sclanjutnya akan diarur dalanm petunjuk tck1is 

yang diterbitkan 

Ria 

UPT PAM Dinas PUPRPKPP Provins1 

4) Kewajiban Pegawai 

Setiap Pegawai berkew uiban melaksanakan peraturan 

Vang beraku ingkunga pT pAM Dinas PUPRPPP 

Setiap Pegawai berkewajiban menvmmpan semua 

keterangan yang dianggap sebagai rahasia U p"  pAM 
Dinas PUPRPK Provinsi Rim, yang didapat oleh karena 



jabatannya maupun didalan pergaulannya di lingungan 

UPT PAM Dines PUPRPKPP Provinsi Riau, 

eriap Pegawar wajib loyal menjaga serta membela nama 
baik dan kopentingan UT PAM Dinas PUPRPKPP Provins 

barang milike PT PAM Dinas PUpRPKP Provinsi Rat 

yang dipercayakan 4tau yang dipergunakan dalam 

bekerja 

e Hal yang Dilarang 

Meminjatkan, mengkayakan atau mengambil barang­ 

barang milike UPT PAM Dina PUPRPPP Provinsi Riau yang 

dipercavakan, tanpa ijin tertulis dari pimpinan UPT PAM 

Dias PUPRPPP Provins! iu, 
melakukan pekerjaan un uk pihak ketiga tanpa ijin tertulis dari 
pimpnan 
melakukan perkelahian dengan sesama egaw, 

mneminta atau menerima uang atau barang dari pihak ketigt 
vang karena jabatannya sehingpa dapat mempengaruhi 
tindakan atau hubungan dengan pihak tersebut yang 
merugikan kepentingan PT PAM Dinas PUPRPKPP Proms 

au. 

1) Setiap Pegawai yang melakukan pelanggaran terhadap 
kewajibannya (tata tertib kerja, pelanggaran hukum atau 

tindakan yang merugikan UPI PAM Dina.s UPRPKPP 

Provinsi Riau dapat dikenakan tindakan disiplin berupa. 

peringatan lisan; 

peringatan t e u l i s  kedua, 

peringatan tertulis ketiga/terakhir, 

penundaan dan atau penurunan tuniangan yang berkaitan 

dengan jabatan 

emberhentian kerja, 
untutan ganti rugi 

5) Tindakan disiplin dapat dilakukan tanpa mengikuti urutan 

peringatan sebelumnya, tergantung dar berat atau rngannya 



6] UT DAM Dins UPRPRKPP Proinsi Riau dapat mengajukan 

untutan ganti rugi kepada Pegawai yang terbukti melakukan 

pelanggaran-pelaggaran sebagai berikut. 

merusak karena kecerobohannva 

mengakibatkan kerusakan pada peralatan atau barang 

milk UP PAM Dias PUPRPKPP Provinsi Riau 

karena kecerobohannya mengakibatkan hilangnya uang, 

peralatan maupun barang-barang miil [PT pAAM D a s  

PURR Proingi Rau 

meminta taut en e ri m a  uang/barang dari pihak 

maapuan yang karena jabatannya sehingga dapat 

mempengaruhi unoakan aau hubungan dengan pihak 

UPT PAM Dias 

PUPRPPP Provins Ia 

g Pemberhentan Pegawan 

4) Pemberhentian Peg@wai PNS UPT PAM Dinas PUPRPPP 

dibidang kepegawaian 

PNS UPT PAM Dina PUPRPpp 

Provinsi Riau dapat disebabkan oleh hal-hal sebagai berikut 

Pegawai mengundurkan diri 

Pegawai meninggal dunia, 

epawai tidal mnencapai standat prestasi kerja, 

ketidakmampua bekerja karena alasan kesehatan; 

pelanggaran atau melalaikan kewajiban; 

pemberhentia kerjn secar. sepihal oleh UPT PAM Dinas 

PUPRPPP Provinsi Riau 

6] Akibat pemberhentan kerja pegawai, semua hutang putang 

Pegawai pad UPT PAM Dinas PUPRPKPP Provinsi iau harus 

dilunasi sekaligus 

h Koperasi Pegawai 

Untuk meningkatkan zesejahteraan perlu diben uk koperasi 
Pegawai. 

JPT PAM Dinas pupRppp Provinsi Riau akan turut 

mendorong dan membantu berkembangnya koperas Fegawa 

sesuai dengpn kemampuan yang aa 



BAB VI 

POLA TATA KELOLA KEUANGAN 

Dalam menyusun laporan keuangan dalam Pola Tata Kelola ini 

iisusun sebagaimana dikehendaki oleh Permendagri nomor 79 

Tahun 2018, sebagai berikut 

Struktur anggaran BI Ip terdiri atas 

a. oencdapaten BLUD, 

b. belanja BLUD; dan 

c 0 an BLUD 

6.1 Pendapatan BLUD 

Pendapatan BLUD UPT AM Dinas Pekerjaan Umum, Penataan 

Kuang. Perumahan. Kawasar Pe nukiman dan Pertanahan Provins 

Riau dapat bersumber dat 

a. Jasa iavanan. 

b. L1bah. 

c lasil kerrasama dengan p i.k in  

d. APBD, 

e APBN danyatau 

lain-lain pendapatan BLUD yang sah 

Pendapatan BLUD UPT PAM Dinas Pekerjaan Umum, Penataan 

Ruang. Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan Provinsi 

Rieu yang bersumber dari jasa layanan dapat Der .pa imbalan yang 

diperoleh dari jas layanan y a n g  diberikan kepada pemerintah 

Kabupaten/Kota melalui PDAM /UPTD PAM Kabupaten/Koth; 

Pendapatan BLUD UPT PAM Dinas Pekerjaan Umum, Penataan 

Ruang, Perumahan. Kawasan Permukiman, dan Pertanahan Provinsi 

tau yang bersumber dari hibah lapat berupa hibah terika dan h i ba  

tidak tevikat. 

Pendapatan LUD vVang bersumber dant hibah digu aka 

sue dengan tujuan pembe 

per ntukannya yang selauras e n g a n  tujan IUD JpT DAM Dias 

Umunm, Penataa Kuang erumnaha 

ermukiman. dan ertanahan Provinsi Riau sebagaimana tercantum 

dalam naskah perjanjian hibah 



Hasil herjasama dengan pihak lain dapat berupa hasil yang diperoleh 

dari kerja sama BLUDUPT PAM 

Pendapatan BLD U T  PAM Dias Pekerjaan Umum. Penataan 

Ruang Perumahan, Kawasa permukman, dan Pertanaha p e w s  

iau yang bersumber dar Arggare.n Pendapatan dan Belanja Daerah 

(APBD] dapart berupa pendapatan yang berasal dart 9 P A  4BD 

Pemerintah Daerah dalam rangka pelaksanaan program atau kegiatan 

3IUD U T  AM Dinas Pekerjar Umum. enataan Ruang 

Perumahan. Kawasan ermukiman, dan Pertanahan Provinsi Riau 

Pendapatan BLUD UT PAM Dinas Pekerjaan Umum. Penataan 

Ruang, Porumahan, Kawasan Per ukmman, da Pertanahan Provins 

Riau yang bersumber dar Anggaran Pendapatan dan Belar pa Negara 

1PBN] dapat berupa pendapatan yang bcrasal dari pemerintah pusat 

rangka pelaksanaan delonsentrast dan /atau 

pembantuan dan lain-lain. 

BLUD UPT PAM Dinas Pekerjean Umumn, Penatean Ruan 

Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Peetanaha Provinei Rau 

dadam melaksanakan anggaran dekonsentrasi dan/atau tugas 

pembantuan, pengeiolaar keuangan diselenggarakan 

berdasarkan ketentuan vang berlakt 

Lain-lain pendapatan yang sah, meiputi 

188a ro 

b. pendapatan bunga, 

keuntungan selish nile kar rupiah terhadap mata uangasing, 

t hasil investast, 

e komisi, potongan ataupur bontuk vain sebagai akibat dari 

penjualan dan/atau pe ugadaan Darang dan/arau jasa oleh B L U D  

UJPT PAM Dinas Pekerjaan U/mum. Penataan Ruang. Peramaham 

Kawasan Permukiman, dan Pertanahan Provinsi Riau. dan 

f pengembangan usaha 

Pengemoangan usaha dilaku#an mclalui pembonrukan unit 

saha untuk meningkatkan layanan kepada pelang8an/ of[taker. 

nit usaha merupakan bagian dari BLUD vang bertugas melakukan 

pegembangan layanan an mengoptimalkan sumber pendanaar 

untuk mendukung kegiatan BLUD UPT PAM Dinas Pekerjaan Umum. 

Penataan Ruang, Perumahan, Kawasan Permukiman. dan Pertanahan 

Provinsi Rieu 



Seluruh pendaptan BLUD UPT PAM Dinas Pekeraan Umum. 

Penataan Ruang, Perumahan, awasan Permukiman. dan Pertanahan 

Provinsi Riau kecuali yang berasai dari hibah terikat, dapat dikelola 

la.ngsung unruk membiayai pengeuran BLUD UPT DAM sesuai RBA, 

Penlapatan LLD UpT pAAM Dias Pekerjaan Umum Penataan 

Ruang. Perumahan, Kawasan Perrakmman, dan Pertanahan Provinsi 

Ria dilaksanakan melalui Rekening as LLI U T  DAM Dimas 

Pekerinan U mum, Penataan Ruang. erumahan 

e mkiman, dan Pertanahan Provinsi iau dan cdcatat dalem kode 

rekening kelompok pendapatan asli daerah pada jenis ain-lain 

pendapatan asli daerah yang sah dengan obyek pendapatan BLUD [PT 

PAM Dinas Pekerjaan U/mum Penataan Ruang, Perumahan, Kawasan 

Permukiman. dan Perranahan rovms +Rau. 

6.2 Belanja BLUD 

Belanja BLU PT 3AM Dinas Pekeriaan Umum, Penataan 

Ruang, Perurnahan, Kawasan Permukiman, dan Pervanahan Pru1si 

Riau terdiri atas 

• belanja operasi dan 

• bclanya modal 

elanja operasi)hurufa mcncakup eiuruh belanja BLUD UPT 

PAM Dinas Pekerjaan Umum. Penataan Ruang, Perumahan, Kawasan 

Permukiman, dan ertanahan Provins Rau untuk menjalankan tugas 

dan fungsi 

Belaja operasi mehiput Delanja pegawau. Delanja barag dan 

jasa, belanja bunga dan belanja lain 

clanja modal mencakup selruh beianja B L 'D  UPT PAM 

Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang, Perumahan, Kawasan 

Permukiman, dan Pertanahan Povinsi Riau untuk perolehan asset 

tetap dan asct lamnnva yang memberi manfaat icbih dari 2 (dua belas] 

Umum, Penataan Perumahan, Kawasan 

Permukiman dan Pertanahan Provinsi Riau 

Belanja modal meliputi belanja tanah, belanja peralatan dan 

Inesin. Delania gedung dan Lanunatn, Delaja jalan, irigas 

danjaingan dan belanja aset tetap lainnya 



6.3 Pembiayaan BLUD 

Pembavaan BLUD terdi atas 

«. penerimaan pembiayaan, dan 

b. pongeluaran pembiayaan 

Pembiaaan merupakan semua poner maan vans perlu di baya 

kembahi dan/atau pengeluzwan yang kan diterima kembali, baik 

pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun 

anggaran berikumnya 

penerimaan pembiayaan a meliputi 

a. sis lebih perhitungari anggaran nhun anggaransebelumny , 

penermaan utang/ pmamar 

Pengeluaran pembiayaan meliputi 

d investasi dan 

e. pembayaran pokok utang/ pinjaman 

Biaya BLUD UPT PAM Dias Pekerjaan Urum, Penataan 

Ruang, Perumahan. Kawasan Persukiman, dan Pertanahan Provinsi 

Ria terdinidar biaya operas+oral dan non operasional, 

iaya operasional mencakup seluruh biaya yang menjadi 

beban BLUD UT PAM Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, 

Perumahan, Kawasan perukiman, dan Pertanahan Provins Riau 

dalam rangka menjalankan tugas dan fungsi, 

Biava non operasional mencakup seiuruh biaya yang menjadi 

beban BLUD UPT PAM Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, 

Perurahan. Kawasan Permukiman. dan pertanahan Provinsi Riau 

iaya BLUD UT PAM Prov Rau) dialokasikan untuk 

membiayai program peningkaran pelayanan, egiatan pelayanan dan 

kegiatan pendukung pelayanan 

Pembiayaan program dan kegiatan dialokasikan sesuai 

dengankelompok, jenis, program dan kegiatan 

a. Biava Pelavanan. dan . . 

b. Bava Umurdan Adrvstrasn. 



Biava pelavanan hurufa terdiridari; 

c biaya pegawai/operator; 

d. baa bahan. 

c. biaya jasa pelavanan aur curah, 

f biaya pemeliharaan $pf 

g. biaya barangdanjasa, 

h. biaya depresiasi; dan 

i. biaya pelayanan lain lain 

B3iaya umum dan administrasi mencakup seluruh biaya 

operasional yang tidak berhubungan langsung dongan pelayanan 

DOkok BLUD UPT PAM Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang 

Perumahan Kawasan Permukman, dan Pertanahan Provinsi Riau 

iaya umum dan administrasi sobagaimana tdmaksud terdiridari 

a. biaya pegawai kantor 

b. biaya administras; kantor; 

c iayapemeliharaan kantor 

d. biaya barang danjasa, 

e biava promosi, 

f. biaya depresiasr; dan 

g. biaya umum dan administrsi lain-lain 

Biaya non operasional sebagaimana dimaksud terdiri dart 

a. Draa bunget 

b. biaya administrasi bank 

biaya kergian penjualan aset tctap, 

d. biaya kerugian penurunan nilai kurs; dan 

e. biaya non operasional lain lain 

Seluruh pengeluaran biaya BLUD UPT PAM Dinas Pekerjaan 

Umum. Penataan Ruang, Peramahan awasan Permukiman, dan 

Pertanahan Provinsi Riau yang bersumber dilaporkan kepada Pejabat 

Pengelola Keuangan Dacrah ( K D )  

=Seluruh pengeluaran biaya Bi UT PAM Dinas Pekerpaan U m r  

Penataan Ruang, Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan 

Provinsi Riau yang bersumber dilakukan dengan menerbitkan SPM 

Pengesahan yang dilampii dengan Surat Pernyataan Tanggang awab 

(9PT.JI 

Format5r1) dan format laporan pengeluaran) sesuai peraturan rig 

berlaku 



Pengeluaran biaya BLUD UPT PAM Dinas Pekeriaan Urun 

Penataa Rang_Porumahan, awasan ermukiman, dan iertanahan 

Provinsi Riau diberikan fleksibilitas dengan mempertimbangkan 

volume kegiatan pelayanan 

loksibi/itas pengei ran biaya  merupakan pengeluaran braya yang 

disesuaikan dan signifikan dengan perubahan pondapatan dalam 

ambang batas A yang relah ditetapkan secara definitit 

Fleksibilitas pengeluaran biaya BLUD UPT PAM Dinas Pekerjaan 

mum, Penataan Ruang, Perumahan, Kawasan Permukiman, dan 

Pertanahan Provsi Riau hanva berlaku untuk biava BLUD Up pAM 

Provinsi Riau yang be asal dari pendapatan sclain dari APBN,/AD 

d am n  hibah terikal 

Dalam halterjadi kekurangan nggaran. epala BL 0 U T  AM Dinas 

eker aan Umurn enataan Ruang Porumahan. hawasan 

Permukiman, dan Pertanahan Provinsi Riau dapat mengajukan 

anggaran kepada Gubernur iau melalui Kepala Dinas Pekerjaan 

Umum. Penataan Ruang, erumahan, Kawasan Permukiman, dan 

Pertanahan Provinsi Riau unruk menutup kokurangan anggaran 

Ambang batas RBA ditetapkan dengan besaran prosentase 

esaran prosentase ditentukan lengan mempertimbangkan fluktt +si 

kegutan operasional 

Besaran persentase dietapkan dalam RBA dan Daftar Pelaksanaan 

ngggaran 1DP) BLUD UPT PAM Dinas Pekerjaan Umum, Penataan 

Ruang_ Porumahan. Kawasan Permukiman, dan Pertanahan Provinsi 

Rinu oleh 4PD 

Persentase ambang batas tertentumerupakan kebutuhan yang dapat 

rukur, dapat 

cipertanggngjawabkan 

6.4 PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN BADAN LAYANAN UMUM 

DAERAH 

Unit Pelaksana Teknis Dacrah yang menerapkan BLUD menysun 

Rencana ismis nggaan 1A] engatu pada Renstra 

RBA dsuun beraarkan 

anggaran berbasis kinerja, 

b. standar satuan harga, dan 



kebutuhan belanja dan kemampunn pendapatan yang diperkirakan 

akan diperoleh dari layanan yang diberikan kepada pelanggan/ 

olftaker hibah hasii kerja sama dcngan pihak lain dan/atau hasi 

usaha lainnya, APED, dan sumber pendapatan BLUD lainnya 

berorientasi pada pencapaian output dengan penggunaan sumbe 

lava searae'sre 

Standar satuan harga merupakan harga Satan setiap unit 

barang/jasa yang berlaku di suatu daerah 

Dalam hal BLUD bchum mcnyrusu standar satuan harga, I D 

menggunakan standar satuan harga yang ditetapkan oleh Keputusan 

G u b c r n u r  Rieu 

Kcbutuhan belanja dan kemampuan pendapatan merupakan pagt 

belanja yang irinci menurut belanja operasi danbelanja modal. 

RBA +neliputi 

a. ringkasan pendapatan, belanja dan pembiayvaan 

b. rincian anggaran pendapatan, belanja dan pembinynan, 

perkiraan harga, 

RBA menganut pola anggaran fleksibel dengan suatu presentase 

ambang batas tertentu 

Rngkasan pendapatan, Delanja dan pembiayaan rnerupakan 

nekasan pendapatar bciama dan pembnavaan. 
4 

Rincian anggaran pendapatan. belanja dan pembiaaan. merupaka 

rencana anggaran untuk seluruh kegiatan tahunan yang dinyataka 

dalam satan uang yang tercermin dari rencana pendapatan. belanja 

dan pembiayaan 

Perkiraan harga, merupakan esimasi  harga jual produk barang 

dan/atau pasa setelah memperhitungkan biaya per satuan dan tingkat 

margin yang ditentukan seperti tercermin dari Tarif Lavanan 

Besaran persentase ambang batas, merupakan besaran persentase 

perubahan anggaran bersumber dari pendapatan operasional yang 

d perkenankan dan ditentukan dengan mempertimbangkan fluktuasi 

kegiatan operasional L U  

Perkiraan maju erupakan perhitungan kebutuhan dana 

antuk tahun aggaran berikutnya dari tahun yang direncanakan guna 

memastikan kesinambungan programdan kegratan varg telah 



diseujui dan menjadi dasarpenyusunan anggaran tahun berikutnya 

Pendapatan BLUD diintegasikan dikonsolidasikan ke dalam 

RKA SKDD pada akun pendapatan daerah pada kode rekening 
kelompok pendapatan asli daerah pada jenis lain pendapatan asl 

daerah yang sah dengan obyek pendapatan dari BLUD 
B3clanja BLUD yang «umber dananya berasal dari pendapatan BLUD 

dan sisa lebil perhitung mn anggaran BL D, 
diintegrasikan /dikonsolidasikan ke dalam RKA SKPD pala akun 

belanja daerah ang selanjutnya dirinci dalam l 
. . satu) program, 

lHsatu} kegatan. 1 (satu) output dar nis belanja 

Belanja BIUD dialokasikan untuk membiayai program 

peningkatan pelayanan serta kegaran pelayanan dan pendukung 

pelayanal 
Pembiavaan BLUD diintegrasikan/dikonsolidasikan ke dalam RKA 

sPD selanjutnva diintegrasikan ikonsolidasikan pada kuT 

pembiayaan pada Satuan erja Peng olaan cuangan ) a c al  selakt 

Bendahara Umum Daerah 

BLUuD dapart melakukan pergeseran rincian Delana) sepanjang 

idak melebihi pagu anggaran dalam jenis belanja pada DA, untuk 

seianjutnya disampaikan kopada PKT 

Rincian belanja dicantumkan dalarn A 

RBA diintegrasikan / dikonsolidasian dan merupakan kes@tan dari 

RKA, 

RA beserta RBA disampaika kepada PPKD sebagai 

enang APED PPKD penyusunan rancangan peraturan daerah 

menyampaikan RKA beserta RBA. epada tin anggaran peme intah 

daerah untuk dilak an penelaaha 

Hasil penelaahan antara lain digunakan sobagai dasar pertimbangen 

alohas: data AD untuk BLUD 

Tim anggaran pemerintah daerah m e n a m pa i k a n  kembali RKA bserta 

RBA vVang telah dilakukan penelaahan kepada pPKD untuk 

dican mkan dadan rancangan peraturandaerah t en tang APED at g 

selanjutnya ditetapkanmenpad raturan Darah tentang A0D 



mengikuti tahapan dan jadwal proses penyusunan dan penetapan 

4PBD. 

Ketentuan lebih lanjut mengen pc y sunan, pengauan, penetapan 

perubahan RBA BLUD UT PAM Dinas Pekerjaan Umum, Penataan 

Ruang, Perumahan. Kawasan Permukiman, dan Pertanahan Provins 

Riau diatur dengar erruran Gu 

6.S PELAKSANAAN ANGGARAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH 

LLD UPT PAM D inas ekeryaan mum, Penataan Ruang 

Perumahan, awasan Permukiman, dan Pertanahan Pr o  ins at 

menvusun DPA berdasarkan peratuan daerah tentang APD untu 

diaukan kepada PPKD DPA BLU n em u a t  pendapatan belanja dan 

pembiayaan 
PD menesahkan DPA sebagai dasar pelaksanaan anggaran 

BLUDDPA-BLUD vVang telah disahkan oleh PPD menjadi dasar 

pelaksanaan anggaran yang bersumbet dari APBD 

Pelaksanaan anggaran vang brsumber dari APD) igunalan untuk 

belanja pegawad, belanja modal n belanja barang dan/atau jasa 

yang mekamismenya dilakukan sesuai  dengan ketentuan peraturan 

pe undang-undan@an 

Pelaksanaan anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2 

dilakukan secara berkala sesuai dengan kebutuhan yang telah 

ditetapkan, dengan memperhatikar. anggaran kas dalam pPA, dan 

nem perhitungken 

a. Junlah kas vang tersed 

b. proeksi pendapatan da 

€ proves penge uaran. 

Pelaksanaan anggaran dengan melampirkan RBA 

DPA yang telah dishkan dan RBA menja lampiranperjanjian kinerja 

yang ditandatangani oleh Gubcrnur Riau dan pemimpin BLUD UPT 

PAM Perjanjian kinerja) merupakan manifestasi hubungan kerja 

antara Gubernur Riau dan pemimpin LUD, ang dituangkan dalan 

crjajian kinerja [contractual;performance agreement) 

Dalam perjanjiar kinera, Gubernur Ria menugaskan perimpi 

BLUD U 'PT  PAM Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, 

Perumahan, hawasan Permukiman, dan Pertanahan Provinsi Ria 



untuk menvelenggarakan kegiatan pelayanan umum dan berhak 
mengelola aa sesuai yang tercantum dalam DPA-BLUD 

Perjanjia kinerja, antara lain memuat Kesangupan untuk 

meningkatkan 
a. kinerja pelayanan bag masyarakat 
b. kinerja keuanga, 

manfaat bagi masyarakal 

Dalam pelaksanaan anggaran. pemimpin BLUD UT PAM 

Dinas Pekerjaan UJmum. Penataan uanlg, Perumahan, +awasaT 

Permukiman, dan Pertanahan Provinsi Riau menyusun laporan 

pendapatan BLUD, laporan belanja BLUD dan aporan pembiayaan 

DLUD secara berkala disampaikan kepada PKD 
Laporan dengan melampirkan surat pernyataan tanggung jawab yang 

ditandatangani oieh pemirpin BLUT U TT  PAM Dinas Pekeraan mum, 

Penataan Ruang, Perumahan. Kawasan Permukiman, dan Pertanahan 

Proia +Kiau 

erdasarkan laporan yang melampirkan surat pernyatan tanggun8 

jawab sebagaimana dimaksud ayat [2J, kepala Dinae PUPRPPP Provins; 

Rau 

mene bitkan Surat Permintaan Pengesahan Pendapatan. Belanja dan 

embiavaan untuk disampaikan kepada PPKD. 

Berdasarkan Surat Permintaan Pengesahan Pendapatan. Belanja a 

embiayaan PPKD melakukan pengesahan dengan menerbitka Surat 

Pengesahan Pendapatan, elanja dan Pembiavaan 

Untuk pengelolaan kas B L U D ,  pemimpin BLUD UPT PAM Dias 

Pekerjaan Umum, Penataan Ruang Perurnahan, Kawasan Permukiman 

dan Pertanahan Provinsi iau membukarekening kas BLUD sesuan 

dengan ketentuan peraturanperundang-undangan. 

Rekening kas LuD digunakan u n tu k  menampung pe n c ri ma a n  dan 

pongeluaran kas yang dananya borsumber dari pendapatan HLUD 

Dal pengelolaan 3 I U D  

menyelenggarakan 

a. perencanaan penerimaan dan pengeluaran 

as 

b. pemunggutan pendaparan atau taghan, 

ponyimpanan kas dan mengel a rekening B3LUD; 



d. pembayaran 
e. perolehan sumber dana untuk mnenutup defisit jangka pendek; dan 
f. pemanfaatan surplus kas jangka pendek unruk memperoleh 

pendapatan tambahan 
Penerima.an BLUD dilaporkan setiap hari kepada pimpinan BLUD 
melalui pejabat keuangan BLUD lan pelaksaaan anggra LUL 

PT PAM 

Pe rmiman,  dan Pertanahon Pro ins; Ri a  melakukan pinata usahaan  

keuangan paling seikit mueual 

a pendapatan dan belanja; 
b. penerimaan dan pengeluaran, 
c. utang dan piutang; 
d. persediaan, aset tetap dan investasi; dan 

e ekui.as 

6.6 PENGELOLAAN BELANJA BADAN LAYANAN UMUM DAER 

Pengelolaan belanjn BLUD diberikan Fleksibiiitas dengan 

mempertimbangkan volume kegiatan pelayanan 
Fleksibilitas merupakan belanja y a n g  
disesuaikan dengan perubahan oendapatan dalam mbang batas RB 
dan DPA van@telah ditetapkan seara definitil 
Fleksibilitas dapat dilaksanakan terhadap belanja BLUD y a n g  

bersumber dari pendapatan BLUD dan hibah tidal terikat. 

merupeke besaran persentase realises; 

danDPA 
Dalam hal belanja BLUD T AM inas Peke r  aan /mum, Penataan 

Ruang, Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan Provinsi 

Ria.u melampaui ambangl. terlebih dahulu mendapat persetuyaan 

Gubermur iu. 

Dalam hal terjadi kekurangan anggaran, BLUD UPT PAM Dinas 

Pekeriaan mum Ruang. 

Permukiman, dan Pertaahan Pr winsi Riau mengjukan usuan 

tanbahan anggaran dar APD kcpada PP K D .  

Besaran presentase ambang baas sebagaimana dimaksud daam 

asal 86 avat (4) dihirung tanpa memperhitungkan saldo awalkas 



Besaran presentase ambang batas sebagaimana dimaksud pada avat 
(I] memperhitungkan fluktuasi kegiatan operasional, meliputi 

kecenderungan/tren selisih anggaran pendapatan B i U D  selaf 
APED tahun berjalan dengan realsasi z (dua) tahun anggaran 

sebelumnya;dan 
b. kecenderungan/tren selisih pendapatan 1IUD clan APBD dengan 

prognosis tahun anggaran berjalan 
Besaran presentase ambang batas seb a g a i m a n a  dimaksud pada ayat 

), dicantumkan dalam RE A danDPA 
encantuman ambang batas sebagar ana dimaksud pada ayat [] 

berupa catatan yang memberikan informasi besaran pp>senase 

ambang batas 

Presentase ambang batas scbagaimana dimaksud padaayat I 

merupakan kebutuhan yang dapat diprediksi, dicapai, terukur, 

rasional an dipertanggungiawa'kat 

Ambang batas sebageirnana diraksud pada ayal digunah.er 

pabila pendapatan BLUD IPT PAM inas Pekerjaan Umum, Penataan 

Ruan.g, Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan Pr0vs 

Riau scbagaimana Pasal 58 huruf a, huruf b, hurut c. dan huruf e 
diprediksi melobihi target pendapatan yang telah ditetapkan RBA dan 
DPA tahun vang dianggarkan. 

6.7 PIUTANG DAN UTANG/PINJAMAN 

BLUD U PT  PAM Dias Pekerjaan mun, Penataan Ruan.g 
n dan Pertanahan Provinsi Riau 

dapat mengelola pitang sehubungan dengan penyerahan barang 
jasa. dan/atau transaksi yang berhubungan langsung atau tidak 

langsung doengan kegiatan BLUD 

BLUD melaksanakan penagihan piutang pada saat piutang 
jatuh tempo, dilengkapi administras penagihan 
Dalam hal piutang sulit tertagih penagihan piuang diserahkan 

epada Gubernur au dengan meiampikan bukt yang sah 
iutang apat cdhapus secara mutlak atau bersyarat 
Tata cara penghapusan piutang diatur dengan Peraturan Kcpala 

Dacrah 

BLUD dapat melakukan ijamar /utang sehubungan dengan 
kegiatan operasional dan/ atau perikatan pinjaman engan pihak lain 



Utang/pinjaman dapat berupa utang/ pinjaman jangka pendek atau 
utang/ pinjaman jangka panjang 

tang/pinjaman jangka pendek) merupakan utang/pinjama 
yang memberikan manfaat kurang dant I (satu) tahun yang timbul 
karena kegiatan operasional dan'atau yang diperoleh dengan uuan 
untuk menutup selisih antara jumlah kas yang tersedia ditambah 
proyeksi jumlah penerimaan kas dengan proyeksi jumlah pengeluaran 
as dalam (saru] tahun anggaran 
Pembavaran utang/pimjaman jangka pendek merupakan kewanioan 
pembavaran kembali utang/' pinjaman yang harus dilunasi dalen 
tahun anggaran berkenaan 

Utang/pinjaman jangka pendek dibuat dalam bentuk 
perjanjianutang/pinjaman yang ditandatangani oleh pemimpin dan 
pemberi utang/pinjarnan 

Pembayaran kembali utang/ pinjaman jangka pendek) menjat 
tanggungiawab BLUD UT PAM Dinas Pekerjaan Umur. Penataan 
Ruang, Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan Provins 

Rind 

Mekanisme pengajuan utangrpmyaman 
denganPeraturan Cubermur iau 

BLUD wajib membayar bunga dan pokok utang/ pinjaman jangke 
pendek yang telah jatuh tempo 
Pemimpin dapat melakukan pelampanan pembayvaran bungn dan 
pokok sepanyang tidak metobihi nilai ambang batas yang telah 

diterapkan dalam RBA 
tang/pinjaman jangka panjang merupakan utang/ puaman yang 

memberikan manfaat iebih dari l 
satu) tahun dengan masa pembayaran kembali atas utang/pinjaman 
tersebut lebih dar 1 (saru] tabun anggaran 
Utang/pinjaman jangka panjang) hanya untuk pengeluaran belanja 

modal 
Pembayaran utang/pinjaman jangka Panjang) merupakankewajiban 

gka pendek} diatur 

kembal tag/pmnjaman po 

tang/pinjaman, bunga dan biaya lainyang harus dinasi pada tahun 
anggaran berikutnya sesuai dengan persyaratan perjanjian 

utang/ pinjaran yang bersang#utan 



Mekanisnme pengajuan utang/pinjuman jangka Panjangl 

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan 

6.8 INVESTASI, SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN DAN DEF1SIT 

ANGGARAN 

BLUD dapat melakukan investasi sepanjang memberimanfaat 
bag peningkatan pendapatan dan peningkatan pelayanan epada 
masvarakat serta tidak mengganggu likuiditas keuangan BLU 
dengan tetap memperhatikan rencant pengeluaran 
nwestasi berupan investas jangka pendek 

Investas; angka pende merupakan investasi yang dapar segos8 

dicairkan dan dimaksudkan untuk dimiliki selama 12 {dua belas) 

Dulan atau kurang 
investasi jangka pendek dapat dilakukan dengan mengoptimalkan 

surplus kas jangka pende 
pengeluaran 

lnvestasi jangka pendek) melipu 
a. deposito pada bank umum dengan Jangka waktu 3 {tiga} samp 

dengan 
2 (dua belas) Dulan dan/atau yang dapat iperpanang secara 

otornatis dan 
• surat berharga neg, jangka pe le 

Karakteristik investasi jangka pendek meliputt 

c dapat segera diperjuabe' an/dcairkan, 
d. ditujukan untuk manajemen ka an 
e .  instrumen keuangan dengan risiko rendah 

Pengelolaan investasi BLAD) UPT PAM Dinas Pekerjaan Umur, 
Penataan Ruang, Perumahan, Kawasan Permukiran, dan Pertanahan 

Provinsi Riau diatur denga Peraturan Gubernur iau 

6.8.1 Sisa Lebih Perhitungan Anggaran 

isa iobih perhitungan aggaran BL JD mcrupakan selisih Icbih antara 

realisasi penerimaan dan pengeluaran BLUID selama 1 (satu) tahun 

anggaran 
Si s a  Iebih perhitungan anggaran i L U D  dihitung berdasarkan laporan 

realisasi anggaran pada tsat) periode anggaran. 

Sise lcbih perhitungan anggaran LUD 
dapat digunakan dalam tar un anggaran berikutnya, zecua 

dengan memperhatikan rencana 



6.8.4 KERJASAMA 

Untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan, BLUD 

dapat melakukan kerjasama dengan pihak lain 

Kcrjasama), dilakukan berdasarkan prinsip cfisicnsi, efektivitas, 

ckonomis dan saling menguntungkan. 

Prinsip saling menguntungkan dapat berbenruk finansial dan/atau 

non finansial 

Kerjasama dengan pihak lain, meliputi 

a. kerjasama operasional; dan 

b. pemanfaatan barang milik daerah 

Kerja sama operasional dilakukan mclalui pengelolaan 

manajemen dan proses operasional scara bersama dengan mitra 

kerja sama dengan tidak menggunakan barang milk daerah. 

Pemanfaatan barang milik daerah dilakukan melalui 

pendayagunaan barang milik daerah dan/atau optimalisasi barang 

milik daerah dengan tidak mengubah status kepemilikan 

untukmemperoleh pendapatan dan tidak mengurangi kualitas 

pelayanan umum yang menjadi kewajiban BLUD 

Pendapatan yang berasal dari permanfaatan barang milk 

daerah yang scpcnuhnya untuk menyelenggarakan tugas dan fungsi 

kegiatan BLUD yang bcrsangkutan merupakan pendapatan BLUD. 

Pemanfaatan barang milik daerah mengikuti peraturan perundang 

undangan. Tata cara kerja sama dengan pihak lain diatur dengan 

peraturan Gubernur Riau. Pelaksanaan kerja sama dibuat dalam bentuk 

perjanjian. 

Rj, GUBHR NUR RIAU 

3////1ARIYANTO 
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LAMPIRAN I PERATURAN GUERNUR RAU 
NOMOR TAHUN 2024 
TENTANG 
POLA TATA 

STRATE0IS 

PELAYANA 
E.LAKSANA 

P» s  EI 

K L O L A  RENK ANA 

DAN STAANDA 

MINIMAL NIT 
I 'S 

RENCANA STRATEGIS 

BAB 1 

PENDAHULUAN 

L.1. LATAR BELAKANG 

l v a h  Provinsi Ria terdi dari 2 Kbupa e hoia duan 

sumber air Daku antar Kabupaten hota tidak mcrata. hal ini 

minum antar satu kabupaten lota dengan Kabupaten / Kota lainya. 

me ne ntal provms au t e h  re anakn 2 rogram $AM 

Regional di P si R u v a t  

1.  SPAM Region I Pekanba 

Pekanbaru dan Kah. Kampa 

2. SPAM Regional Durolis yang meibatkan pemerintah ota Duma, 

ab. Roan Hilr dan ab Bengkalis 

P o  sI Rieu h e t  l  le augean y AM mclah 

pogruran " ubernut Ria Noro ahun 2017 renrang rt ,. 

Pelaksaa Tekrs alet l nas kt a.an Umun .tar nataa uang 

Provinsi Riau 

Mengelol SAM egiona l  bukanlah hal yang m u d h  diperlukan 

profesionalisme yang mapan baik dari seg teknik, manajemer dan 

umber dava rm usia oleh karena itu Pemerintah Provi nsi Rau 

b e r e n c a r a u n t u k  merubah poia pengeiolaan euangan unit Pelaksana 

ekms engclotaan Ai Mium was  Poker @an L mum, Penataan 

Rang er imaha, a sar Perr imar d a n  Pertanahan Povir 

Ria (pr gM Dinas PUPRPPP Provinsi «ian] secara Sadan Lay mnan 

Umum Dacrah (BLUD) 

Pengelolaan keuangan (PT PAM Dias Pp9Pp Provinsi Riau 

etara BLUI sangat tepat. mengingat pola pelayanan air minum harus 

rhilksakan 4 jam scha 
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A p g  

KELOLA, RENCANA 

AN STANDAR 

MINIMAL UNIT 

pF Ne 

LAMPIRAN II PERATURAN GUBERNUR RIAL 

NOMOR AHUN 204 

ENTANG 

POLA A T A  

S T 4 / 0 4 5  

PEL AYANA 
PELAK SANA 

RENCANA STRATEGIS 

BAB 1 

PENDAHULUAN 

1 1  LATAR BELAKANG 

Wilayah Provins iau terdi dari 2 sabupaten / Kota diman 

sum be air bakeu antar Kabupaten / Kora tidak merata. ha ini 

beralibat pada adanya ketidal seimbanan dala pelayanan air 

mnumantar  satu kabupaten f kota dengan Kabupaten / Kota lainnya 

Mengingat keterbatasan air baku di wilayah Provinsi Riau, maka 

pen intah prov nsi Riau tel h mere cana 2 Program SPAM 

Regional di Provinsi Riau yaitu 

1. SPAM Regional an ba apar mchbatkan pemer mtah ota 

2. SPAM Regional Drolis yang meliharkan pemerintah otn Dmi, 

Kab. Rokan Hilir dan Kab. Bengkahis; 

Dalam rangka pens iolaan SAM Regional tersebuat emerintah 

Provins iau telah membemuh kelembagaan UPT PAM melalui 

Peraturan Guberur Rian Nomo 6 ahu 201 e tang n 

Pelasana Teknis pada inas Pe k e ri a a n  U m u m  dan Penataan Kuang 

Proving Rau. 

Mergelola SPAM Regional bukanlah hal yang mudah di pr  l u a n  

profesiomalisme yang mapan oak da segi tekmik, manajemen dan 

sumber daya manusia, olel k rena itu Pe erintah Provinsi Riau 

berencana untuk merubah pol pongelolaan keuangan mt Peiaisana 

ekmis Pengelolaa Ai Minum Dinas Pekerjaan Umum. enataan 

Ruarp Perurahan, Kawasan p, mukiman dan Pert har pe wins 

Riau (UT PAM Dinas PUPRPKPP Provinsi Riau secara adan Lavanan 

Umum Daerah HLUD) 

Pengeloiaan keuangan Up p4AM Dinas PUPRPPP Poinsi FRiau 

secara BLUD sanga t e a t.  mengingat poia pelayanan air mimum harus 

dilaksanakan 24 jam sehar 
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tapa putus, sementara sistem pengelolaan keuangan UPT PAM Dinas 

PUPRPKPP Provins; Riau sesuai dengan pola pengelolaan keuangan 

Negara dimana terda pat waktu jeda khususnya pada bulan Janus 

s/d Maret, dengan pola pengelolaan keuangan sccara BLUD, kendala 

terse but teratasi karena BL!D tidak perlu menvetorkan hasil 

pelayanan yang diberikan kepada masyarakat ke Kas Daerah 

Pola pengelolaan keuangan ecara BLUD memiliki berbagaijenis 

fleksibilitas, hal ini akan dapat meningkatkan pelayanan air curah 

epada para pelanggan/Offtaker (Perumda /PD»AM /UpTTy, pole 

pengelolaan kcuangan [PT DAM Dines UPRPKPP Provinsi Riau secara 

BLUD diatur dalam eratu an Menteri Dalam Negeri nomor 6l tahun 

2007 sebagaimana telah diganti dengan Peraturan Menteri Dalam 

Vegeri no. 79 tahun 2018 tentang Badan Layvanan t mum Daera 

mnempunyai fleksibilitas dalam pengelolaan keuangan, sebagai berikut 

a. Upp4MDinae ppppppp pouisi Riau dapat menggunakan dana 

yang iperoleh dari jasa barang yang dijual kepada rnasyarekat 

pel nggan/Otake 

operasion1alnya 

b. UPT PAM Dias PUPRPKDP Provinsi Riau dapat membuat utang 

piutang dalam operasional pelayanan ar bersih 

c UpT PAM Dinas PUpRppp poinst Riau danat menerima batruan 

dari APED, untuk menutupi biaya-biaya operasionalnya (0EX]  

dan/atau dana untuk pengadaan sarana dan prasarana tenknik 

(CAPEXN 

Fleksibilitas pengelolaan keuangan tersebut, akan membuat UP'T 

PAM Dines PUPRPDP provinsi Riau, bergerak lebih leluasa dalam 

memberikan pelavanan air curah kepada Perumda, PDAM dan UPTD 

ang enjadi pelanggan/Of~taker 

balah satu syarat penting u r t u k  menerapkan sister pengelolaan 

heuangan UPT secara Badan Lavanan Umum Dacrah (BLUDJ 

sebagaimana diatur dalam Permendagri nomor 79 Tahun 2018, adalah 

terscdianya Rencana Strategis (Rensrra). Untuk itu perlu disusun 

encana Strategis 5 tahun kedcpan (rahun 2024 2028] APT DAM 

Dinas PUPRPPP Provinsi Riau, adapun dasar hukum yang melandasi 

Penyusunan Rencana Strategis Up pAM Dinas PUPRPKpp proving 

Riau, adalah 

secara 1angsung, untuk menutup biaya 



a. Undang Undang Nomor I /  Tahun 2003 tentang Keuangan Negara 

b. Undang-Undang Nomar 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Decrah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2 1 ,  

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587 

c. Peraturan Pemerintah Noor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan 

Keuangan Daerah [Lembaran Negara Tahun 200 Noor 04, 

Tambahan Lembaran Negara Nomor 44578 

d. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Car 

Pengedalian dan valuasi Pelaksanaan Rencane Pembangunan, 

e. Peraturan Pemerinrah nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan 

Ats Peraturan Pere ntah Nomor 23 Tahun 2005 tentang 

Pengelolaan Kenangan Badan Lavanan Umum tLembaran Negara 

Republik RI Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara 

RI Nomor 4502), 

f. Peraturan Pemerintah Republk Indonesia N o o r  6  Tah» n 2005 

fentang edoman enyusunan dan Penerapan Standart Pelayanan 

Minimal 

g Peraturan Menteri Dalam Negen nomor I3 tahun 2006 tentang 

peelolaa euangan daerah 

h. Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 79 tahun 2018; Tentang 

adan uavanan Umum aerah 

Peraturan Gubernur Riau Nomor 46 Tahu 2020, entang 

embentukan Unit Pelaksana Teknis patda pada Dinas Pekerjaan 

Umum. enataan Ruang. Perumahan. Kawasan Perrukinan dar 

Pertanahan Provinsi Ria 

1.2 UNIT PELAYANAN DAN WILAYAH PELAYANAN 

Operas yang dilakukan UT PAM Dinas URPK Provins at 

adalah mengoperasikan SPAM Regional Pekan - hampar dengan 

apas1taster pasang 40Lt/det dan SPAM Regional Durolis dengan 

kapasitas terpasang 00 /det memberikan pelayanan air minum 

curah di wilayah Kota Dumai, habupaten Rokan Hilir dan Kabupaten 

Bengkalis 



Unruk wilavah Kota Pekanbaru dan Kabupaten Kampar akan 

dilavani oleh IPA kapasitas terpasang sebesar 40 /dt yang berlokasi di 

tesa teluk iienidai kabupaten Kampar yang Inerupaka cikal bakal 

dari pengembangan 8PAM Pekanbaru Selaran melalui anggaran APBN. 

Pada awalnya SPAM Reg»onal Pekan Kampar kapasitas 40 /det 

ini digunakan pemenuhan kebutuhan ai bagi masyarakat wilayah 

abupaten Kampar dan kota Pckanbaru sorta untuk menunjang 

penvelenggaraan PON tahun 2012 

Untuk wilayah Kota Dumai, Kabupaten Rokan Hilir dan Kabupaten 

engkahis akan dilayami 1PA urohs dengan kapasitas terpasang 400 

It/dt. pelavanan 1PA Durolis elavani Kab. Rokan Hilir baru Kot 

Dumai dan Kab, Bengkalis 

1.2.1. Kondisi eksisting pelayanan Perusahaan Umum Daerah 

(Perumdam) Tirta Kampar Kabupaten Kampar 

Pelayanan air minum Provinsi Riau di Kabupaten ampar 
meliputi 

1 IKK Tapung 4ulu 

• 'K Tapung 

3 lK Rubio Java Kampar Utara 

4 IKK Kampar Timur 

• IKK Bangkinang Seberang 

$ IKK Tambang 

7 IKK Koto Kampar Hul 

8. IK Taratak Buhuh 

9 IK Ok 

10. I Air rs 

11 IKK uOk Salo 

12. Langkinang ota 

13. IKK Kampar Kiri 

14. IK Gunung Sahilan 



Kapasitas Terpasang & Jumlah Sambungan 
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TOTAL 

• 

10079 

Sumber Buku Profit Kelembagaan SPA M Provinsi Ria 20.2 

Peta wilaah Kabupaten Kampar disajikan dalam foto dihawah ini 
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1.2.2. Kondisi eksisting pelayanan Perusahaan Umum Daerah Air 

Minm/ Perumdam Tirta Siak Kota Pekanbaru 

Unit pelayanan air minum Perumda Tira Siak Kota Pekanbaru 

erdiri dari 



1 Unit Tampan 

Unit Cabang Rumbai 

la pasitas erpasang d Junia.h Saum bun.gan 

Ka pasit Kapasita Jumla.h 

No. Unit Produkesi a • Sa mbung 

Terpast Terpaka n 

ng i Ruma.h 

It/det. (It/det.) (Unit) 

1 Unit Tarnpan 4 17 7005 

2 Unit Cabang Rumba 0 5 2.159 
80 27 

TOTAL 620 202 9.164 

umber Buku Profil Kelembagaan SPAM Provinsi Ria 20 

Kota Pekanbaru sat ini telh memiliki system penyedian 

a urn ang melayam masyarakat ota ckanbaru vat g 

d kell oleh Dahan saha m h i  pemerrtah daerah ota een 

baru vaita Perumdam Tira Siak Kora Pekanbaru. 

hingga saat ini sudah memihiki 

minum yang dibangun dan scluruhnya dibawah pengelolaar 

Perumdam Tirta Sia ota Pekanbaru. 

stem pervediaan an t  m u m  yang ada tersebut belum 

da at nclavan seluruh kebutuhan penduduk kota disehabkar 

apasitas yang d i m i i  masi terbata dar system pengolahat 

ang ada tidak seluruhnya beropeasi den;an kapasitas penu 

dan ada ula system var g  sarna sekali sudah tidak beroperasi 

arena berbagi had 





Kapasitas perencanaan yang dimihki instalasi pengolahan 

air {IPA} yang ada seluruhnya 660 liter/detik namun demikian 

actual kemampuan operasionalnya hanya mencapa 400 

liter/detik 

Wilayah pelayanan Perumda Tirta Siak Kota Pekanbaru 

masing-1asing wilavah dilava oleh IPA tertentu. v&tu Wilayah 

1.2.3.4 dan 5 dilayani oleh 1A Tampan yang memiliki kapasitas 

340 liter/detik scdangkan Wilavah 6 

Rumba/Limbungan 

dilavani oleh [pA 

Berikut disajikan tabel wilayah pelayanan dan jumlah 

l ah on tu + 4 8 l  
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Sedangkan peta jaringan pelayanan air minum Perumda Tirta 

Siak Kota Pekanbaru disajikan dibawah ini 

s 
·- 

• . .. 

.. 

­ 
t 

) 

1.2.3. Kondisi eksisting pelayanan Unit Pelaksana Teknis 

Perusahaan Air Mimum/ UPT PAM Kabupaten Rokan HIlHr 

Unit pelayanan air mimum di Kabupaten Rokan Hlir terdir dari 

Unit SPAM Bagan Siapiapi 

2. Unit SPAM Ujung Tanjung 

3. Unit SPAM Bagan Sinembah 

4. Unit SPAM Sedingin 

Kapasitas Terpasang & Jumlah Sambungan 

Kapasita Kapasita Jumla.h 
No. Unit Produlsi • • Sambugan 

Terpasang Terpal Rumah 
(It/det.) al (Unit) 

(t/det 

• 
Unit SPAM Bagan 4 . Tidal 

2 Sia piapi Unit $PAM 0 Bertungsi 
3 Ujung; Tanjung Unit 4 Tidak 

4 PAM Bagan 0 . erfungsi 
Sinembah Unit SPAM I Tidal 

sedinginan 0 Berfungsi 
5 Tidak 

Berfungsi 
TOTAL 9 0 9.16 

$ 4 

Suumber Duk Profil Kelembagaan SPAM Provinsi Ria 202l 



Sistem Penediaan Air Minum (PAM] Kabupaten Rokan Hlit 

ang telah dibangun adalah 

1. 83PAM Bagan Siapiapi 

2. SPAM Sedimginan 

3 SPAM Bagan Sinembah 

p4I m e t  4.  S  IN hi Jung r a r u n g  

Sebagian SPAM te s e a t  tidak lagi beroperasi yaitu $PAM 

bagan Siapiapi dan SPAM IKK jung Tanjung, data teknik SPAM 

K Ujung Tanjung. disajikan dibawah ini 

• Air baku yang digunakan berasal dari Sungai Rokan 

Unit air baku terdiri da 

+ +engunan intake 

+ Pompa t a e Q =  t  

+  Rumah genset l unit 

• Rumah sago 

2 2 W  2unit. 

• Pipa air baku HD dia 300 mm - 658 meter 

nit Produksi te riri dar 

A Pake kapasitas +( let. 

Pompa dist 91s s O det 22 KW 2 1it 

Rumah pompa. 

Rurnah genset 

Ruang ab. Ruang pembubuh bahan kimia 

Rumah jaga 

» nit distribus verdin dari 

Pipa H dia3 mm- .665 m, 

ipa HDPE din 250 m m  -  545 m, 

• 

Pipa HDPE dia 200 m m  -  1  108 m 

Pipa HDPE dia 90 mm 2.760 1a. 

Pipa HD9E Aia 63 m ++0 m 

00 



1.2.4. Kondisi eksisting Pelayanan Perusahaan Daerah Air Minum 

] PDAM Kota Dumai 

Unit pelayanan ar minuam di Kota Dumai terdiri dari 

Unit IPA Saudi man 

2. Uni+ IKK Mdang Kampai 

Kapasitas Terpasang & Jumlah Sambungan 

5umber. BkuI Prof~l elembagaan SPAM Provins Ria 202I 

1.2.S. Kondisi cksisting Pelayanan Perusahaan Umum Daerah 

(Perumda) Air Minum Tirta Terubuk Kabupaten Bengkalis 

Unit pclayanan air minum Provinsi Riau di Kabupaten Bengalis 
meliputi. 

1. Unit Rupat Utre 

Uni antan 

nit Rupat 

4, DAM Pusat B e g k at s  

5  Unit Dur 

Kondisi eksisting pelayanan Perumda Tirta Terubuk Kabupaten 

Bengkalis adalah sebaga berikut 



Kapasitas Terpasang & Jumlah Sambungan 

Kapasita Kapasita Jula.h 

No. Unit Poduksi $ • Sambunga 

Terpasan Terpakai n Rumah 
g (it/det.) (Unit) 

tit/det. 

Unit Rupat Utara 3 /det 

2 Unit PDAM Cab /det. 202 

3 Bantan Unit PDAM 20 I/det 349 

4 Cab. Ru pat Unit /det. 3 J8 

5 PDAM Pual 20 10 8 

Bengkahis Unit DAM /det. ydet 6.46 

Cab. DuTi 50 49 0 
/det ydef 

140 53 
/det. /det 

TOTAL 23 11 10.199 

3 2 

5umber Duk Profil Kelembagaan SPAM Provinsi Riau 20.2 

1.3. MAKSUD DAN TUJUAN 

Provinsi Riau disusun dan diterapkan dalam rangka penyelenggaraan 

urusar wajib Pemerintahan Dae th 

asar sesuaidengan perat ran perundang undangan yang berlaku 

Mak.sud disusunnya Rencana Strategis (Renstra) adalah 

a memberikan arah vang jelas atas pengembangan sistem pelayanan 

air Minum di masa depan di Provinsi i a u ,  khususnya patda wilayah 

penyaea ibukota Provinsi Rau serta terjaminnya hak masyarakat 

dadarn menerima pelayanan air M i u m  dari Pemerintah Dacrah 

b Sebagad pedoran untuk pencapaian sasarar yang lisesuaikan 

dengan visi, misi dan saran UT. PAM Dinas PUPRPKPP Provinsi 

Rinu Sasaran yang akan dicapad sebaiknva direncanakan terlebil 

dahulu secara strategis deism urn waktu jangha pendek 

nenengah dan jangka pa 1yang 

dengan Rencana Strategis / R e p e t l  

anajemen Up" PAM iras  PUPRPPP ProinSi Riau memihiki 

acuan dan target-target dalan  pe geiolan aset vang dimihiki dalam 

rangka optimalisasi pcngembangan pelayanan (pr pAM Dinas 

PUPRPPP provinsi Riau 



c Sebagai alat untuk menentukan jumlah anggaran yang dibutuhkan 

dalar rungka ruenyediakan pelayanan air minum, sehingga 

Rencana Strageg (Renstra) dapat menjadi dasar untuk 

menentukan kebutuhan pembiayaan daerah 

Sejalan dengan tujuan didirikannya UPT PAM Dinas PUPRPKPP 

Provinsi Riau maka fokus kegatan lembaga ini adalah memberikan 

pasokan air curah kepada Perumda Tirta Kampar Kabupaten Karper 

Perumda Tirta Siak ota Pekanbaru DAM ota Duma1, UPTD ab 

Rokan Hilir dan Perumda Tirta Terubuk Kabupaten Bengkalis 

dapun tujuan Rencana Srrategis (Renstra) UPT, PAM Dinas 

PUPRKPP Provinsi Hiau adalah sebagai acuan untuk mencapai 

sa1saran pembangungan pelayanan air Minum di wilayab 

penyangganya ibukota Provinsi F ia u  seara efisien dan efektif, 

1.4. ME'TODOLOGI PENYUSUNAN RENCANA STRATEGf 

Langkah langkah kerja penyusunan Rencana Strategis Bisnis 

(Renstra) mengikuti sistematika yang dimutai dari strategis jangka 

pendek, menengah dan jangka panjang. Dengan memperhatikan visi, 

us dan sasaran p DAM Dimas PUppp peovins Ria serta 

perngaruh kondisi internal dan eksternal Analsis SWOT selanjutnya 

menentukan langkah atau program dan sasaran yang akan dicapai 

dalam jangka menengah. Dilanjutkan dengan . penyusunan prognosu 

keuangan yang diperiukan untuk menguk 

implementasi rencana strategis bisnis UT pAM Dinas PUPRPK 

rovIns Riau sccara menyeluruh vang dinilai dari beberapa indikator 

euang8tu 

Metodolog penyusunan prognosa kcuangan dilakukan secara 

parsial per unit kerja UPT PAM Dinas PUPRPPP Provinsi Riau yang 

akan mengelola Spam Regional Pekaun Kampar dan SPAM regional 

DUOLIS, berikut ini yang dimaksud dengan pola penyusunan secara 

parsial 

d Penyusunan prognosa keuangan SPAM Regional Pekan Kampar 

e Penyusunan prognosa keuargan SAM Regional Durolis 

f Rekapitulasi tKompilasi) prognosa keuangan SPAM Regional Pekan 

hampar dan Durolis 



BAB 2 

GAMBARAN UMUM 

UPT PAM DINAS PUPKPKPP PROVINS! RIAU 

2.1. Latar Belakang 

UPT PAM Dinas PUPRPKPP Provinsi Riau merupakan unit kerja di 

bawah pada Dinas Pekerjaan rum Penataan Ruang, Per mahan, 

awasan permukiman dan Petanahan Provis Riau yang scuula 

dibentuk berdasarkan Peratu n Dacrah Provinsi Ria Nomor 18 

Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Dacrah 

Prov ns Rau dan Peraruran Gubernar Rian Nomor 4 tahun 2016 

tentang Pembentukan dan Sus nan Per «ngkat Daerah Provinsi RRiau. 

Berdasarkan RTR Provins; Rau tahun 018 

ovins Rau adalah 87 03 66 hm 

Jumlah pendudul Provinsi Riau berdasurkan data Badan Pusat 

Statistik (BPS Provinsi Riau ahun 2021 tercatat sebanyak 6,493.603 

iwa terdiri dari Laki laki 3.324 737 jiwa dan perempuan 3.168.866 

Kabupaten dan ota dalam wilayah Provinsi Riau berjumiah 12 {dun 

belas Kabupaten dan Kota, yaitu 

a. Kabupaten Kuantan Sengingi 

Kabupaten indragiri Hilir 

c. Kabupaten Indrag Hulu 

d Kabupaten Pelalawan 

e. Kabupaten Sink 

f. Kabupaten Kampar 

8. Iabupaten Rokan Hulu 

h. Kabupaten Rokan ilir 

Kabupaten Meranti 

Kota Pekanbaru 

k. Kota Duma 

2038 luas wilavah 



Dari abupaten dan Kota tersebut, belum seluruhnya memiki 

PDAM maupun Peurmdas selau pengelola pelavanan air mum 

kepada masyarakat di wilayahya masing masing 

2.2. Kelembagaan 

9DAM yang telah beroperas sampa dengar tahun 2022 aelah 6 

P A M ,  namun scbagan besar 9DAM terebu asih mengalami 

berbaga kendada dalam operasionalnya salah satunya keterbatasan 

pasol.an air Daku, terkait dengan hal tersebut maka Pemerintal 

Daerah Prov rsi Rau bekerja sama dengan Satker PK AM dan Bala 

Wayah Sugai Provingi Rinu telah melakukan upaya investasi yang 

diperlukan. 

alah satu hasil erjasamna tersebut adaah terbangunnya Siter 

penyediaan air minum regional Pelan Karnpar dengan kapasitas 

erpasag 40It/d den rag dalam roses pemoe gunan $PAM purolis 

(Kota Dumai, Kabupaten Rolan Hilir dan Kabupaten Bengkadis] dengan 

kapasitas keseluruhan yang di rencanakan sebesar 

! 500 It/dt yang akan dikelola oleh Pernerintah Daerah Provinsi iau 

yang telah dibangun sampai dengan akhir De@ember 2021 adalah FT 

PAM Dinns PUPRpp Provinsi Riau dan lembaga akan 

Litirgktka sister pengelolaen keungau sera badan Lavena 

Umum Dacrah. 

2.3. Organisasi dan Tupoksi 

Pelaksana Teknis Pengelolaan Ai Minim 'UT PAM] berdasark.an 

Peraturan Gubernur Ria Nomor 46 tahu 00 tentang Pembentukan 

Unit  Pelaksana Teknis pada Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang 

Kawasan Permukiman dan Pertanaha Provinsi Rau Struktur 

organissi UPT PAM Dinas PUPRPKPP Provinsi Riau sesua denga 

Peretara Gubernur Provinsi Riau tersebut diatas adalah sebagai 

berikt 



BAGAN 

ORGANISAST 

UPT PAM 

DINAS PEKERJAAN UMUM PENATAAN RUANG, PERUMAHAN, 
KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN 

PROVINSI RLAU 

Kepale DPT 

PAM 

' ' 
Kasuba.g Tata Ki Pereda.and.an Kai Monitoring 

Pereihatarn Ar 
den 

Lahe Evaluasi 

' engevelusi 
Peagelola do%am dan inerja Pen@evaluasi 
Pegram 

' 
Pogram dan 

dan e atan Kinerje 

' 
Pengawar agar 

' Pengadrinistra utilita Pegelola 
si 

' 
Monitoring 

Uram Tekii Peralata da Evaluasi 
' 

d Mein 

Peyaur 
' Renoana Pengelol Tekoloi 

Ke "atan dan 
dan informal 

' Penzell Tknolif 
dan informai 

Kepala PT PAM Dina8 PRPKPP Provinsi Riau bertanggung jawab 

langsung kepada hepala pada Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang 

Perumahan. Kawasan Permukiman dan Pertanahan Provinsi Rint Kepala 

Sub Bagian dan Para Kepala Seksi berada dibawah dan bertanggung jawab 

langsung kepada Kepada UPT PAM Dinas PUPRPK,PP Provinsi Riau 

Tugas dan fungsi masing-masing jabatan sesuai dengan Fasal I3 

Peraturan Gubernur Riau No. 46 Tahum 200 temtang Pembentukan Jnit 

Pelaksana Teknis pada D a s  kerjaan U m m ,  Penataan Ruang 

Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanuhan Provinsi Riau dengan 

rinriamn tugas sebagai berikut 

1. Kepala I PT PAM Dinas PUPRP\pp proinsi Riau mempunyai tugas 

Melakukan koordinasi, fasilitasi dan evaluasi pada Subbagian Tata 

/saha Seksi penyediaan dan Pemeliharaan Air ersih dan Seksi 

Monitoring dan Evaluasi 



Untuk melaksanakan tugas Kepal UT PAM Dinas PURPKPP 

Provinsi iau menyelenggarakan fungsi; 

a. penyusunan program kerja dan rencana operasional pada UPT PAM 

Dinas PUDRPP Provinsi Riau, 

as1h1La8l dar 

pclaksanean koord1ast. 

hasil pclaksanaan 

b. penyelenggaraan 

tugas di ingkungan [pp pAM Dias PUpRpk,pp poinsi RiL 

pemantauan, evaluasi dan pela poran 

pelaksanaan tugas sosuei dengan uuas yang telah dilaksanakan 

kepada Kepala Dias dan 

d. pelaksanaan rugas kedinasan lain yang diberikan Kcpala Das 

sesuai tugas dan fungsiya. 

2. hcpala Sub Bagian Tata Usaha mnempunya tugas 

a. merencanakan program/kegiatan dan penganggaran pada Sub 

bagian Tata Usaha 

b. membagi tugas, member; petunjuk dan memeriksa hasil 

pclaksanaan tugas bawahanilingkungan Sub bagian Tata Usah, 

c. melaksanakan koordinasi penusunan Standar Operasional 
Proscdur 

d. mengagendakan dan mendistrbusikan su at menvurat 

e. melaksanakan fasiitasi administrasi epegawaian administrasn 

keungan, pentasahaan dan pelayanan masyarakat 

t. melaksanakan koordinasi pen sunan Analisa dabatan Analisa 

eban Kerja, peta jabatan, proyeksi kebutuhan pegawai, standar 

8 melaksanakan pengelolaa kearsipan dan dokumentas 

h. melaksanakan penyusunan keburuhan, pemeliharaan sarana da 

prasarana kantor, kebersihan, keindahan, keamanan dan 

ketertiban kantor 

melakukan perantauan, evaluasi dan membuat laporan 

pelaksanaan tugas dan kegiatan pada Subbagan Tata Usaha. den 

nelaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan sesua 

tugas dan fungsinya 

3. Kepala Seksi Penyediaan dan Pereliharaan Air Bersih mempunyat tugas: 

a. merencanakan program/kegiatan dan penganggaran pada Seksi 



Penyediaan dan Perneliharaan ir Minum, 

b. membag ugass, memberi petunjuk dan memeriksa hasil 

pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Seksi Penyediaan dan 

Pemelharaan Air Minum. 

c. menyusun petunjuk teknis s t: n d e  pelayanan penggunaan ppa 

transmisi dan distribust utama, 

d. melakukan operasional dan pemeliharaan air rninum sesua 

lengan prosedur dan ketentuan yang berlaku untuk mendukung 

kelancaran pelaksan&an ugat 

e. melakukan pendistribusian an minum sesuai dengan prosedur dan 

ketentuan yang berlaku untuk mendukung kelancaran 

pelaksan«an uges 

melakukan pengembanpan sistem pengolahan air minum sesuai 

dengan prosedur dan peraturan ang berlaku untuk 

pertanggungiawaban kinerja dan rencana yang akan datang, 

g. melakukan pemanauan, evaluasi dan memouat laporan 

pelaksanaan tugas dan kegiatan pada Seksi Penvediaan dan 

Pemeliharaan Air Mmum. dam 

h. mnelaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan sesua 

tugas dan fungsiya 

4. Kepala Seksi Monitoring dan Evaluasi mempunyai tugas 

a. merencanakan program/kegiatan dan penganggaran pada Seksi 

Monitoring dan Evaluasi 

b. membagi tugas, memberi petunjuk dan memeriksa hasi 

pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Seksi Monitoring dan 

Evaluasi, 

c. menyusu petunjuk tekmis standar pelayanan penggunaan pipe 

transmisi dan distribusi utama; 

d. melaksanakan pemantauan da n  evaluasi pelayanan air minum, 

e. menindaklanjuti dan mclaporkan hasil penanganan keluhan 
pelanggan /O[faker; 

f. mencatat pemakaian air minum pelanggan/Offtaker, 

g. meiakukan pemantauan es Jaasi dan membuat laporan 

pelaksanaan tugas dan kegiatan pada Sekst Monitoring dan 

Evaluasi, dan 



h. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan sesua 

togas dan fungsinya. 

2.4. Keuangan dan Laporan Realisasi Anggaran 

Scsuai dengan Derendagri noror 79 Tahun a2018 Laporan 

keuangan pokok disajikan melalui sistem akuntansi y a n g  berlaku pada 

emnerintah daera, Laporan keuangan y a n g  miliki PT PAM 'inas 

PUPRPk'pp provinsi Riau adalah Laporan Realisasi Anggaran Tahun 

20.23 bulan Desembe 

Lapora Realisasi Anggaran [LRA]Thu 2023 

Sampai dengan disusunnya Rencana Strategi Binis (RS1) ini 

UT PAM Dinas UpR Provinsi Riau belum memperoleh penerimaan 

uang dari PDAM Kab. Kampar maupun PAM Kola Pekanbaru 

seluruhnya berasal dari 4psp provinsi Riau berikut laporan realisasi 

4 4  
%  %,  

------------�·-��-�---••a•a••a•-•a•a•·a•a••� - 

' 

anggaran (LRAJ Dulan Desember 2023 

Cat@tan atas Laporan Realisasi Anggqran[IRA]_tahn 2023 
rggaran Terseia dari APED TON Niau tahun 2023 sebesa Ro 

1 .0 0 4. 7 3 0. 0 0 0. -- ,  dengan nilai realisasi s/d Desember 2023 sebesar RD 

8.297 723.226,- equivalent dengan 7 4 0 %  berikut rinciannva 
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Penielasan lebih lanjut terhadap rendahna realisasi anggaran tersedia 

adalah sebagai berikut 

Realisasi belanja barang da jasa ari pagu anggaran sebesar Rp 

7.604.735.666,-- sampai dengan akhir Desember 2023 direalisasi 

sebesat R. 9.372.829.592,-- equivalent dengan 8 1 , 1 4  %. 

Reahisas bclanja modal, dari pagu anggaran sobesar Rp 

1 ,6 3 1  900.408. sampai dengan akhir Desember 2023 direalisasi 

sebesar Rp. 692,987.560.-- equivale dengan 42 4 7 %  

2.5. Tujuan 

Tujan pembentukan 'pr A Dinas PUPRPKPP Provinsi Riau 

dengan pola pengeiolaan keuanan sc a r a  BLuD adalah unruk 

peningkatan pelayanan air curah kepada pelanggan /O/taker dengan 

herga CrJaangNau kacna tdaks mengutamakan keuntungan, namun 

tctap dikelola dengan prinsip cfisiensi dan efektif mengurangi beban 

1PBD dalam pembiayaan pelayanan air carah bagi pelanggan/oltaker. 

karena keterbatasan dana APB), sementara banyak bidang lainnya 

va t.g  masih memerlukan pendanaar dar APED 

2.6. Tugas Pokok dan Fungsi 

UPT PAM Dinas PUPRPKPp Provins Ria bertugas 

nclaksanakan kcbakan penvelenggar8an pclavanen umum dedan 

bidang air curah di wilayah ibukota Provinsi Riau dan khususnya 

Kota vang melalui sistem 

perpipaean dengan menganut pola pengelolaan keuangan BLUD dan 

nenerapkan organisasi tata laksana, tata kerja dan akunrabilitas 

dengan prisip cfisien den efektf. 

Adapun tugas-tugas yang dilakukan oleh 'PT PAM Dinas PUPRPKPP 

Provirsi Rtau antara lain. 

a. Penyelenggaraan perencanaan dan pelaksanaan tugas pata 

Subhagian Tata Usaha, Seksi Penvediaan dan Pemeliharaan Air 

Bersih dan Seksi Monitoring dan Evaluasi 

koordmast dan fsilitas dalam 

penyelenggaraan tugas dan fungsi pada Subbagian Tata Usaha, 

Seksi Penvediaan dan Perneliharaan Air curah dan Sek8i Monit0rig 

dan Evaluasi 

transmisi dan distribust utama 



d. Penyelenggaraan operasional produksi pengelolaan Air Curah 

e. Penvetenggaraan distribusi hasil produksi Pengelolaan Air Curah 

t Penwelenggaraan pemantauan, evaluasi dan pelaporan dalam 

rangka penyelenggaraan tugas pada Subbagian Tata Usaha, 

Penyediaan dan Dereliharaan Air curah dan Monitoring dan 

Evaluasi; dan 

g Pclaksanaan fungs lamn vang diberikan epala Dinas terkait tugas 

dan fungsinya. Unruk melaksanakan tugas tersebut UPT PAM Dinas 

PUpPpp provinsi Riau berfungsi sebagai penanggung iawab 

penyelenggaraan pengembangan pelayanan air curah maka beberapa 

kegiatan penting yang akan dilakukan, adalah. 

a. menyusunencana Strate@is Bisnis penyelenggaraan 

pngembangan penyediaan air Curahdi wilaya 

ibuota Provins dan sekitarnva 

b. menyusun Renoana Bisnis dan Anggaran (RBAJ tahunan; 

c. mengelola keuangan mencakup pendapatan dan belanja kas 

utang, piutang, barang. aset tetap, investasi; 

d. menvelenggarakan sister informasi manajemen keuangan dan 

auntans termasuk menyusun laporan keuangan 

e. melaksanakan kegiatan teknik, meliputi kegiatan merencanakan 

merehabilitasi. memantau dan atau mengevaluasi sister fisil 

(teknik, 

f. mengawasi dan membimbing tenaga teknis dalam operasi 

pemeliharaan dan rehabilitasi sarana air curah, 

g mnengelola administras hubungan 

pelanggaan Oftaker dan peralatan; 

h. menyelenggarakan pemerisaan internal atas pengeolaan Up'T 

AM Dinas PUPRPKPP Provinsi iau dan sekitarnya; 

i. melaksanakan kegiatan pelatihan, penyuluhan dan penelitian / 

pemneriksaan kualitas air 

memberikan informasi mengenai program air minum kepada 
masyarakat, seamenjelaskan mengenat prosedur dan tad~t ara 

mendapatkan air IuuI. 

Didala menjalankan operasionalnya sesuai engan peraturan yang 

ditetapkan serta fungsi UPT PAM Dinas UDR"KP Provinsi Riau 

bag<i penyedia air curah yang ijual anpa mengutamakan mencari 

keuntungan maka Up PAM Dinas PUPRPp Provinsi fRi a u  akan 
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Total Ivestasi SPAM Regional Durolis sampai dengan 33 esember 

2021, sebesar Rp. 561.654,818.206,- dengan rincian sebagai berikut 
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BAB 3 

VISI, MISI DAN SASARAN 

3.1. VIsi UPT PAM Dinas PPRPKPP 

Provins Ria: 

is U T  PAM D i a s  UPRPPP Provins Ri a u  

Terwujudnya Pelayanan Ai M mum rang berkualitas dan profesion; 

bagi asyarakat Rieu 

Mis UPT PAM Dias UPRPKPP Provinsi Rieu 

a. Menyediakan dan meningkr an pelayanan air curah li Po nsi 

Riau secara berkesabungan melali pcsayanan prima, 

b. Memproduksi dan mendistribusikan ai r  curah sesuai dengan 

¢ Menelenggarakan pengelolaan air curah dengan menerapkan 

teknologi yang tepat; 

d Memberikan pelayanan er curah dengan tarif yang terjangkau 

e. Meningkatkan k u a l i t. s  SDM agar a p u  berkreasi dan 

berinovasi secara professional 

f Menjalankan aktivitas usaha dengan sclalu menjaga 

keseimbangan lingkungan dan elestarian air baku 

3. 2  Sasaran 

Memberikan manfaat untuk kepentinga umum melali sistem 

eneliam air minum yang b 

dengan mengedepankan profesionalitas yang menjaga keseimbang;a 

ngkurugan dan kelestarian fungsi s mber dava tir 



BAB4 

ANALISA SWOT 

(STRENGHT, WEAKNESS, OPPORTUNITY AND THREATHNESS] 

Analisis SWOT [ketor inte as dan eksternal merupakan anadisis  van 

digunakan antuk mengetahui kondisi di dalam unit usaha [internal dan 

kor disi di lua 

erkembagan (PT PA D i m: s  P UP R K I P  Proinsi Riau di masa depan 

Indikator kondis; internal meliputi keknatan dan kelemahan yang 

dimiliki oleh organisasi bersangkutan. Dengan memahami kondisi internal 

pihak pcngambil keputusan akan mudah untuk menetapkan langkal 

memperkeeil iclemahan yang d i m il i k i  atau mengembangkan organisasi 

sesuai dengan keuatan ang dimiliki 

Demikian juga Indikator kondisi c#sternal meliputi peluang dan 

aneaman. diperlukan pengetahuan yang mendalam dar organisasi te hadap 

peHuang dean ancaman dengan selalu berkomurikasi dengan semua 

stakeholder untuk menetap#an langkah yang akan diambil 

Dengan mmngacu kepada analisis inter a d eksternal ng dil kakan 

Dna,s PUPRRPK Provinsi Riau juga k nenggnnakar metode yang sama 

der ga organises; SPAM pada umumny 

4.1 Analisis Faktor Internal 

Sehagaimaa ya tg di k «an o le h  organises, $PAM pada 

umumnya, untuk mengetaui t k. o  internal yang meliputi kekuatan 

dan kelemahan dapat ditinjau dar (empat) indikator yairu, aspek 

tekik uangan, organisasi das sumber daya manusia serta aspek 

piayanan peianggan dan masyaralat. Naman demiian, arena 

kondis9i 1T DAM Dimas I PRPPP roinsi Riau baru dibentuk pada 

tahun 2016 dan diterapkan secara penuh pada pertengahan tahr 

2017 maKaanalisisfaktor internal tidak dapat ilakukan sebagaimana 

uumnya yang dilakukan antuk organisasi Ang 

kondist UPT PAM as PUPRPKPP Provinsi Riau dengan tetap 

merperhauikan ke empat faktor internal vang akan dianalisis 





Aspek Organisasi 

dan Sumber Daya 

Manusia 

Aspek Pelayanan 

Pelanggan 

Sumber daya 

manusia yang akan 

mengoperasikan 

SPAM Regional 

Provins Riau telah 

berpengalaman dan 

berkualitas 

Dasar hukum 

pembentukan UPT 

PAM Dinas 

PUPRPKPp Provinsi 

Rau telah telah 

ditetapkan 

berdasarkan pergub 

Riau no.46/ 2020, 

sehingga memenuhi 

syarat untuk 

diproses 

sebagai BLUD 

Pelayanan air curah 

telah 

Dilakukan pada 

beberapa 

pelanggan/offtaker 

Positif 

Positif 

4.2 Analisis Faktor Esternal 

raktor laktor est« senantiasa tigu akan dalam 

anahisis $PAM pada umumnya lapeu t e t a p  digunakan dale or g sa s t  

UP" DAM Dimas PUPRPPP Provinsi Riau yang dibentuk berdasarkan 

Peraruran Gubernur Provinsi iau Nomor 46 Tahun 202020 tentang 

Pembentukan Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Dinas Pekerjaan 

mum Penataan Ruang. P amahan, Kawasan Permukiman damn 

Permahan Provinsi Riau. Terdapat 4 (empat) indikator aktor 

eksternal vaitu, aspek 

daerah, aspek dukungan pemer tah daerah dan pRD; an aspe 

hukum 

Analisis faktor eksternal akan disesuaikan dengan kondisi UP" PAM 

)inas PUPRPKPP Provinsi Riau dengan tetap memperhatikan lima 

FAKTOR EKSTERNAL KONDISI SAAT INT NILAI 





Aspek hukum Tidak ada kendala 
serius dari sudut 

regulasi karena 
kesepakatan ­ 
kesepakatan antara 

pomerintah Provisi 

dengan 

pemennta 

h Kabupaten/ Kota 
telah 

ditanda tangani. 

Positif 

Analisis faktor internal menunjukkan keseimbangan antara 

positif den negatif, sementara analisis faktor eksternal memiliki bobot 

positif dan tidak ada bobot 

at mi menunjukkan, bahwa dari sis 

inte na menggambarkan adar a kekuatan dan kelemahan yang 

seimbang sementara faktor eksternal memiliki nilai kektatan pent h 

dan nyaris tidak ada kelemahannya 

Faktor sumber daya manusia dan aspek teknik, khususnya 

ketersediaan sumber air bakt dan jaringa Ires0is mash 

memburuhkan pengembangan sehi ggadi masa dcpan UP PAM Dias 

UPRDP Provinsi Riau aan dapat memanfaatkan peluang pasan 

atau melakukan pengembangan secara menyeluruh. 

Sementara itu analisis aspek ksternal menunjukkan terdapat 

peluang untuk berkembang yang akan dimiliki olch Up pAM Dinas 

PUpRPPP poinsi Ria 

Dari kedua analisis ini disimpulkan bahwa pembentuk Up pAM 

Dinas PUPRPKPP Poinsi Riau akan mampu meningkatkan pelayanan 

ai mimun Perumda Ti+ta Kampa Kabupaten Kampa Perumde Tirta 

Siak Kota Pekanbaru, UPT PAM Rokan liir DAM Kota Dumai dan 

erumda irta Terubut Kabupaten enpkahis 

4.3 Matrix Strategi dan Program Bidang 

Degan temperhatikan analisis faktor internal dan eksternal 

dimana strategi umum yang akan dilakukan acaleh mclakukan apaya 

peningkatan kapasitas terpasang serta penetrasr pasar unruk 

meningkatkar volume penjaln, maka oeberapa stratcgi bidang tclah 

ditentukan. Matriks strategi bidang sebagai analisis stratgi bidang 

dibangun dari analisis SwOT diatas, aitu memadukan antara masing­ 

masing elemen SWOT 



dukungan ' euanpan dari Pemerintah sat 

(Kementerian PUPR] dan Pemda Provinsi Riau, Pemerintah Kora dan 

Kabupaten sangat kuat, sehingga memungkmkan pclavanan air 

curah di wilayah ibu kota Provinsi dan wilayah penyanggannya 

akan dapart dilakukan secara penuh optimalisasi kapasitas 

produksi teiah SPAM Pekan Kampar direncanakan menjadi 0OD 

lt/dr dengan dukungan dari Satker PK PAM Provins Riat, an ntk 

8PAM Regional Durolis sebesar 1 . 0 0  Ir dt 

Sumber daya manusia yang masih butuh pelathan nxrun disisi 

lain dimlikiya dukungan pembiavaan dari pemerintah, sehingge 

untuk pengembangan sumber daya manusia tidak perlu diragukan 

lagi dengan demikian peluang untuk retakukan peningkatan 

perjuadan da pat diperoleh dengan makin tingginya kualitas sumber 





BAB 5 

PROGRAM PENGEMBANGAN 

5.1 Strategi Pengembangen 

Program pengembangan UPT PAM Dimas PUPRPPP Provins 

% untuk ma s  5  (lima] ta h u  

kajian analisis SWOT dan 

k depan tclah disusun berdasarkan 

ondisi terkini dilapangan L tuk 

mereahisasikan progran yang telah ditetapkan dalam upayanya 

encapai sasaran pengembangan asaha jangkKa pendek, maka 

program aspek teknik dan non-teknik dibutuhkan 

dapun program ang akan dilakukan ada b [ima tahun ke depan 

oleh UPT pAM Dina« PUPRPP Provins iau adalah sebagai berikut 

• Melaka ka oordinasi dengan sel uh stakeholder yang turut sert; 

n g u a n  SPAM d Prov ns Riau 

tuk secepatnya rnenyelesaikan permasalahan penandatanganan 

kescpakatan lamyutan (eranan Kerjasama antar cpala Dinas 

yang diperlukan sebugai asar dimulainva operasi pelayanan air 

h dengan da«ungen egalitas ang jelas 

• Melakukan perbaikan dan menambah kelengkapan unit distribusi 

untu dapa mendistribusikan 

ringkat kchilangan air dalam poses prouuksi dn «distribusi yang 

rendah 

Melakukan pemeliharaan dan penarbahan jaringan transmisi 

untuk mengalirkan air carah ke Perumda. PD A M  dan UPTD yang 

akan menerima pasokan a e a h ,  oemeliharaan unit jar tga 

perpipaan transmisi juga per a dilakukan untuk neniaga ingat 

kehilangan air yang rendah 

+ Melakukan program ; ngembangan sumber daya mamust 

• Penvempurnaan penetapan Ip pAM Dinas PUPRP,PP Proving; 

Riau, termasuk persyaratan administrasi seperti Pola Tata Kelola 

Rencana Strategis Bisnis Renstra Bsnis] Standar Pelayanan 

Minimal dan surat pernyasaan 8anggup 



• meningkatkan kinera pelayanan, keuangan dan manfaat bagi 

masyarakat serta surat pernyataan bersedia diaudit secara 

• 

independen 

PenyusunanNeraca Awal(Prognosa Laporan Keuangan) UPT. PAM 

Dinas PLPRPDP prov nsi Ria 

• Metengkapi SDM UPT PAM Dias PUPRPPP Provinsi Rio ses ai 

dengan kebutuhan 

Meningkatkan kapasioas manajemen dan karyawan UT PAM 

as PUPRPPP Provins Ra 

5. 2  Sumber Pembiayaan Investasi 

Surber pembiayaan investasi rencana pengembangan jangha 

pende akan diperoleh ari sumber dana pemer ntah pusat APBN dan 

PBD Provinsi surplus usaha yang 

dihasilkan oleh UPT PAM Dias PUPRPPP Proinsi Riau pada abun 

berjalan juga merupakan sumber pembiayaan yang dapat digunakan 

untuk membiayai investasi yang dibutuhkan 

Per nendagri No. 79 tahun 20 18 tentang badan Layaran Unum 

Daerah meny ·butkan ahwa sumber pendapatan Up" pAM Dias 

PI PRPKPP Provinsi R i a  dapat d e r o l e h  da 1PB; berupa 

pendapatan dari otoritas kredit ggaran peme ah dacrah bukan 

dari kegiatan pembiayaan APBD. Sementara it. sumber pendapatan 

dari APB8N merupakan penerimaan bantuan dari APBN dalam rangka 

peas~naan dekonsentrasi dan /atau tugas pembantuan dan laun­ 

lent. 

Surplus asaha merupaka se li s i s t  dar pendapatnn an biaya 

opcrasonal, dimana U, DAM As PUPRPKpp povinsi Riau 

aka mnemperoieh 

pendapatan utamanya darijasa layanan berupa imbalan air curah 

yang dijual kepada DAM. Untuk mnemproyeksikan seluruh 

pembiayaan yang dibutuhkan dalam rangka pengembangan SPAM 

termasuk didalamnya pc dapatan dan biaya operasional nruk masa 

5tahun didepan akan disajikan dalam prognosa lporan keungan 

dalam bab6. 



BAB 6 

PROYEKSI LAPORAN KEUANGAN 

6.1 Metode Penyusunan 

Dalam n e n yv u s u n  proveksi laporan keuangan dalam Rencana 

Stratcgi ini 

sebagamana dikchendak oleh Permendgri nomor 7 Tahun 2018. 

sebaga berikut 

Permendagri nomor· 79 Tahu 2 0 1 8  pasal 16 (3) Prognosa/proyeksi 

aporan euangan dalam Rencana Strategis (RENSTRA] terdiri dari 

e Proposal Proveksi Neraca 

Sementara dalam pasal yang sw avat +) ditetapkan 

Prognosa/ proycksi laporan keuangan sebagamana dimaksud 

pada ayat [3, diperuntukkan bagi SKPD atau Unit erja y a n g  baru 

dibentuk, dengan berpedoman pad standar akuntansi yang 

diterbitkan oleh asosiasi profesi akuntansi Indonesia 

6.2 Asumsi-asumsi yang digunakan 

Dalam Penyusunan Prognosa Proveksi keuangan yang tercantum 

dalam RS terdiri dari 3 buah laporan yaitu 

proveksi Arus Kas 

Proveksi Laporan Operasionad [Laba Rugi) 

Poveksi Neraca 

Pensajian proyeksi laporan keuangan tersebut sesuai dengan 

yang ditenukan dalam Perm ndagri Nomor 79 thun 2018, aiu 

sajikan secara accrual basis kecuali untuk laporan arus kas yang 

isakan secara cash basis walepun dalam po nendagr aporan 

rusks initiak diwaibkan untuk disajikan namun dalam rangka 

memudahkan penyusunan Rencana Bisnis Anggaran [RBAN, naka 

laporan aruskas disajikan dalam Rencana Srrategi (Renstra) ini 



Asumsi asumsi 

proyeksi keuangan 

dasar ang 

AM L 

hlgunakan dalam men 

UPRPpp povins Ria 

sun 

'aa dasarnya asumsi sums yang igunaian (alam 

mnemproveksikan lay ran argaan pr AM F i n a  PHURKP 

pe ·hirungas teknis dala 

pen elolaan SPAM tahun 202. berikut p njelas 

A. Aset tetap (Investasi) dan sumber pembiayaannya 

Aset tetap disajikan scbesar nilai perolehannya dan aset tersebut 

diharapkan akan memberikan manfaat ekonomi bagi UPT PAM 

Dinas PUPRPPP Provinsi Riau, bagi aset yg tidak lagi memberikan 

manfaat ekonomi dikeluarkan dari proyeksi keuangan ini 

Penyusutan aset tetap dihitung sesuai dengan ketentuan 

per pajakan yang berlaku, dengan kisaran prosentase berkisar 

antara 5%s/d 50 

% per tahun sesuai dengan jenis asetnya 

Aset yang dicatat adalah aset untuk pembangunan dan 

pengembangan SPAM yang akan dikelola oleh UP PAM Dinas 

PUPRPPP Provinsi Riau yang terdapat di SPAM Regional Pekan ­ 

Kampar dan SPAM Regional Durolis 

B. Pendapatan 

1. SPAM Regional Pekan Kampar 

n g  iguana tan oo d a sa r a n  pada csar an t a » if  

t a ra Peme ntah Daereh Propins Riu 

dengan Pemda abupaten lampar dan Kora Pekanbaru antuk 

PAM Regional Pelan Kampar pada tanggal 24 September 

tahun 2021, adapun besaran arif ang telah disepakati 

bersam adalah Harga al kepada Perumda Tirta hepat 

Kabupaten Kampar dar r mda Tirta Si k iota Pekanbar 

elah scbesa Re 2 900 oe m.3 

Poveksi pendapatan penjualan an kur mn aktu tahun 

1 7 9 1 9 0 8 9  adanv peredaan 

Sedangkan proyekst 

air sebes Ro 

pendatata 

202 2028 sebesar R. 1 8. 3 3 9. 0 6 7  

penerimaan tang d a ri  heasil peyual 

penerimaan uag disebab au sistem pembayaran dilakukan 

seteah 



pembacaan meter induk (dibayar pada bulan berikutnya) 

behisih tersebut merupakan piutang aT PAM Dinas PUPRPKPP 

Provins iau epada para peianggan erumda Ai Minum 

endapatan merupakan perhalian antare volure ir 

teriual dengan tarif sang disepakat sedangkan volume air 

terjual sangat torgantung pada apasitas terpasang dan 

kemampuan penyerapan oteh pihak Perumda, untuk itu telah 

disepakati bahwa pada tahan 2023 dari kapasitas erpasang 

seDesar 40 ht/dt akan diserap scbcsar 2O /di an pada tahun 

2025 sebesar 3u t'dt, sedangkan ntu t a hu n  b e r ik a t n v a  

terserap seluruhya +0 it l 

Untuk lebih jelasnya berikut disajikan tabel terkait 

dengan pendapatan dan penerimaan uang dari hasil penjualan 

air ( pT  DAM Dinas PUpRpp Provinsi Riau kepada Pernmda 

Air Minu 

ASUM.SI A8UM8I PEANDAPATAN SPAM REGIONAL PEKAN - AMP AR 

450 4  450$1PN4A1AN SAM REGINAL PAN+MM A 
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2. SPAM Regional Durolis 

Besaran tarif pelayanan air curah SPAM Regional Duroiis 

scbagaimana berikut ibawah ini 

+ Tarif Air Curah DAM Kota Duma sebesar • 2. 8 5 0.  m  

Tarit Ai C u r a h t  AM Kabupaten okan H il i r  gebesar Rp 
183. m 

Kabupaten Bengkalis sebesar p. 2.895,-/m 

Taril pelayanan Air Curah DAM Kota umai dan (PT PAM 

abupaten rokan ilir telah discpakati semontara tart 

pelayanan Air Curah Perumda Air 



Minum Tirta Terubuk Kabupaten Bengkahis saat in dalam 

poses penetapan dan telah terhitung sebesar Fp. 2.89 M 

Tigkat penyerapan SPAM Regional Durolis dan nilai nominal 

penjualan pada masing- nasing pelanggan disajikan dair 

abel berikut ini 

Tabel Proyeksi Penyerapan Air Curah SPAM DUROLIS 
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C. Penerimaan Subsidi APBD 

1. Pengoperasian SPAM Pelan - Kampar 

engoperas±an $PAM Regional Pekan Kampar memerlukan 

beban operasional yang besar antara lain untuk pengadaar 

barang dan jasx 

UT nasih diperlukan subsidi da AP+3D 

untuk iru disamping pembiavaan vyang 

Provinsi Riau sebesar p. 5.76.500.000, ntui kur .n 

waktu tahun 20 s/d DO8, dengan penielasan rincian per 

tahuan anggaran. sebagai beriku 
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Adanva kebutuhan subsidi lebil oleh 

pasitas terpasang ke il yang hanya +0 it/dt berbeda SPAM 

Regional Durolis yang memiliki kapasitas yang Desan 

2. Pengoperasian SPAM Regional DUROLIS 

Dalam pengoperasian SPAM Durolis, UIPT PAM Dias 

PUPRPpp pinsi inn memerluka subsidi APBD unruk 

auan 202+ sd 2028 an untuk ahun-tahun benikutnva 

tidak lagi dipe kan subs1d 

Adapun besaran kebutuhan subsidi APBD tahun 2024­ 

2025, disajikan dalam tabel berikut ini 
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Proveksi bcban mengacu 

perhitungan teknis serta pengalaman yang terjadi di UPT BLUT) 

AM Provinsi Riau Sumber da n a  bcban operasional berasa dari 

4PBD dan dari U P T  PAM Dina U P R K P  Provins Ria, porsi 

sumber dana Ur PAM &disesuaikan dengan kemampuan 

euangan Upp PAM dan sisanya akan ditutup dari dana APBD 

r e i n  lebih lanyut atas asumsi beban operasional disajikan 

dibawah ini 



1. Beban Variabel 

A. Biaya Energi 

1. SPAM Regional Pokan Karpar 

Leban energi (Listntk, DBM, olie sudah diperhitungkan 

dengan aany infl si sebesar 0,3% perbulan dihitung 

arat anuitet Sehingga beban energy rata 

ahun adlah 

ta pet 
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B. Biaya Bahan Kimia 

1. SPAM Regional Pekan Kampar 

a ummum Sulfat 

kimia per m 3  air produksi berdasarkan perhitungan 

tesnik adede 

sebagau berikut 

[Doissh 20 • 1L4 l 
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Berdasakan Ste lar pemakainn aha I 

sebagaimana disajikan paa tabe] diatas mska beban 

bahan lmia s cl a m a  kurun wakru tahun kedepan 

adalah 

., 

8 

'• 

a 0 

I .. 

tr a 

l 

al 

Catatan 

Didalam harga bahan kimnia tersebut sudah termasnk 

estimasi terhada lasi ang dihitung secara bulanan 

amuter 

2. SPAM Regional DUROLIS 

Sesue dengan perhiungan teknik hahan kimia yang 

digunakan dalam proses pengolahan air SPAM Regional 

Durolis ndaal 
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Catatan ; 

Ddalaum harga bahan 

c t i m a s  terhadap fla 

r.a terscbut sudah termasuk 

ng dihitung sccara ulaman 

dengan besaran 0.3% perbulan dan dihitung secura 

au1ten 

C. Biaya Pemeliharaan 

1. SPAM Regional Pekan Kampar 

Pomeliharaan sarana d a n  prasarana tekmi sang8l 

diperlukan dalam rangka mempertahan pelayanan air 

bersih kepada pa r a  pelangs annva, proveksi beban 

pemeliharaan, iperhitungkan dengan nilai in#las 

rincian sebaga brikut  

Tahun 2024 beban pemeliharaan rata-rata Rp 

94,867 Tahun 2025 beban pemeliharaan rata-rata 

Rp. 

147,509 ahun 22026 beban pemeliharaan rata 

rat Ro 

203877 Tahun 2027 beban pemeliharaan rata 

ata Rp 

2 339 Tahur 2028 beban pemeliharaan rata­ 

rata 

219.07 

Rp 
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2. SPAM Regional Durolis 
Beban pemeliharaan sarana dan prasarana teknik $PAM 

Regional Durolis pada Dulan pertama tahun 2024 

diperhitungkan sebesar mp. 105,-- per m3 air terproduksi, in 

scsua dengan kajian tenaga ahli teknik 

Terhadap bcban pereliharaan diperhitungkan cniken 

inflas sebesar 0.30° perbulan hitung secara anuitet. 

beriku rincranva 
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D. Beban Tetap 

Beban tetap yaitu beban yang besarannya tidak tergantung 

pada umlah zr terproduksi maupun air terdistribusi terdiri 

dari Beban Pegawai darn Beban Unum dan Administrasi 

1. SPAM Regional Pekan Kampar 

• Beban Pegawai 
Beban pegawai ang diperhitungkan dalam RSB 

berdasarkan pada anggaran vang terseia dalam DA 

dan LRA p PAM Dias PUPRPPP Provinsi Riau 

ta a an 2023 

kenaikan gaji/honor sebesar 10% [Berdasarkan 

Pergub yang ditetapkan pada tahun berjalan) pada 

akhir tahun 2023. berikut rinciannya 

Tah un 202 gebesa Rp 360 000 0 ,  

Tahun 2025 sebesar Ro 396 000.000­ 

Tahun 2026 scbeswr Ro 4 5  600 000 

Tahun 2027 3e esat Ro 479 160.000.­ 

Tahun 2028 gebesat Rp 270/6 000 



• Beban Umum dan Administrasi 

Beban amum dan Amastrasi adalah heban 

operastonal schar - r diantaranva. ban Intrik 

Kantor Pusat beban perjalanan dinas, beban 

makan minum dan lainnva berikut 

disajikan rincian beban umum dan administrasi 

kur.an w a k t  cahun 2024 s/d 2028 

2. SPAM Regional Durolis 

incian Beban pegawai 

ntuk b abun k. le pan 

Tahun 2024 scbe sat 

Tahun 202, sebesat 

Tahun 2026 scbcsa 

Tahun 2027 scbesart 

Tahun 208 scbcsa 

$PAM Regional Durolis 

Rp 516 000 000.-­ 

R. 516.000.000. 

Rp. 567.600.000.-­ 

RD. 567 500.000,-­ 

Rp. 624.,360.000.-­ 



6.3 Proyeksi Laporan Keuangan 

aporn keuangan Sadan ay an Uram aerah sebagamane 

dimaksud dalam Permendagri Nomor 79 Tahun 2018 terdiri dari +jemits 

vaitu 

a. neraca yang menggambarkan posisi keuangan mengenai aset 

kewajiban, dan ekuitas dana pada tanggel tertentu 

b. laporan operasional (Laba Rugi) yang berisi informasi junlah 

pe lapatan dan biaya BL s ama stu periode; 

c. laporan arus K a  yang menyajkan informasi as berkatan d e n ge r  

aktivitas operasional, investas dan aktivitas pendanaan dan/arat 

pembiayaan yang menggambarkan saldo awal, penerimaan 

pengeluaran dan salo akhir kas seiama periode tertentu. an 

d.catatan atas laporar keuangan yang berisi penjelasan naratif atau 

rincian dari angka yang tertera dale laporan keuangan 

Sejalan dengan asumsi-as msi i uv e st a s i  dan beban operasiona Up 

AM Dinas PUPRPKPP Provinsi Riau, sebagaimana disajikan d ia t a s ,  

maka proycksi keuangan kurt 

rinci disajikan dibawah ini 

kt ahu 2024 sd 2028 g a t e  

L  SPAM Regional Pekan Kampar 

A. Proyeksi Neraca 

attar yang menyaiikan asct 

:ew u rb a n  ian mode as 

Kekayaan yang tercantum dalam proyeksi neraca adalah 

ast acar dan ase tidak ianear yang sumber danany8 

berasal dar+ 4pN Agn 4pp, umber dana perolehan aset 

terscbut akan te anrum sebagai modal (ekuitash, 

sementara kewajibn idak dapa dihirung. karena dadarn 

RSL ini e se i r u a  hava operasional dasams«an 

Piutan u s .h a  terjadi karena pembeli air curah memakai 

air terlebih dahulu dan setelah dibaca veter nluk untuk 

mnengetahui volume pemakeian air, secara auntansi 

dicatat scbaga piurang dan di asumsikan pembararan 

uar berikutnva berikut d i s a a r  



pr¢ eksi neraca kurun waktu thun 2024 s. d  2028 [Dala 
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8. Proyeksi Laporan Operasional [Laba - Rugi) 

roveksi Laporan Operasional (Laba - Rugih. aala suatu 

pendapata 

ope asiona! UFT PAM Dinas UPRPkpp poinsi Riau ka r  m  



waktu tahun 2024 s / d  2028 

Pendapatan UpT pAM Dinas PUPRPk,Pp Provins Rian berasal 

dari2 sumber an 

• Hasil jasa layanan air curah kepada PDAM PDAM seiaku 

pel.nggan, pendapatar diperoleh dar perkalian volume air 

terjuad dengan tar ya d. be  akuka 

• Subsidi yang berasal dari 4PD Pr winsi Ri a u  subsid 

tersebut diperlukan untuk menutup kekurangen lhuictas 

untuk kesinambungan pciavanan aur minum epada +DAM­ 

DAM 

Subsidi APBD bukan untuk menutup kerugian yang diderit 

AM Dinas PI PK, Provinsi Riau tetap antui 

membanru menu up ke k  rangan likwiditas UF AM 

Berikat disajikan prosetgi aporan Operasional 'Laba Rug 

JP pAM Dinas Pt PRPPP Pro si Riau periode tahun 2024 

sad 2028 
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C. Proyeksi Laporan Arus Kas 

Laporan arus #as adalah suatu daftar yang menyajikan 

penerimaan dan pengcluaran tang Sara cash [tuna dalam 

pengelolaan UPT PAM Dinas PUPRPKPP Provinsi Riau kurun 

waktu tahun 2024 .d  20228 

Terdapat perbedaan antara laporan Operasiona {Laba-ugi) 

denga laporan rs yang disebabkan oleh had-had sebagei 

berikurt 

Lalam poran operasional (lala 

pendapetan yang merupakan perkalian volume air terjual 

dengan tarif, sementara di dalam laporan arus kas 

tercantum penerimaan uang dari piutang, artinya tidak 

semua pendapatan aalab penerimaan ang, sebagitn 



masih belum ibayar oleh pelanggan tercatat sebagai 

putang 



• Dalam laporar ope asior al { L a b a  -  git, disajikan biaya/ 

beban operasional termasuk didatamnva penyusutan aset 

tetap sementara di dalam laporan arus kas penyusurnn 

idak tercatat karena bukan merupakan pengeharan 

an.g 

Jurigh 
2027 

TAHUN 

2026% 
s.,----- R A I A N  

Berikur disajikan laporan arus as k u r u  w ar t u  tahun 202 s. 202& 
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1. SPAM Regional DUROLIS 

Procksi lapoarn keuangan SPAM Regional DUROLIS, ku an wakt 

tah. n 2024 s/d 2028 disajikan dalam tabet berikut 

A. Proyeksi Neraca 
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PRYEKSI NERACA 

U R A L A N  TA4UN 
202¢ 202 2028 

A5ET 

Aset lase 

Kas/5eta.as 

4 8 I  
Pe et 

+9.89.8 

198374 

64016 % 

79.90000 
8 34626 

4+ 8 

353 
i· . . " - 

. . , 

• 

561.654.818l 

267.482 644 
282.932538 

30406218 
7 9 300  "  
56.,14.826 

146! 

8. 

ge 

ssussl sstssasus] 
17%51335, 23533774 
385.151 514 576.3117.079 

ssz.is siissl  

46 218 39406 718 
7 9. 900. 000  79 900. 
5613464 5% 34,826 

455.88 /12465.88 
85 

$02820.383 443 985.94.8 
503.428.655 444.578.463 

561.654.818 G1 64.818 

0 

Re 394% 1% 

o 799.000 

R 56134626 

2 1 4 % g 8  

Nii Buku Aet Tetap 
lumlah Aset Seturuhrs 

Kewaiban dan fqity 

ewaa 

Poulan Aset T 

Jurlah Aset Tetap! p 

Jumla Aset Lacs\Re. &0$.272 592515 347751% {7%%ii7 15449gq4 

• A 4 Ba  

pp+duke 

+ I0Np 

p i [ f4 4 4 4 f  

»  JUD. 

e l  

_ewibene'  
Equity 

Modal 

Surplus (Defis#t) 

00 

, 

ts/d Tahun ini Ro. (58.226.163)] (117.076.355 
Zeme[my_[Re. so±ssss ++sees> 

iroihowwren fay Rs.[so42a.sssl@is 

l 0 7 6 3 5 5,  4 4 8 8 0 3. 0 4 ,  1440048623 

(17~5sf Tc f f  T i  
sss2zssT 35.100.19 282.932.58l 
ii6s.0el sic.iss ! 5 8 s s  
-- ---- 



82 77.72 

le.518111 

281212 

3 8 8- .500  

86.658. 

2o2 

23083.530 
19450 

"HUN 

13895 

f5ms iii.rs[i67is~ 334553 

$732.013 
664.84 , 

URA!AN 

B. Proyeksi Laporan Operasional 

UT PAM PR0INSI RA 

$AM REGIONAL DUR'LS 

PR0Ye OPERA5INA (Lb/ Rgil 

Pendapatan 
endapatan Perjai Air 

PD4M Seng. 
.Pp4Mom Dam 

L0pg, g% viz6i 21gt4 72 l $088925 Tg 

%a»sass.iiii, isus] nT EE @Ni 

mitt Lia 
$ 1PB0 Ro. 1825.06 

-iii'eiiTf @] 

51..4 

15#¢ 

224200 

132% 

1,883,440 

4 2 3. 6 8  

5% . .60  

. 00  
00.9O 

,834.43° 

L. o8. r s  

204.198 

2085.954 

7$ 

a 

4 5. 8  

303° 

9.611 

115 

125.000 

Beerj Brr4 8er • 30.4¢ 

eta tp Re 5833443° 

0d 

8e3an9 ' 
ear Peg 

ey8a21g2125a18Pl 

eban 0perasion.al 

Bet a  teg/IN 

B a r ie  

365$.380.512 

I 

Ni (52161.858, 

80300795/ 64,433.951 lush 8ban /per ail 

Srpl [Defy 
-- ·- - 

7 . .  R6. /  $8226.1631] [58.850.192\% (55.949,437\, (53.528.831) 

«h u h  p. ,  (58.226.163) (117.076.355)/ 1173.025.792% [226.554.523% 

see mo,ours muons saunas»sea toms em 
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3.2. Kompilasi Proyeksi Laporan Keuangan 

Proyeksr atas laporan keuangan 3PAM Regional Pekan-Kampar dan SPAM 

Regional DUROLIS, bilamana dikompilasi, akan tergambar scbagai 

beikut 

a. Laporan Neraca (Kompilasi) 

(PT ADINAS EKRJAAN JUM DAN PENA1AN RUNG 

Roy1NsI RIAL 
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b. Laporan Operasional [Kompilasi) 
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c. Laporan Arus Kas (Kompilasi] 
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3.3. Analisa Atas Proyeksi Laporan Keuangan 

A. Tujuan analisa keuangan 

Terdapat beberapa tujuan dalam melakukan analisis laporan 

eaangan, antara lain 

Melalui perhitungan rasio keuuangan diharapiaan agar informasi 

yang terkandungdidalan aporan keuangan iebih mudah dibaca 

dan tatsnrkan 

Memudahkan untuk mengetahui posisi perusahaan di tengah 

industri lain 

Sebagai alat dalam pengambilan keputusan dan model prediksi. 

Mengukur standar perusahaan. 

Memudah merbandigken perusahaan dengan perusahaan lain, 

atau melihat perkembangan perusahaan secara periodik 

Lebih memudahkan perusahaan dalam meiakukan prediksi di 

naSa yang aka datang 

B. Jenis-Jenis Analisa Keuangan 

Rasio-Rasio Neraca 

Allah rasiorasio yg dist 

misalnya; Current ratio Ac 

la. data yg berasal da; neraca 

es rato (urrent assets o total 

assets ratio. current li Jibilitrig to toral assets ratio dan lain 

sebagainya. 

Rasio Statemen Rug-Laba 

Rasio-rasio yang disusun berasarkan income statements 

misalnya gross profit margin, net operating margin, operating 

ratio, dan lain sebagainya. 

Rsio. Rasio Antar Stateme cue gan 

dalah asio keuangan vang disusun berdasarkan Neraca dan 

data lainnya yg berasa dari income statement misalnya assets 

turnover, inventory tu nover receivables turnover dan 

sebagainya 

C. Analisa proyeksi Keuangan 

Tidak seluruh analisa aporan keuangan dapat disajikan dalam 

proyks Kcuangan UpT DAM rengingat keterbatasan pos pos yang 

torcanrum dalam proyeksi Neraea,  Proycksi Laporan Operasional dan 

royeksr Laporan rus Kas. oleh karena itu analisa keuangan yang 

dapat disajikan adalah sebagai b e ik u t  
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6.4 Catatan Tambahan Atas Proyeksi Laporan Keuangan 

A. Proyeksi Laporan Neraca 

- Dalam proyeksi neraca nampak bahwa nilai aset UPT PAM Dinas 

PUPRPKPP Provinsi Riau selama kurun waktu tahun 2024 s. d  

2028, terus mengalami penurunan, yang discbabkan oleh 

kerugian yang dialami dalam mengelola pclayanan air minurn 

epada PDAM-PDAM Pelanggan, sccara rmnc penurunan aset 

tergambar dalam penurunan nilai modal, yaitu 

Tahun Satuan Nilai Aset 
Akumulasi 
Kerugian 

2024 Rp 585 130.211 (54.183.430) 

2025 Rp 526 789.849 (58.340.362] 

2026 Rp 466.636.119 (60 153.729] 

2027 Rp. 404.189,880 (62.446.240) 

2028 Ro 339.643.665 (64.546 215) 

B. Proyeksi Laporan Operasional 

- Proyeksi Laporan Operasional (Laba - Rugi) menunjukkan bahwa 

selama kurun waktu tahun 2024 s.d 2028 UPT PAM Dinas 

PUPRPKPP Provinsi Riau akan mengalami kergian sccara 

akumulasi sebesar Rp. (291.076.881), yang disebabkan oleh 

tekanan bcban ponyusutan aset tetap dengan rincian sebagai 

berikut 

(dclam ribran Rn.) 

Tahun Satua 
Akumulasi 

Penyusutan 
Laba (Rugi) 

n 
Kerugian tan pa 

2024 p (54 183.430 (63.889.403) 9705 974 

2025 Ro (58.340.362) (63.889.403) 5549.04l 

2026 Rp (60.153.729) (63.889.403) 3735.674 

2027 Rp (62.446.240) (63.889.403) 1 443 164 

2028 Rp (64.546.215) (63.889.403) (656.812) 

Jumlah Rp. (299.669.976 (319.447.017) 19.777.042 

Tabel diatas menunjukkan bahwa kerugian yang diderita 

cenderung disebabkan oleh adannya tekanan bcban 

penyusutan aset tetap, bilamana di 



dalam beban operasional tidak diperhitungkan ponyusutan 

maka UPT PAM Dina8 PUPRPKPP Provinsi Riau akan mengalami 

keuntungan sebesar Rp. 19.777..042,-­ 

c. Proyeksi Laporan Arus Kas 

Proyeksi Laporan Arus Kas menunjukkan bahwa sclama kurun 
waktu tahun 2024 

s.d 2028 UPT PAM Dinas PUPRPKPP Provinsi Riau memiliki 

likwiditas yang cukup baik, hal ini nampak dari adanya sal.do kas 

(uang tunai) yang mcnunjukkan posisi plus, arena adanya subsidi 

dari APBD Provinsi Riau untuk menutup scbagian biaya 

operasiona] UPT UPT BLUD PAM Dinas PUPRPKPP Provinsi Riau, 

dengan rincian sebagai berikut. 

(dalam ribran Ro.J 

Arue Kas Masuk 
Judah arus 

Ta bun Satua Sub.id1 AP9D Jumah anus 
Saldo Kas 

Jaaaya.a Kas Keluar 

Modal Beban Oprs Kas Masuk 

rte 

20.24 Ro 2.300.000 2.089.500 26.904.836 11294336 24.034.256 7.260.080 

2025 p 500.000 883.500 30.012.208 31.395.708 25.906.80l 5.488.907 

2026 Rp 500.000 978.000 30.733.821 32.211.821 28.536.281 3675.540 

202 Rp 300.000 1.02500 30.793.955 32.366 455 30.923.292 1.443.164 

20.28 Rp 1167.000 30.793.9335 31960.955 3267767 656.812% 

Jumbah Rp 3.800.000 6.190.500 149.238.77% 169.229.275 142.018.397 17210.879 

Ri. GUBPR#WR RIAU 

S FJARIYANTO 



LAMPIRAN III PERATURAN GUBERNUR RIAU 
NOMOR TAHUN 2024 
TENTANG 
POLA TATA KELOLA, RENCANA 
STRATEGIS DAN STANDAR PELAYANAN 

MINIMAL UNIT PELAKSANA TEKNITS 

PENGELOLAAN AIR MINUM 

STANDAR PELAYANAN MINIMAL (PM) 

A. DASAR HUKUM 

Dasar hukum yang melandasi Penyusunan SPM ini adalah 

1. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah 

2 Peraturan Pemerintah RI Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan 

Keuangan Badan Layanan Umum 

3. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang edoman 

Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal. 

4. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan 
Minimal 

5. Peraturan Pemerintah nomor 122 tahun 2015 tentang Sistem Penyediaan 

Ar Mum 

6. Pcraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2007 tentang Petunjuk 

Teknis Penyusunan dan Penetapan Standar Pelayanan Minimal 

7 Peraruran Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan 

Standar Pelayanan Minimal 

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri no. 59 Tahun 2021 Tentang Penerapan 

Standar Pelayanan Minimal 

9. Peraturan Mentcri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan 

Layanan Umum Daerah 

IO. Peraruran Menteri Pekerjaan Umum Nomor 1/PRT/M/2014 entang 

Standar Pelayanan Minimal Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 

I I .  Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 492/MENKES/PER/IV/2010 tentang 

Persyaratan Kualitas Air Minum 

Standar Pelayanan Minimal yang sclanjutnya disingkat SM adalah 

ketentuan tentang jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan 

wajib daerah yang becrhak diperoleh setiap warga secara minimal. 

Admin
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Percrintah sebagai pelaksana kebijakan publik telah mengeluarkan Peraturan 

Pererintah nomor 23 tahun 2005 tentang Pengelolaan Kcuangan Badan 

Layanan Umum dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Noror 79 tahun 2018 
tentang Badan Layanan Umum Daerah, memberikan peluang bagi Satuan Kerja 

Pemerintah Daerah/ Unit Kerja (8KPD/UPT), yang memberikan layanan umum 

pada masyarakat, untuk lebih leluasa menentukan keputusan-kcputusan 

strategis dan operasionalnya schingga dapat melepaskan diri dari sekat 
birokrasi yang kadang justru menghambat pencapaian visi dan mis SKPD/UPT 

terse but. 
Standar Pelayanan Minimal (SPM) merupakan konsep misi yang diberikan 

oleh suatu organisasi/lembaga yang menyelenggarkan pelayanan jasa kepada 

pclanggan /Offtaker. Pembcrian ini merupakan kualitas minimal yang diterima 

oleh pelanggan/Offtaker saat menikrati jasa yang diberikan, dengan tujuan 

dapat memberikan kepuasan pelanggan /Offtaker atas pclayanan jasa 

Pelavanan yang diberikan tidak membcdakan keluarga, pangkat, suku, 

golongan, bangsa, agama dan tanpa memandang status ckonomi dari 

masyarakat pelanggan/Offtaker tersebut. 

Peraturan Pemerintah nomor 2 tahun 2018 tcntang standar pelayanan 

minimal menyatakan bahwa SPM ditctapkan dan diterapkan berdasarkan 

prnsp kesesuaran kewenangan, Ketersediaan, Keterjangkauan, 

Kesinambungan, Keterukuran dan Ketepatan Sasaran. 

Unit Pelaksana Teknis Pengelolaan Air Mimum Dinas Pekerjaan Umum, 

Penataan Ruang, Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Provinsi 

Riau (UPT PAM Dinas PUPRPKPP Provinsi Riau) sebagai salah satu pelayan air 

curah pada provinsi Riau diharapkan dapat menjadi organisasi Pemerintah 

Provinsi Riau yang profesional dan bertanggungiawab, serta dapat mendukung 

program dan target pemerintah provinsi Riau dalam pelayanan air minum 

Standar Pelayanan Minimal (SPM) disusun scbagai alat Pemerintah dan 

Pemerintahan Daerah untuk menjamin akscs dan mutu pelayanan dasar 

kepada masyarakat secara merata dalam rangka penyelenggaraan urusan wajib 

B. PERSYARATAN 

Dalam harus memenuhi persyaratan di Standar Pelayanan Minimal harus 

memenuhi persyaratan sebagai berikut: 

L.Fokus pada jenis pelayanan. 

Fokus pada jenis pclayanan scbagaimana dimaksud mengutamakan kegiatan 

pelayanan yang menunjang terwujudnya tugas pokok dan fungsi BLUD UT 

PAM Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan, Kawasan 

Permukiran, dan Pertanahan Provinsi Riau; 



2.Terukur. 
Terukur dimaksud merupakan kegiatan yang pencapaiannya dapat dinilai 

sesuai dengan standar yang telah ditetapkan 

3.Dapat dicapai 
Dapat dicapai merupakan kegiatan nyata, dapat dihitung tingkat 

poncapaiannya, rasional, sesuai kemampuan dan tingkat pemanfaatannya 

4.Relevan dan dapat diandalkan 
Relevan dan dapat diandalkan sebagaimana dimaksud merupakan kegiatan 

yang sejalan, berkaitan dan dapat dipercaya untuk menunjang tugas pokok dan 

fungsi BLUD UPT PAM Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan, 

Kawasan Permukiman, dan Pertanahan Provinsi Riau 

5.Tepat waktu 

Tepat waktua merupakan kegiatan yang sejalan, berkaitan dan dapat dipercaya 

untuk menunjang tugas pokok dan fungsi BLUD UPT PAM Dinas Pekerjaan 

Umum, Penataan Ruang, Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan 

Provinsi Riau. 

Untuk itu perlu disusun dan ditetapkan Standar Pelayanan Minimal (SPM] 

yang meliputi aspck pelayanan dan operasional yang berkaitan langsung 

dengan pelayanan air mimum kepada masyarakat dengan sistem perpipaan 

melalui pemerintah kabupaten dan/atau kota agar mendapatkan pelayanan 

air minum yang memenuhi kualitas, kuantitas dan kontinuitas 

Standar Pelayanan Minimal (SPM) ini dinantikan akan mengikat seluruh 

jajaran pimpinan/ pejabat dan karyawan UPT PAM Dinas PUPRPKPP Provinsi 

Riau serta semua pihak terkait dengan pelayanan air mimum yang diberikan 

olch UPT PAM Dinas PUPRPKPP Provinsi Riau, sehingga SPM ini mengikat 

berbagai pihak yang ikut mendukung dan berpatisipasi dalam kelancaran 

ugas pelayanan air minum yang diberikan oleh UPT PAM Dinas PUPRPKPP 

Provins1 Rau 

C. SISTEM, MEKANISME DAN PROSEDUR. 

Untuk mecmudahkan perahaman, maka Standar Pelayanan Minimal (SPM] 

UPT PAM diuraikan berdasarkan Struktur sebagai berikut 

1 Definisi 

Setiap indikator akan memberikan penjclasan berupa definisi dari apa 

yang dimaksud. Definisi bertujuan agar pembaca dan penilai mempunyai 

pemahama yang Sarna untuk setiap indikator dari setiap substansi 

pelayanan 



2. Lingkup 
Cakupan pengukuran dijelaskan dalam lingkup yang memunjukkan 

siapa dan/atau apa yang menjadi sasaran pengukuran. Lingkup disini 

dapat bcrupa Unit air baku, Unit Produksi, unit distribusi ( wilayah yang 

akan dilayani), SDM / petugas operator UPT PAM, offtaker (PDAM / UPTD 

Kabupaten/Kota) yang akan dilayani, masyarakat/pelanggan/offtaker 

dari OT Take yang akan dilayani. Hal ini dimaksudkan agar pengguna 

(UPT PAM) paham obyek yang akan diukur kineranya 

3. Tolok Ukur 

Dalam Naskah SPM harus memiliki tolok ukur yang mencakup 

a. Ukuran pencapaian target dalam 5 (lima) tahun kedepan (sesuai 

dengan Renstra); 

b. Ukuran yang merupakan standar/kritcria penilaian atau formula 

pengukuran. 

4. Sasaran Pencapaian Tolok UkKur 

Dalam rentang waktu 5 (lira) tahun dittapkan pencapaian target 

sasaran, dengan mempertimbangkan kinerja yang ada di UT PAM Dinas 

PUPRPKDP Provinsi Riau saat ini, yakni kinerja yang seharusnya dapat 

dicapai, serta usaha peningkatan kinerja secara berkesinambungan, 

5. Peasyarat Pencapaian 

Sasaran SPM baru bisa dicapai apabila telah memiliki persyaratan 

pendukung yang cukup. Persyaratan yang dimaksud dapat berupa 

kosiapan pcrangkat lembaga yang ada seperti Struktur Organisasi yang 

telah siap, sumber daya manusia yang memadai, dana yang cukup, 

infrastruktur yang memadai, dukungan dari elemen pemerintah 

daerah/instansi terkait dan masyarakat. 

6. Pengukuran 

Metode Pengukuran dapat dilakukan oleh 3 (tiga) pihak 

a. Dan UPT PAM Dinas PUPRPKPP Provins1 Riau 

Dapat dilakukan dari manajcmen UPT PAM Dinas PUPRPKPP 

Provinsi Riau dengan melakukan pengukuran. untuk mengetahui 

sejauh mana UPT PAM dapat memenuhi janjinya kepada offtaker 

(Pemerintah Kabupaten/Kota). Bilamana sasaran dari tolok ukur ini 

belum dapat tercapai , internal manajemen UPT PAM Dinas 

PUPRPPP provinsi Riau harus meneliti scbab- scbab tidak 

tercapainya sasaran. Sebaiknya manajcmcn dapat mengevaluasi 

faktor-faktor internal dan mengambil tindakan yang dianggap perlu 

b. Internal dan Eksternal 



Pengukuran eksternal scbaiknya dilakukan oleh pihak diluar 

mencjemen UPT PAM Dinas PUPRPKPP Provinsi Riau dengan tujuan 

agar pihak lain juga dapat mengetahui/menilai kesesuaian SPM 

terhadap peraturan dan penerapan. Biasanya pihak yang dipercaya 

untuk melakukan ini adalah internal auditor dan external auditor 

Internal auditor ini berada langsung dalam manajemen UPT PAM 

Dinas PUPRPPP Provinsi Riau dan bertanggung jawab langsung 

kepada Kepala UPT PAM Dinas PUPRPKPP Provinsi Riau (Badan 

Pengawas Intern). Sedangkan Eksternal auditor adalah pihak yang 

tidak terkait langsung dengan struktur UPT PAM , Dinas PUPRPKPP 

Provinsi Riau berupa lembaga yang ditunjuk oleh Pemerintah 

Provinsi Riau (misalnya · Badan Pemeriksa Keuangan, Inspektorat 

Provinsi Rau). 

c. Surveyor Independent 

Adakalanya masyarakat juga ingin mengukur, diluar organisasi 

Pemcrintah dengan tujuan dan metodologi yang berbcda 

Biasanya dalam pengukuran yang demikian masyarakat tidsak 

sccara langsung melakukan sendiri, akan tetapi melalui pihak lain 

(Lembaga Swadaya Masyarakat atau Lembaga Survey yang 

dipcrcaya), tetap dalam tuuan mengukur kepuasan 

pelanggan /offtaker atau pengguna jasa lainnya 

7 Penanggung Jawab 

Penanggung jawab adalah penanggungiawab dari pelaksanaan, 

penerapan dan evaluasi indikator SPM yang bersangkutan 

D. WAKTU PENYELESAIAN 

Waktu penyelesaian terhadap layanan BLUD UPT. PAM mengikuti bcbcrapa 

prinstp yatu 

I KECEPATAN 

Substansi dari keccpatan adalah UPT PAM Dinas PUPRPKPP Provinsi Riau 

memberikan jaminan kepada para pelanggan/Offtaker untuk bergerak cepat, 

sigap, tanggap dan tcpat dalam menangani berbagai macam hal 

pelanggan/Offtaker, sehingga mcnjamin kepuasan para pelanggan/Offtaker. 

Cepat dalam menangani keluhan pelanggan/Offtaker dan cepat dalam hal 

penanganan pclayanan pelanggan/Offtaker 

2. KEMUDAHAN 

Substansi dari kemudahan adalah UPT PAM Dinas PUPRPKPP Provinsi Riau 

mnenjamin pelanggan/Offtaker bisa mendapatkan berbagai kemudahan 



dalam menikmati jasa pelayanan air minum, kemudahan dapat diukur dari 

4 (cmpat) indikator kinerja, yaitu: 

a. Kemudahan memperoleh informasi tentang pelayanan air Curah; 

b. Kemudahan melaporkan dan menyampaikan pengaduan bila terjadi 

gangguan pelayanan, 

• Kemudahan dalam hal pembayaran jasa pelayanan air curah 

3 TERJANGKAU 

Substansi inti dari terjangkau adalah UPT PAM Dinas PUPRPKPP Provins 

Riau dapat menjamin bahwa jasa pclayanan air curah mudah diperoleh oleh 

para pelanggan /Offtaker. 

4.TERUKUR 

Substansi inti dari terukur adalah UPT PAM Dinas PUPRPKpp provinsi Riau 

dapat menetapkan dan menerapkan dengan barang dan/atau jasa yang 

terukur untuk mememuhi keburuhan para pelanggan/Of[taker 

Dengan adanya perumusan SPM ini diharapkan UPT PAM Dinas PUPRPKPP 

Provinsi Riau dapat memenuhi tuntutan pelanggan/Offtaker dan 

masyarakat dalam pelayanan air minum, terutama di wilayah kota 

Pekanbaru, Kabupaten Kampar, kota Dumai, Kabupaten Rokan Hilir dan 

Kabupaten Bengkalis dan kedepan diharapkan akan dapat melayani 

seluruh wilayah provinsi Riau 

Dampak positif bagi UPT PAM Dinas PUPRPKPP Provinsi Riau akan 

tercapai kemandirian scbagai organisasi dcngan sumber daya manusia 

(SDM] yang kompeten dalam bidang air minum sesuai dengan visi dan 

mis; UPT pAM Dina8 PUPRPPP Provinsi Rau 

E. BIAYA/TARIF 

BLUD UPT PAM memiliki beberapa jenis pelayanan yang dikenakan tarif yang 

terdiri dari 

a. pclayanan air curah ke offtake; 

b. pelayanan air curah komersil (Industri, Perdagangan dan Jasa 

Usaha Lainnya), 

c. pelayanan pengiriman penjualan air menggunakan truk tangki. 

Perhitungan tarif didasari oleh beborapa komponen yang terdiri dari: 



1 Tarif layanan untuk kegiatan pelayanan air curah ke offtake 
jasa pelayanan, 

bahan habis pakai 

komponen berdasarkan diperhitungkan 

penggunaan pcralatan serta penggunaan 

dan/atau bahan kimia 

2. Tarif layanan untuk kegiatan pclayanan jasa air curah komersil 
pclayanan, 

habis pakai 

komponen berdasarkan dipcrhitungkan 

penggunaan pcralatan serta penggunaan bahan 

dan/atau bahan kimia 

3. Tarif layanan untuk kegiatan pelayanan pengiriman 

penjualen air monggumakan truk tangki diperhitungkan 

berdasarkan komponen biaya mobilisasi dan demobilisasi 

ke lokasi pekerjaan, biaya peralatan serta penggunaan 

bahan habis pakai dan/atau bahan kimia. 

F. PRODUK LAYANAN 

Suatu produk, barang atau jasa meskipun hasilnya baik, tidak ada gunanya 

apabila tidak mudah digunakan oleh pemanfaat jasa itu, SPAM adalah salah 

satu produk jasa pclayanan air minum dengan sistem perpipaan yang 

memudahkan pelanggan/offtaker untuk memanfaatkan air minum scbaga 

keburuhan pokok dasar sehari-hari. Terdapat 4 (cmpat) indikator yang 

diberikan UPT PAM Dinas PUPRPKpp provinsi Riau dalam memberikan 

pclayanan air minum curah kepada masyarakat melalui OT Take di Kabupaten 

/Kota 

1Kemudahan memperoleh informasi tentang pelayanan air curah; 

Kemudahan dalam memberikan informasi kepada pelanggan/offtaker (Of 

Take) dan masyarakat. Untuk meperoleh informasi yang berguna, tindakan 

yang pertama adalah mengumpulkan data, mengolah hingga menjadi 

informasi. Dari data-data tersebut informasi yan didapat lebih terarah. Agar 

informasi effektif informasi harus ada hubungannya antara katakata dan 

arti yang cukup jclas dan mcnghindari kemuanginan salah tafsir. 

2 Kemudahan dalam pclayanan sambungan pclanggan/offtaker 

Adanya petugas yang tersedia setiap saat dalam melayani air curah kcpada 

Off Take agar mempermudah pclayanan kepada mnasyarakat. 

3 Kemudahan relaporkan dan menyampaikan pengaduan apabila terjadi 

gangguan pengaliran terkait K3 (Kualitas, kuantitas dan kontinuitas], 

Proses pengelolaan 

masyarakat kepada 

dan pcndataan 

pelanggan/offtaker 

terhadap laporan pengaduan 

(Off Take) tcrutama dalam 

penanganan gangguan teknis yang discbabkan kondisi lapangan dilakukan 



secara khusus oleh pctugas informasi, sedangkan data yang sudah dicatat 

ditindaklanjuti oleh petugas lapangan. Setclah mengetahui permasalahan 

yang ada, secepatnya dilakukan tindakan penanganan secara effektif dan 

sefisien mungkin 

4 Kemudahan dalam hal pembayaran tarif. 

Sistem pelayanan pembayaran yang diberlakukan harus mudah dan dapat 

terjangkau. Baik dari jangkauan besaran biaya, informasi dan pusat 

pembayaran yang tersedia. Salah satu wujud perbaikan pelayanan kepada 

pclanggan/olltaker adalah dengan menerapkan sistem penagihan dengan 

menggunakan data informasi yang jelas 



G. SARANA DAN PRASARANA 

UPT PAM Dinas PUPRPKPP Provinsi Riau mengelola 2 [satu) unit Sistem 

Penyediaan Air Minum (SPAM) Pekan - Kampar dengan kapasitas terpasang 40 

It/dt, dan SPAM Durolis yang akan melayani kota Dumai, Kab. Rokan Hilir dan 

Kab. Bengkalis dengan kapasitas terpasang 400 IL/dt dan akan terus 

dikembangkan sampai dcngan 1.500 It/dt. 

H. KOMPETENSI PELAKSANA 

Tujuan 

Meningkatkan kualitas SDM agar mampu berkreasi dan berinovasi secara 

professional 

Kebijakan 

1. Pengembangan Sumber Daya Manusia yang mampu mendukung peningkatan 

kinerja personil. 

2. Pelayanan harus memperhatikan azas keadilan, kesetaraan, proporsional dan 

transparansi. 

Program 

1 Pengembangan Sumber Daya Manusia. 

2. Peningkatan muru pelayanan melalui peningkatan kompetensi dan sertifikasi 

SDM Pengelola SPAM. 

I. PENGAWAS INTERNAL 

Satuan pengawas internal dapat dibentuk olch Pimpinan untuk pengawasan dan 

pengendalian internal terhadap kinerja pelayanan, keuangan dan pengaruh 

lingkungan sosial dalam menyelenggarakan Praktek Bisnis Yang Schat. Satuan 

pengawas internal yaitu pengawas internal yang berkedudukan langsung dibawah 

pemmmpm 

Pembentukan dcngan mempertirnbangkan. 

I keseimbangan antara manfaat dan bcban. 

2.kompleksitas manajemen; dan 

3.volume dan/atau jangkauan pelayanan. 

Tugas satuan pengawas internal, membantu manajemen untuk 

l pengaranan harta kekayaan. 

2. menciptakan akurasi sistem informasi keuangan. 

3. menciptakan cfisicnsi dan produktivitas. dan 

4. mendorong ipatuhinya kebijakan manajcmen dalam penerapan Praktek 

Bisnis Yang Sehat. 



J. PENANGANAN PENGADUAN, SARAN DAN MASUKAN 

Dalam Penanganan Pengaduan di Standar Pelayanan Minimal harus 

mempertimbangkan kualitas layanan, pemerataan, dan kesctaraan layanan 

serta kemudahan untuk mendapatkan layanan. Untuk memberikan kepuasaan 

terhadap pelanggan BLUD UPT-PAM Dinas PUPRPKPP Provinsi Riau meliputi 

melakukan pelayanan untuk pengaduan, yang terdiri dari 

Waktu penerimaan pengaduan yang dilakukan sclama 24 jam /hari, dan 

dengan respon terhadap pengaduan pelanggan diverifikasi oleh operator 

pclayanan pengaduan dalam kurun waktu kurang dari 24 jam. 

2. Penanganan terhadap pengaduan akan dilakukan oleh operator teknis 

lapangan sctclah diverifikasi oleh operator pelayanan pengaduan. 

3. Pencrimaan pengaduan akan dilayani melalui website UPT PAM yang sudah 

tersech1a. 

Penanganan Pengaduan bertujuan untuk memberikan kepuasan dan 

kemudahan bagi pelanggan dan semua jenis pengaduan dilayani 

K. JUMLAH PELAKSANA 

Berdasarkan Peraturan Gubermur Riau Nomor 46 Tahun 2020 tentang 

Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Pada Dinas Pekerjaan Umum, Penataan 

Ruang, Perumahan, Kawasan Permukiman dan Tanah Provinsi Riau, 

organisasi UPT PAM Dinas PUPRPKPP Provinsi Riau terdiri dari 

+ Kepala UPT PAM 

• Sub Bagian Tata Usaha 

• Kepala Scksi Penycdiaan dan Pemeliharaan Air Bersih dan 

Kepala Seksi Monitoring dan Evaluasi 

Untuk jelasnya Struktur Organisasi UT PAM Dinas PUPRPKPP Provinsi 

Riau dapat diihat pada bagan berikut ini. 



BAGAN ORGANISASI UPT PAM 

DINAS PEKERJAAN UMUM PENATAAN RUANG, PERU MAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN 

PERTANAHAN 

PROVINS! RIAU 

Kepalg uprpAM 

I 
' 

Kasi Peryeiaan dan Kasi Monitorirg dan 
Kasubag Tata Lsaha 

emellhra Ale Evaluasi 

I ' ' 
Pengelola Program Pengevaluasi Peng«valuast 

dan Kegiatan Pora dan Kierja ogram dan Kiner]a 

' ' ' 
Pengadministrasi Pengawaslaring.an Pegelola Monitoring 

Lrmurm Utilita dan Evaluasl 

' ' 
Penyusun RRencana Tekigi Peralatan 

kKegiatan dam dan Mesin 

' 
Pengelola Teknologi 

dan informasi 

' 
Pengelola Teknolog 

dan informasl 

Catatan: 

1. Seksi Pelaksana Teknis, selaku Pejabat Teknis BLUD 

2. Sub Bagian Tata Usaha, sclaku Pejabat Keuangan BLUD 

L. JAMINAN PELAYANAN 

Dalarn jarinan pelayanan yaitu adanya Jasa Pelayanan air minum curah 

perpipaan kepada masyarakat mclalui Off Take (Pemerintah Kabupaten/Kota) 

difokuskan pada pencapaian SPM ini. Setiap pelanggan/offtaker tentunya 

sangat berharap adanya pelayanan yang memuaskan 

Bagi pclanggan/offtaker, pelayanan air curah yang berkualitas biasanya 

meliputi pelayanan yang tcpat waktu bagi petugas ketika sedang dibutuhkan 

oleh pelanggan /offtaker, yang memcnuhi persyaratan kualitas, kuantitas dan 

kontinuitas melalaui sisrem perpipaan. Kemudahan dalam memperoleh 

informasi tentang pclayaan air curah meliputi gangguan pelayanan, gangguan 

tcknis, termasuk kesiapan dan kesiagaan petugas teknis lapangan dalam 

kecepatan memberikan pelayanan dan menangani permasalahan. Semua itu 

tidak menjadi tidak berguna ketika pelayanan yang diberikan tidak dapat 



dihandalkan. Oleh karena iru sangat pentingnya pclayanan berkualitas dalam 

menilai kesempurnaan seluruh infrastruktur SPAM Hal ini tentunya menjadi 

scbuah substansi prioritas penerapan pencapaian SPM, substansi ini ada 4 

(empat) indikator yaitu 

I Adanya Perencanaan yang matang; 

Perencanaan dimaksudkan unruk mengsinkronkan/menghubungkan 

pcngetahuan, fakta dan imajinasi dengan asumsi untuk masa yang akan 

datang dengan tujuan memvisualisasi dan memformulasi hasil yang 

diinginkan untuk keberhasilan SPAM ke depan, urutan kegiatan yang 

diperlukan dan perilaku dalam batas batas yang dapat ditcrima dan 

digunakan dalam penyelesaian. Dengan proses yang berkelanjutan, bertahap 

dan tertata rapi. Perencanaan tidak bersifat mutlak, kaku tetapi ada peluang 

uantuk perbaikan terkait dengan kebijakan baru 

Dengan demikian dapat diartikan bahwa perencanaan adalah proses yang 

bcrkclanjutan dalam rangka menyempurnakan aktuivitas untuk 

mewujudkan tujuan bersama. 

2. Implementasi pelaksanaan yang tepat sasaran, 

Implemetasi disini mengharuskan adanya scbuah pekerjaan yang harus 

dilakukan dalam penycdiaan pelayanan air curah oleh UT PAM kepada Off 

Take. Pelaksanaan ini meliputi teknis pengolahan air baku menjadi air curah, 

pendistribusian air curah sampai ke titik Off Take yang sudah disepakati 

bersama Off Tale, pengoperasian dan pereliharaan SPAM 

3. Kesiapan Petugas Lapangan, 

Semua yang diperlukan untuk pelayanan air curah dilakukan oleh petugas 

lapangan yang mempunyai kompetensi dalam pengoperasian dan 

pemcliharaan SPAM 

4. Ketepatan Waktu, 

Pelayanan yang dilakukan harus tepat waktu, kontinyu (24 jam per hari) 

dalam jumlah (kuantitas) yang cukup dan kualitas air curah sesuai dengan 

paraturan yang berlaku 

M. JAMINAN KESELAMATAN DAN KEAMANAN PELAYANAN; DAN 

Untuk Jaminan Keselamatan dan Keamanan Pelayanan diperlukan yaitu 

Kelengkapan Peralatan Teknis bagi Petugas; 

Seriap petugas perlu mclengkapi peralatan sesuai dengan kebutuhan, 

peralatan teknis yang dibutuhkan dan tersedia sudah memenuhi syarat 

sertfikasi yang menyatakan kesesuaian alat, tipc dan purangkat terhadap 

persyaratan teknis dan standar yang ditetapkan 

2. Konsistensi Dalam Menangani Keluhan Pelanggan/ofltker, 



Konsisten dalam hal ini adalah representasi dari sebuah konsep dan janji 

yang terencana yaitu konsisten antara rcncana, janji dan penanganan yang 

dilakukan. Tiga apck yang perlu diperhatikan dalam pelayanan air curah 

oleh UPT PAM Dinas PUPRPKPP Provinsi Riau antara lain 

a) Konsisten dalam pengembangan pelayanan. Hal ini berkaitan dengan 

kemampuan petugas UPT PAM Dinas PUPRPKPP Provinsi Riau untuk 

mcngaplikasikan secara tepat kemampuan dan ketrampilan 

(Kompetensi) sebagai pengelola SPAM sesuai ketentuan yang berlaku 

dalam bidang pelayanan air minum curah 

b) Konsistensi, baik dalam pengertian waktu dan terpat mnaupun orang 

Layanan UPT PAM Dinas PUPRPKPP Provinsi Riau harus 

dilaksanakan sccara konsisten sepanjang wakru [24 jam), disemua off 

take dengan petugas yang selalu siap mclayani 

Kualitas pelayanan UPT PAM Dinas PUPRPKPP Provinsi Riau 

bcrkaitan langsung dengan kemanusiaan dan kesehatan masyarakat. 
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menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan secara Badan Layanan Umum 

Daerah (BLUD), yaitu sebagai pengguna anggaran atau unit kerja patda 

SKPD sebagai kuasa pengguna anggarar 

2.7. Unit Produiei 

UPT PAM Dinas PUPRPKPP Provins Rian mengelola 2 (dua) unit 

Sistem Penediaan Air Mimum (SPAM} Pekan - Kampar dengan 

kapasitas terpasang 10 It/dt dan SPAM Durolis yang akan melayani 

kota Dumai, Kab. Rokan Hilir dan ab. Bengkalis dengan kapasi1as 

terpasang 400 It/dt dan akan terus dikembangkan sampai dengan 

500 It/dt 

2.8. Tarif Jasa Layanan 

Tart asa lava.nan au mum curah UP PAM Dinas UPRPKPI 

Provinsi Riau untuk SPAM Pekan Kampar ditentukan melalui 

Peranjian Kerjasama antars Pemerintah Provinsi Riau dengan 

Pemerintah Kabupaten Kampar dan Pererintah Kota elanberu 

selaku penerima pasokan air curah/air minum, untuk itu teian 

dilakukan perdingan dan dicapai esepakatan arif air curah, untuk 

p5AM Koa Pekanbart dan pp4M Kah. Kampar ditetapkan scbesar Rp 

2900,-- per 13 

Hal imi sesuai dengan Addendum Perianjian Kerjasama antara Dinas 

Pekeriaa Umum Penataan Ruane Perumahan, awasan 

Permukiman dan Pertanahan Provinsi ian dengan Dinas Pekerjaan 

Umurm dan Penataan Ruang Kot Pekanbaru dan Dinas Pekerjaan 

mum dan Penataa Ruan Kabupaten Kampar Nomor 

610/PUPRPKPP- SEKRE, IX/2021 2542 Nomor· 760/DPUPR; PKS 

SPAM/IX,/2021 Nomor 600/PUPR­ 

Si7/2328. tentang Pengelolaan Sistem Penyediaan Air Minum Regional 

Kota Pekanbaru dan abupaten ampar Provinsi Riau Kapasitas 10 

/let tanggal 24 September 202' 

Kesepakatan tersebut dtetapkan pule dalam Keputusan 

Gube ur Provinsi Riau Nomor Kpts./1038, Ix /20z entang 

Penetapan Tarif Air Minum Curah Sistem Penyediaan Air Mium 

Regional Pekanbaru Kampar rovins Riau tanggal 30 September 

2021 

Sedangkan untuk pelayanan SPAM Regional Durolis Tarif Air 

Curah ditetapkan berdasarkan esepakatan bersama dan eputusan 



2.9 

2 10 

Gubermur Rian No, 746/VII/2021, tentang Penetapan Tarif Air Minum 

Curah Sister envediaan Air Minum Regional Dumai. Rokan Lilir, 

Bengkalis, Provinsi Riau Di Kora Dumai, tanggal 1 2  Juli 202 

ditetapkan sebesar Rp. 2.850,- pe NM" 

D a n  untuk peiayanan SAM Durolis di Kabupaten Bengkahis, saat 

ini telah dilakukan perhitugannya dan dalam proses persetujuan 

Gubernur Tarif Air curah di iabupaten Bengkalis scbesar Rp. 2.895 

ada dasarnya tarif tersebur masih perhu dilakukan perhirungan 

lebih lanjut untuk mengetahui berapa besar nilai subsidi yang harus 

hsediakan dalam A113p rovinsi +Ria 

Pendapatan jasa layanan air curah/air minum Up pAM Dinas 

tPRp rovinsi Niau pada dasarnya dporoleh dari per k a hi a n  

volume air terjual dangan hesaran tarif pelavanan oleh karena ittu 

besaran pendapatan (p" pAM inas PupRpkpp provinsi iau snngat 

torganrung pada 2 komponen terseut 

volume air teriual juga tergantung dari emampuan serapan dar 

DAM ptm UPTD gelaka pembeh, oieh karena itu alam menghitung 

proycksi pendapatan perlu diperhatikan pada 2 hal utama yaitu 

a. Volume air curah terjual, yang di proyeksikan melalui air 

terproduksi dikurangi dcngan kehilangan air 

b. Tarif SPAM Pekan ampar dan SPAM Durolis 

Disamping tu selaku BLUD masih memiliki hak untuk menerima 

subsidi dari APB3D Provinsi Ria, hal mni sesua dengan Peraturan 

Menteri Dalam Negeri No. 33 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan 

Keuangan Dacrah pasal 37 dan pasal 1l yang menetapkankan belanja 

subsdi digunakan untuk bantuan biaya produksi untuk perusahaan, 

lembaga tertentu agar harga jual produksi/ jasa yang dihasilkan dapat 

tejangkau masyarakat banyak 

• 

Biava operasional jasa laya.nan air curah merupakan seluruh 

omponen biaya yang dikeluarkan untuk mengolah sumber air baku 

menjadi ar minum curah dan didisrribusikan sampa ke meter induk 

distribusi, keiompok buaya operasiona terdiri dari 

• Biaya sumber air baku 



Yang termasuk dalam kelompol biaya sumbe air baku adalab 

retribusi (harga beli] air bal biaya pegawai. biaya listrik BM 

biay pemeliharaan dan biaya pemchihara .n 

e Biava pengolahan air 

Yang termasuk dalam kelompo Diaya pengolhan air adalah biaya 

pegawau biava bahan kimia. biayn listrik/ BBM. biaya penyusutan 

Biava transmisi dan distribusi 

Yang termasuk daiam kelon po braya transmisi dan di@rriusi 

perlengkapan, biaya pomakaa 

aya peeliharan d n  btav laun-leun 

• Biaya umum dan administran 

pe l, biava pe n y u s u ta n ,  

Yang termasuk dalam kelompok biava umum dan admmistras 

adalah biava pegawa, biava antot 

pelaggay Offaker, biaya ketangan 

penyisihan piutang dan biaya lain lain 

Pengelompokan biaya  d a t a s  sesuai d en ga n  ft 1gsi biaya, hal ini 

telah sesuai dengan ketenruan Sistem Akuntansi Pemerintahan [8AP 

hal ini diperukan guna mempermudah para pengguna Rencana 

Stategi Bisnis [RSB] 

2.11. Aset dan Modal 

Seluruh ase; UP pAM D i n s  PUPRPKPP PovIns. Rau berasa] 

da s u r b e  dana APBN dan PB" provinsi Riau, dalam hal sumber 

lean A03N maka serah terima aset hla t ar artar Pemer ntah 

Daerah Provinsi Riau dengan Satke PK PAM Provinsi iau, selanjutnya 

aset tersebut diserah terimakan dari Pemerintah Provinsi Riau kepada 

U/PT PAM Dinas PUPRPPP Provinsr 'iau dcngan demikian seeara 

administratif Aset Up" pAM inas P U P R kK P  Provins Riau, berasal 

h i  peyertaan modal pemerintah prowinsi 

Sampai dengan a ir Tah m 1022 bwsaran investasi u n ru k  unit  

SAM Pelan Kampar yang akan dikelola UT PAM D»neg p pp D 

Provinsi Riau adalah sebesa p 77.658,821 976,--, berikut disajikan 

rneannva 

U'RAIA Tahu Nilai 

N n Perolehan 

''< b na Air Baku 2 0 4 0 3. 4 4 7. 0 00  

Is a endukug rngon Air Bak 201 1 1 3 6  

' 
1  700 


